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Kata Pengantar

Atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih
dan Penyayang, buku hasil karya kolaborasi dari beberapa penulis yang
berjudul “Good Corporate Governance (GCG)” ini telah selesai disusun
dan berhasil diterbitkan. Semoga dapat memberikan sumbangsih
keilmuan dan menambah wawasan bagi semua pihak yang tertarik
terhadap penelitian pada bidang tata kelola organisasi ekonomi,
manajemen, akuntansi dan sosial.

Buku ini disusun untuk bisa memberikan bahasan yang cukup lengkap
mengenai tata kelola organisasi/perusahaan yang baik (good corporate
governance), mulai dari konsep, ruang lingkup, teori, prinsip, struktur dan
peran organ, serta penerapan good corporate governance dan
pengaruhnya terhadap nilai perusahaan, kinerja organisasi, budaya
organisasi, etika organisasi, hingga peran GCG terhadap pencegahan
tindak kecurangan (fraud).

Kehadiran buku kolaborasi seperti ini merupakan sebuah fenomena baru
di bidang akademik. Bagi sebagian pihak meyakini bahwa buku
kolaborasi memiliki banyak kelebihan dan keunggulan, karena ditulis
oleh beberapa penulis dengan latar belakang dan sudut pandang berbeda
sehingga menghasilkan suatu karya yang unik dan kaya perspektif di
dalamnya. Namun demikian, kami juga menyadari bahwa buku ini masih
banyak memiliki sisi kelemahan dan kekurangannya, untuk itu dengan
senang hati dan terbuka kami menerima berbagai kritik dan saran dari
para pembaca sekalian.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang
telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
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penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan sidang pembaca. Semoga kehadiran buku ini membawa manfaat
yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, dan dapat memberikan
kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang
ekonomi, manajemen, akuntansi dan sosial.

Maret 2021

Tim Penulis
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Bab 1

Konsep dan Ruang Lingkup
Good Corporate Governance

1.1 Pendahuluan

Pembahasan tentang good corporate governance (tata kelola perusahaan yang
baik) berawd dari pemisahan antara principa (pemilik) dengan pihak agent
(pengelold) ddam sebuah korporas modern, yaitu untuk menyelesaikan
masdah keagenan (the agency problem) di antara pemilik, pengelola dan
sakeholder yang lain secara efektif. Dengan ditergpkannya good corporate
governance akan tersedia nilai lebih dan ukuran kinerja yang jelas daam
mencapal  tujuan peruschaan sarta adanya mekanisme untuk penilaian
akuntabilitas dan trangparans  untuk memastikean bahwa peningkatan
kesgjahteraan lahir sebagai akibat dari peningkatan nilai perusahaan yang telah
didigtribuskan secaranyata.

Diterapkannya good corporate governance tidak terlepas adanya keinginan
perusahaan agar dapat berjalan dengan bak, efisen serta memperoleh output
yang memuaskan. Yaitu gpabila semua mekanisme yang ada dapat berjaan
dengan baik mulai dari top mangemen sampa level paing bawah, terlihat
dengan adanya aturan yang menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungs
masing-masing serta dilaksanakannya tugas tersebut sehingga tercipta suasana
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kerja yang baik. Di ss lain, perusahaan juga menampakkan pengaruhnya di
masyarakat (stakeholders) sebagal perusahaan yang tumbuh dan berkembang
serta memberikan banyak manfaat sebagal imbas dari pelaksanaan praktik
yang sehat atau tata kelolayang baik.

Pelaksanaan good corporate governance dewasa ini berada pada fase adanya
tuntutan untuk menyampaikan kepada publik apa sga yang telah dilakukan
oleh perusshaan untuk menjamin telah disdenggarakannya tata kelola
organisas/perusahaan tersebut dengan baik.

1.2 Konsep Good Corporate

Governance

Istilah corporate governance diperkenadkan pertamakali oleh Komite Cadbury
pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikena sebagai Cadbury Report. Isu
corporate governance semekin berkembang ketika beberapa perigiwa
ekonomi penting terjadi. Seperti kriss keuangan Ada pada tahun 1997,
dilanjut dengan kgauhan perusahaan besar seperti Enron dan Worldcom
tahun 2002, serta kriss subprime mortage di Amerika Serikat pada tahun
2008. Bebergpa perigiwa tersebut menyadarkan dunia akan pentingnya
penerapan good corporate governance. Karena melihat dampak dari krigs
tersebut yaitu banyaknya perusahaan yang berjatuhan karena tidak mampu
untuk bertahan.

Dadam dudi yang dilakukan oleh Asan Development Bank (ADB),
menyebutkan bahwa krisis yang terjadi di Asa disebabkan oleh lemahnya
penergpan cor porate governance. Dengan konsep good cor porate governance
diharapkan dapat melindungi pemegang saham (stockholders) dan kreditur
agar dapat memperoleh kembdi investasinya. Sebagaimana diketahui bahwa
penergpan corporate governance didasarkan pada teori agend, yang
menjelaskan hubungan antara mangemen dengan pemilik. Mangemen
sebagal agen bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan para pemilik
(principd) sebagal imbalannya akan memperoleh kompensas sesual dengan
kontrak.

Terdapat dua teori utama yang terkait dengan good corporate governance
yaitu stewardship theory dan agency theory. Sewardship theory dibangun di
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atas asumd filosofis mengenai sfat manusia yakni bahwa manusia pada
hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jaweb,
memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang terdrat
dalam hubungan fidusia (kepercayaan) yang dikehendaki para pemegang
saham. Dengan kata lain, stewardship theory memandang mangemen sebagai
dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebak-baiknya bagi kepentingan
publik maupun stakeholder. Sementara itu, agency theory yang dikembangkan
oleh Jensen & Meckling (1976), memandang bahwa mangemen perusahaan
sebagal “agen” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh
kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebaga pihak yang arif dan
bijaksana sertaadil terhadap pemegang saham (principa).

Corporate governance didefiniskan sebagai susunan aturan yang menentukan
hubungan antara pemegang saham, manger, kreditor, pemerintah, karyawan
dan stakeholder internd dan eksternal yang lain sesual dengan hak dan
tanggung jawabnya (FCGI, 2003). Sedangkan menurut OECD (2004) good
corporate governance merupakan satu st hubungan antara mangemen
perusahaan, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite Cadbury mendefiniskan Corporate Governance sebaga sistem yang
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapal

kessimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan,

untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada
dakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik,
direktur, manger, pemegang saham dan sebagainya.

Kemudian Organization for Economic Coorperation and Development
(OECD) mendefiniskan Corporate Governance sebaga  sekumpulan
hubungan antara pihak mangemen perusahaan, pemegang saham, dan pihak
lain yang mempunyal kepentingan dengan perusahaan. Corporate Governance
mensyaratkan adanya druktur perangkat untuk mencapal  tujuan dan
pengawasan atas kinerja. Corporate Governance yang baik dapat memberikan
rangsangan bagi pelaku interna dan mangjemen untuk mencapai tujuan yang
merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilites
pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusshaan menggunakan
sumber daya dengan lebih efisen.

Corporate Governance sering kdi dipergunakan sebagal terma sebagaimana
adinya daam bahasa inggris, tanpa menerjemahkannya daam kosa kata
Indonesia. Berbagal dasannya adalah belum ditemukan padanan kata yang
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tepat. Menurut penulis tata kelola merupakan tema yang tepat untuk
mengindonesiakan governance.

Dadam tema tata kelola terkandung makna pengendaian (control) dan
mengatur (regulate) sehingga mampu menjelaskan proses yang terjadi di
dalamnya Ahmad Syakhroza (2005) memberikan pengertian tata kelola
perseroan sebagal suatu kesatuan yang menyeluruh mencakup aspek budaya,
hukum dan kelengkagpan inditusona lainnya berupa mekanisme yang
didasarkan pada konsep pengendaian korporas dan sistem akuntabilitas dari
pihak yang memegang kendali.

Sedangkan menurut Daniri (2005) memberi pengertian tata kelola perseroan
dalam kaitan dengan dSfat baik (good) ddam konsep Good Corporate
Governance sebagal suatu pola hubungan, sstem dan proses yang digunakan
oleh organ perseroan (Direks, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan
nilai tambah kepada pemegang saham serta berkesinambungan dalam jangka
panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Daniri
menyimpulkan bahwa tata kelola perseroan yang baik merupakan: (a) Suatu
sruktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan
Komisaris, Direkd, Repat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan
gsakeholders lainnya; (b) Suatu sstem check and baance yang mencakup
perimbangan kewenangan atas pengendalian perseroan yang dapat membatas
munculnya dua peluang, yaitu pengelolaan yang sdlah dan penyaahgunaan
ast dan perseroan; serta () Suatu proses yang transparan atas penentuan
tujuan perseroan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya

Sehubungan dengan tidek berlakunya Keputusan Menteri Negara BUMN
Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tanggd 31 Juli 2002 tentang Penergpan
Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara karena
digantikan dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penergpan Tata Kelola Perusahaan yang
baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (tanggd
1 Agustus 2011), maka definis Good Cor porate Gover nance berubah menjadi
pringp-prindp yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengeolaan
perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha

Menurut Effendi (2009) dalam bukunya The Power of Good Corporate
Governance, pengertian Good Corporate Governance adalah suatu sstem
pengenddian internal perusshaan yang memiliki tujuan utama mengelola
risko yang sgnifikan guna memenuhi tujuan bisnisnyameaui pengaman aset
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perusahaan dan meningkatkan nilai investas pemegang ssham daam jangka
panjang.

Sementara itu Claessens (2013) menyatakan bahwa, pengertian tentang
Corporate Governance dapat dimasukkan dadam dua kategori. Kategori
pertama, lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang
diukur meldui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap
para pemegang saham dan stakeholders. Kategori kedua lebih melihat pada
kerangka secaranormatif, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari
sgem hukum, dsem peradilan, pasar keuangan dan sebagainya yang
memengaruhi perilaku perusahaan. Kategori pertama akan sangat cocok untuk
dijadikan dasar andliss dalam mengkaji corporate governance di satu negara,
misalnya mdihat bagamana dewan direks memenuhi transparand dan
akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, bagamana menentukan
kompensas yang layak bagi executive perusahaan, bagaimana kordas antara
kehijakan tentang buruh dan kinerja perusahaan. Sedangkan kategori kedua
dijadikan dasar andliss ddam mengkai Corporate Governance secara
komparatif, misanya melihat bagaimana berbagai perbedaan dalam kerangka
normatif yang dibangun akan memengaruhi pola perilaku perusahaan, investor
dan lainnya

Konsep Good Corporate Governance secara definitif merupakan sstem yang
mengatur dan mengendaikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah
(value added) untuk semua stakeholder. Ada dua ha yang ditekankan daam
konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh
informas dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan kedua,
kewgjiban perusshaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara
akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informes  kinerja
perusahaan, kepemilikan dan stakeholder.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat dismpulkan bahwa
Corporate Governance addah sstem, proses dan seperangkat peraturan yang
mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama
dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan
dewan direks demi tercapainya tujuan organisas. Corporate Governance
dimaksudkan untuk mengatur hubungan tersebut dan mencegah terjadinya
kesdahan yang sgnifikan ddam drategi korporas serta untuk memeastikan
bahwa kesdahan yang terjadi dapat segeradiperbaiki.
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1.3 Sekilas Perkembangan Good

Corporate Governance

Sgarah lahirnya konsep Good Corporate Governance (GCG) muncul akibat
resks para pemegang seham di Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang
terancam kepentingannya. Pada saat itu di Amerika terjadi ggjolak ekonomi
yang luar biasa yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan
resrukturisas dengan menjaankan segda cara untuk merebut kenddli atas
perusahaan lain. Tindakan ini menimbulkan protes keras dari masyarakat atau
publik yang menila bahwa mangemen daam mengeola perusshaan
mengabaikan kepentingan-kepentingan para pemegang saham sebagai pemilik
modal perusahaan. Merger dan akuisgs pada sagt itu banyak merugikan para
pemegang saham akibat kesalahan mangemen dalam pengambilan keputusan.
Untuk menjamin dan mengamankan hak-hak para pemegang saham,
kemudian muncul konsep pemberdayaan Komisaris sebagal salah satu wacana
penegakan Good Corporate Governance. Komisaris yang dimaksud di gini
addah Komisaris Independen, yaitu anggota Dewan Komisaris yang tidak
memiliki hubungan dengan Direks, anggota Dewan Komisaris lainnya dan
pemegang saham pengenddi, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan
lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Perkembangan konsep good corporate governance sesungguhnya telah
dimula jauh sebelum isu Corporate Governance menjadi kosa kata paing
hangat di kalangan eksekutif bisnis. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya
definis yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang Corporate
Governance, yang diberikan baik oleh perorangan (individua) maupun
ingitus (inditusond). Governance yang terjemahannya addah pengaturan
yang dalam konteks Good Corporate Gover nance (GCG) ada yang menyebut
tata pamong. Corporate Governance dapat didefiniskan sebagal suatu proses
dan sruktur yang digunakan oleh organ perusshaan (pemegang ssham,
pemilik modal, Komisaris’'Dewan Pengawas dan Direks') untuk meningkatkan
keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusshaan guna mewujudkan nila
pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan
stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-
nilal etika
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Pemahaman tentang praktik Corporate Governance terus berevolus dari
waktu ke waktu. Kgjian atas Corporate Governance mulai disnggung pertama
kdinya oleh Berle dan Means (1932) ketika membuat sebuah buku yang
menganaliss terpisshnya kepemilikan saham (ownership) dan kontrol.
Pemisahan tersebut berimplikas pada timbulnya konflik kepentingan antara
pemegang saham dengan pihak mangemen daam struktur kepemilikan
perusahaan yang tersebar (dispered ownership).

Pada akhir tahun 1980-an mula banyak kesmpulan yang menyebutkan
sruktur kepemilikan dalam bentuk dispered ownership akan memberikan
dampak bagi buruknya kinerja mangiemen. Untuk pertama kainya usaha
untuk melembagakan Cor porate Gover nance dilakukan oleh Bank of England
dan London Sock Exchange pada tahun 1992 dengan membentuk Cadbury
Committee (Komite Cadbury), yang bertugas menyusun Corporate
Governance Code yang menjadi acuan utama (benchmark) di banyak negara.

1.4 Ruang Lingkup Good Corporate

Governance

Menurut Kaen (2003) dan Shaw (2003) terdapat empat komponen utamayang
diperlukan dalam konsep Good Corporate Governance (GCG) yaitu fairness,
trangparency, accountability, dan respongbility. Keempat komponen tersebut
penting karena penerapan prinsip good cor porate gover nance secara konsisten
terbukti dapat meningkatkan kuditas laporan keuangan dan juga dapat menjadi
penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan
tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Dadam penergpannya agar terlaksana dengan efektif dan efisen untuk
mewujudkan konsep Good Corporate Governance (GCG), sdtidaknya
terdapat 5 pilar GCG yang ditetapkan oleh Komite Nasona Kebijakan
Governance (KNKG), yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin
Nomor: KEP/3UM.EKUIN/08/1999 yang kemudian Pedoman tersebut
disempurnakan pada tahun 2006 yang kemudian dikend dengan konsep
TARIF (Transparency, Accountability, Responsbility, Independency, and
Fairness). Dan konsep inilah yang nantinya akan banyak dibahas dalam
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penergpan  Good Corporate Governance (GCG) ddam  suatu
organisas/perusahaan.

1.4.1 Transparency

Konsep ini diperlukan dalam menjaga objektivitas suatu organisas atau
perusahaan daam menjaankan suatu bisnis dengan memberikan informas-
informas yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami serta dapat
dipertanggung jawabkan oleh semua pemangku kepentingan dalam organisas
atau perusahaan tersebut. Dengan semakin berkembangnya teknologi dewasa
ini, tidak menjadi suatu dasan bagi suatu organisas atau perusahaan untuk
tidek dapat melakukan inigatif ddam mengungkapkan berbaga informas
yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang
sangat diperlukan oleh para pemangku kepentingan.

Termasuk daam konsep ini adadah keterbukaan daam mengemukakan
informas yang materiad dan relevan serta keterbukaan daam proses
pengambilan keputusan. Sehingga kegiatan bisnis perusahaan berjdan secara
objektif, profesional, dan untuk melindungi kepentingan stakeholder.

1.4.2 Accountability

Konsep ini diperlukan untuk melihat sgjauh manakinerjayang telah dihasilkan
oleh suatu organisad atau perusshaan. Dalam ha ini suatu kinerja harudah
dapat dikelola dengan tepat dan terukur untuk melihat sebergpa jauh
kesnambungan antara proses perencanaan, organisr, peaksanaan serta
evauas yang dilakukan dengan tujuan organisas atau perusahaan tersebut.
Daam konsep ini, organisas atau perusahaan harus mampu menjawab segda
pertanyaan yang akan digjukan oleh para pemangku kepentingan atas gpayang
telah diperbuat dan hasil yang dicapai oleh organisas atau perusahaan tersebut.
Jadi konsep ini mempunya unsur kejelasan fungs dalam organisas dan cara
mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang
diperlukan untuk mencapai  kinerja yang berkesnambungan dengan
menergpkan prindp akuntabilitas, yaitu dapat mempertanggungjawabkan
kinerjanya secara transparan dan akuntabel.

1.4.3 Responsibility

Konsep ini merefleksikan tanggung jawab setigp individu maupun organisas
perusahaan dalam mematuhi segal a tugas-tugas dalam pekerjaan, aturan-aturan
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serta kebijakan-kehijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan bisnis
suau organisas atau perusahaan. Konsep ini tidek hanya terbatas pada
tanggung jawab ddam meaksanakan pekerjaan antara aasan dengan
bawahan, namun tanggung jawab organisas/ perusshaan kepada para
pemangku kepentingan hingga masyarakat sekitar. Sehinggadalam konsep ini,
organisad perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan segada ha
yang berkaitan dengan aturan, hukum dan peraturan yang berlaku sebaga
kontribus hubungan hierarki interna perusahaan, pemangku kepentingan,
masyarakat serta stakeholderslainnya

Dengan konsep ini berarti terdgpat kesesuaian pengelolaan organisas/
perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pringp-
pringp pengelolaan organisas yang baik. Pringp ini diperlukan agar dapat
menjamin terpeliharanya kes nambungan usaha dalam jangka panjang.

1.4.4 Independency

Konsep ini dapat dijadikan sebagal aktualises diri untuk organisad atau
perusahaan agar dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing dengan
lingkungan bisnisnya. Daam hal ini, organisas/ perusahaan harus memiliki
tata kelola yang efektif dan efisen serta mampu meakukannya sendiri tanpa
adadominas aau intervens dari pihak lain, serta mampu dalam menggunakan
dan memanfaatkan nilai-nila (values) yang ada pada organisas perusahaan
untuk dapat dijadikan unique point di antara organises dan perusshaan
lainnya, sehingga mampu bersaing dalam bidang bisnis tersebut.

1.4.5 Faimess

Konsep ini diperlukan untuk menjaga stahilitas perusahaan dengan menjaga
kewgaran dan kesetaraan bagi setigp anggota, pemangku kepentingan dan
stakeholders lainnya dalam suatu organisas atau perusahaan dengan porsinya
masing-masing. Hakikatnya setigp bagian daam organisas atau perusshaan
memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribus untuk
organisas/perusahaan. Sehingga, konsep ini menjadi sangat penting untuk
mendapatkan kepercayaan atau sebaga motivas bagi setigp bagian dari
organisas perusahaan, karena mereka akan memiliki rasa dan kesempatan
yang sama daam memberikan kontribus kepada organisasinya Sehingga akan
memacu setigp individu daam berkompetis untuk memberikan yang terbaik
kepada organisasi/perusahaan di manaindividu tersebut berada.
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Berdasarkan penjelasan dari kelima konsep di atas, maka dapat diketahui
bahwa konsep ini sangat diperlukan bagi organisas atau perusahaan dalam
menerapkan Good Corporate Governance (GCG) untuk dijadikan sebagai
standar pengukuran kesesuaian dan penyimpangan dalam pencapaian tujuan
organisas/perusahaan. Konsep ini juga dapat digunakan melihat sgauh mana
organisad atau perusahaan daam mengelola sumber daya yang tersedia dan
dapat diinformaskan, dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanyakan
adokasnya kepada para pemangku kepentingan. Di samping itu, melaui
konsep ini pula dapat diketahui sgjauh mana organisasi/ perusahaan mampu
melakukan tata kelolanya sendiri dan tetep pada jaur yang tepat daam
mencapa tujuan, dengan memperhatikan penyetaraan kesempatan yang ada
kepada saluruh bagian organisas perusahaan yang disesuaikan pada pors dan
kemampuannya masing-masing.

Daam penerapannya, Good Cor porate Governance (GCG) tidak terlepas dari
budaya organisas yang berlaku di dalam organisas itu sendiri. Budaya
menurut Schein (2010) adalah fenomena dinamis dalam kondis sekarang ini
dan sebuah latar belakang struktur paksaan yang berpengaruh pada kelompok
melaui bebergpa cara. Sedangkan suatu budaya adalah sesuatu yang secara
terus-menerus diterapkan dan tercipta oleh interaks yang dilakukan kelompok
dengan terbentuk oleh perilaku kelompok itu sendiri.



Bab 2

Teori-Teori Good Corporate
Governance (GCG)

2.1 Pendahuluan

Isu mengenai Corporate Governance (tata kelola perusahaan) sering sekdi
menjadi isu yang mash banyak diperbincangkan dan ditdliti di bidang
keuangan. Kriss ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008 menjadi
salah satu penyebab dari kegagdan ddam implementas dan pengawasan
corporate governance, dan semakin mendorong para penditian untuk
mengkaji kembai dan menddami pringp pringp dan mekanisme corporate
governance (Rahmawati, 2017).

Konsep dari corporate governance juga memiliki hubungan dengan Teori
Corporate Governance yang saat ini juga marak menjadi  pembahasan
terutama dalam menghadapi kinerja dan pelaku bisnis yang buruk. Teori
utama yang berkaitan dengan corporate governance antara lain; agency
theory, dtewardship theory, dtakeholder theory, transaction cost theory,
political theory dan resource dependency theory yang akan dibahas pada sub
bab ini.
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2.2 Agency Theory

Jensen dan Meckling mengembangkan agency theory guna perkembangan
Tata kelola di tahun 1976. Teori ini didasarkan pada konflik antara agen dan
principa. Di mana agen adalah pihak yang dipercayakan oleh principa untuk
mengoperaskan perusshaan sedangkan principd addah pihak  yang
dipercayakan oleh agen untuk bertindak atas nama principa,

Menurut agency theory, agen harus mengambil tindakan yang waar untuk
kepentingan klien mereka, dan agen harus menggunakan pengetahuan
profesona, kebijaksanaan, ketulusan, keadilan untuk memimpin perusahaan.
Namun pada kenyataannya terdapat masdah keagenan karena terdapat interest
gap antara kepentingan pemegang saham sebagal pemilik perusahaan dengan
pihak mangjemen atau mangjemen sebagai agen. Pemilik perusahaan tertarik
karena dana yang diinvestaskan dapat memberikan return terbesar. Pada saat
yang sama, mangemen tertarik untuk memperoleh pendapatan modd dari
pemilik perusshaan. Secara khusus, agency theory membahas hubungan
keagenan, di mana satu pihak (principa) mendel egasikan pekerjaannya kepada
pihak lain (agen).

Teori tersebut mencoba untuk memecahkan dua masdah utama (Raharjo,
2018) yaitu

1. Masalah Keagenan, masalah ini muncul jika keinginan atau tujuan
dari principal dan agen saling bertentangan (conflict of interest) dan
untuk mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen.

2. Masalah pembagian risiko, masalah ini terjadi apabila sikap principal
terhadap risiko berbeda dengan sikap agen sehingga tindakan mereka
akan berbeda.

Karenainformas yang asimetris (information assymetry), konflik kepentingan
ini menyebabkan perumusan kontrak yang tidak sempurna antara agen dan
principd dan menimbulkan biaya Ini dapat menyebabkan dua masaah
menurut Jensen dan Meckling, 1976 dalam (Raharjo, 2018) yaitu:

1. Moral Hazard, dapat diartikan perilaku salah satu pihak (agen) dalam
suatu transaksi akan memengaruhi penilaian pihak lain (principal)
atas transaksi tersebut, namun pihak kedua (principal) tidak dapat
mengawasi/memaksakan perilaku tersebut dengan sempurna. Tujuan
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utama dari tindakan ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan
semua pihak yang terlibat secara sempurna tindakan dimaksud.
Penyebab terjadinya Moral hazard adalah pada saat sebelum
dilakukannya suatu transaks (kontrak) atau setelahnya.

2. Adverse Selection, terjadi ketika pihak (agen) dalam transaks
memperoleh informas yang relevan tentang transaksi tersebut.
Meskipun pihak kedua (principal) tidak mengetahuinya (terjadi
information assymetry) sehingga menyebabkan salah satu pihak
dapat melakukan pengambilan keputusan yang salah.

Masaah adverse sdlection banyak dihadapi oleh perusahaan, inti dari masalah
ini adadah keputusan yang sdah karena informas tentang objek yang
bersangkutan kurang dan relevan. Dengan information assymetry tersebut
maka antara pihak agen dan principal memberikan kesempatan melakukan
tindakan oportunis yaitu mengutamakan kepentingan pribadi. Sebagai contoh:
Sdah satu pemicu kondis ini adalah nilai diran kas bebas (free cash flow).
Pemilik ssham sebagal pihak yang menanamkan moda menghargpkan
pengembdian aas keputusan invedtasnya yaitu pendidribusan kas dari
keputusan investas pada aset tetap dan modd kerja dari operasiond
perusahaan yaitu berupa deviden. Namun agen sebagai pihak yang memiliki
informas detail sering mengambil tindakan menguntungan pribadi dari free
cash flow perusahaan seperti melakukan tindakan merger, mangemen labadan
lainnya (Rahmawati, 2017).

2.3 Stewardship Theory

Sewardship theory muncul pada corporate goverance sebaga aternatif dari
agency theory, sehingga dapat dipahami bahwa asums dasar didefiniskan
sebagal berlawanan dengan asums agency theory, karena teori stewardship
mengasumsikan bahwa manger adaah manger yang perilakunya konsisten
dengan tujuan supervisor mereka. Teori ini didasarkan pada tolerans yang
baik antara para mangjer. Teori ini didasarkan pada tolerans yang baik di
antara para mangjer. Setigp perusahaan memperhatikan mangjer yang tertarik
untuk mencapal kinerjayang sangat baik (KAP Suryanto, 2017).
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Motivas utama manger untuk menyelesaikan pekerjaannya adaah keinginan
mereka untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Secara khusus, manger
harus dipahami sebagai orang yang harus berhasil menyelesaikan tugas yang
menantang untuk memperoleh kepuasan batin, menjaankan tugas dan
wewenangnya, dan dengan demikian memperolen motivas dari para
pemimpin dan orang lain untuk mengakui keberhasilan mereka. Oleh karena
itu, bagi mangjer ada insentif non finangd. Teori tersebut juga percaya bahwa
organisss membutuhkan struktur yang memungkinkan koordinas  dari
hubungan yang efektif antara manger dan pemilik.

Dengan anggapan bahwa Sewardship Theory melihat dari sudut pandang
mangemen yang merupakan pihak yang dapat dipercaya untuk melayani
kepentingan publik dan dakeholder dengan sebak baiknya Masdah
kessimbangan dalam stewardship theory ini adalah bagian yang paling utama
dalam pengambilan tanggung jawab pribadi untuk mencapai kemakmuran
publik. Peran organisasi/perusahaan adaah dengan menyeimbangkan antara
kewgjiban organisas/perusahaan  kepada pemangku  kepentingan  baik
internal/eksterna  organisas/perusahaan, dengan tetap menjaga komitmen
yang lebih luas kepada masyarakat dan etika umum (Jefri, 2018).

Sewardship theory mengakui berbagai motives non-finansa dari perilaku
mangemen. Hal Ini juga termasuk kebutuhan untuk pencapaian kinerja
perusahaan yang sukses, dan penghormatan terhadap otoritas dan memegang
elika profesond. Manger dianggap tertarik untuk mencapa  dan
menggunakan kinerjatinggi, dapat menggunakan kebijaksanaan tingkat tinggi
untuk melayani kepentingan pemegang saham. Secara normeatif, stewardship
theory tentu sangat baik, tetapi perilaku yang disarankan adalah perilaku idedl
yang diharapkan (das sollen). Perilaku tersebut berbanding terbdik dengan
sfat dasar manusia, yaitu egoisme dan oportunisme. Untuk kelompok budaya
tertentu, perilaku perilaku tersebut barangkali sudah mendarah daging sgak
kecil dan telah terbangun sgak lama Modd life time employment misanya
merupakan contoh yang baik untuk penerapan teori ini.

Namun mode ini harus didukung oleh sikap pemilik (investor) yang secara
sadar berusaha untuk melindungi karyawannya (termasuk mangjemen) dan
memperhatikan kesgahteraan mereka Perusshaan dianggep sebaga satu
keluarga besar yang menggabungkan pemilik moda dengan pemilik sumber
daya manusia Dengan kata lain, asums yang digunakan daam stewardship
theory menunjukkan bahwa manger merupakan pelayanan dari perusahaan
yang bak dan bekerja keras ddam memperoleh tingkat laba dan tingkat
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pengembalian modal pemegang saham. Sdan itu juga, manger mampu
memotivas  dirinya sendiri agar dapat bekerja secara mandiri  serta
bertanggung jawab atas tugas yang diemban. Oleh karena itu, keberadaan
supervisor yang menjabat sebagai direktur dan pengawastidak berlaku.

2.4 Stakeholder Theory

Sakeholder theory dikemukakan oleh Freeman (1984) berupaya
mengintegraskan sstem tanggung jawab perusshaan dihadapan semua
pemangku kepentingan (Suyono, 2017). Sakeholder theory mengatakan
bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang beroperas semata mata untuk
keuntungannya sendiri, tetapi harus dapat memberikan manfaat kepada para
pemegang sahamnya (Wardhani and Cahyonowati, 2011). Oleh karena itu,
stakeholder/pemegang  stham  akan terpengaruh  oleh  sukses  tidaknya
perusahaan.

Gibson 2000 daam (KAP Suryanto, 2017) dalam jurnanya disebutkan secara
rinc bahwa untuk kelompok pemangku kepentingan yang berbeda,
perusahaan juga menjaankan tugas yang berbeda dengan cara yang sama
Apabilaterdapat benturan kepentingan antara pemilik modal/pemegang saham
dengan pemangku kepentingan lainnya, maka kepentingan modal/pemegang
ssham harus menyesuaikan dalam memenuhi segala kewgjiban dasar
pemangku kepentingan lainnya.

Daam undang undang perusahaan, Pemilik perusahaan merupakan pemilik
modal/pemegang saham yang memiliki modal yang lebih besar sehingga
memiliki andil yang lebih besar terhadap perusahaan. Pemilik perusahaan ini
memiliki wewenang dalam memilih anggota direks, memiliki hak untuk
mempekerjakan dan/atau memberhentikan mangjer senior, dan memiliki hak
untuk menyetujui dan/atau menolak kebijakan dan strategi perusahaan yang
penting. Karena undang undang perusahaan memberikan status khusus dan
hak kendai kepada pemegang ekuitas/pemegang saham, stakeholder theory
cenderung kurang memperhatikan hak hak pemegang saham. Diasumskan
bahwa pemilik modal/pemegang saham memiliki hak untuk memastikan
bahwa perusahaan dan manger memperhatikan kepentingannya. Stakeholder
theory yang memperhitungkan hak pemilik modal/pemegang saham biasanya
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mencoba menunjukkan mengapa hak tersebut harus dibatas oleh hak atau
kepentingan kelompok pemangku kepentingan lainnya.

Pada ketiga uraian konseptud tentang landasan Good Corporate Governance
terlinat bahwa kesamaan pengamatan terletak pada pola hubungan atau
interaks  antara pemilik modal/pemegang  saham/dewan/Bawas/Dekom
dengan direks daam mewujudkan kepentingan semua pihak. Dengan
memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, efektivitas interaks dapat
membangun sinergi ddam hubungan yang berdampak postif terhadap
pertumbuhan nilai perusahaan.

Kepentingan para stakeholder dapat diklasifikaskan menjadi tiga macam

(Raharjo, 2018) yaitu:

1. Yang didukung oleh kontrak perusahaan,
Satu stakeholder mungkin memiliki lebih dari satu macam hubungan.
Perlindungan nilai bagi pemegang kontrak tentulah lebih mudah
diidentifikasikan dan diperhitungkan. Sepanjang perusahaan telah
memenuhi ketentuan dalam kontrak, kepentingan stakeholder telah
terpenuhi.

2. Yangtelah diatur pemerintah
Kepentingan yang diakomodir oleh regulasi/peraturan yang
dikeluarkan pemerintah. Kepatuhan terhadap peraturan sudah
merupakan perlindungan terhadapnya.

3. Yangtidak ada kontrak spesifik.
Agak sulit adalah pemenuhan kepentingan stakeholder yang
untuknyatidak diikat dengan kontrak atau peraturan. Oleh karena itu,
pemenuhan tersebut ditentukan oleh kebijakan perusahaan
(discretion). Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah
melalui corporate social responsibility.

Fokus semula dari tanggung jawab perusahaan yang semula hanya bertumpu
pada indikator ekonomi (economic focused) di dalam penyusunan laporan
keuangan, dan saat ini telah digeser serta dipertimbangkan pada faktor sosd
untuk stakeholder internal/eksterna. Dengan dukungan dari para stakeholder
maka perusshaan dapat memadiikan kedangsungan  hidup/kontinuitas
perusahaan. Semakin kuat dukungan stakeholder maka semakin besar pula
kemampuan perusahaan beradaptas dengan lingkungan. Pengungkapan sosd
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dipandang sebagar bagian dari didog antara perusshaan dengan
stakeholdernya

2.5 Transaction Cost Theory

Pada tahun 1996 William pertama sekai mengemukakan transaction cost
theory, dan hal didasarkan pada fakta bahwa perusahaan telah menjadi begitu
besar sehingga mereka menggunakan pasar untuk menentukan alokas sumber
daya (Mulyanti, 2015). Oleh karena itu, perubahan harga pada pasar akan
menentukan keluaran, dan pasar itu sendiri akan mengkoordinasikan transaks.
Untuk meminimakan risko, ketidakpastian harga serta kuaitas produk di
masa mendatang maka seorang mangemen perusahaan akan menginterndisas
sebanyak mungkin transaks yang terjadi ddlam mekanisme dan hal ini dapat
terjadi melalui integras vertika. Namun, jika biaya transaks internd terlau
maha dibandingkan dengan biaya transaks melaui mekanisme pasar, maka
perusahaan akan menggunakan transaks internal. Dalam hal ini, pengambilan
keputusan ddam menentukan transaks dilakukan oleh seorang manger.
Daam artian, transaction cogt theory memberikan kerangka acuan sebagai
penjelasan umum tentang titik awal/organisas, sebaga mekanisme untuk
mendukung pengambilan keputusan dan mencegah karakteristik oportunistik
dari transaks dalam kondis yang tidak pasti (Roen, 2011).

Daam mangemen perusahaan, suatu transaks perlu dilakukan interndisas
dengan tujuan agar dapat meminimalisirkan suatu risko, ketidakpastian harga
sertakualitas produk di masa depan. Hal Ini dapat terjadi dengan caraintegras
vertika. Namun, apabila biaya transaks daam perusahaan terldu maha
dibandingkan dengan mekanisme pasar yang tejadi  maka
organisasi/perusahaan tersebut sebaiknya menggunakan transsks interndl.
Oleh sebab itu, mangjer adalah memegang kuasa penuh atas pengambilan
keputusan yang memutuskan transaks tersebut.

Asumg oportunitik ini terjadi karena adanya asums dari Ekonomi biaya
transakd, sehingga mangjer lebih mementingkan keuntungan secara individua
untuk mengatur transaks. Perilaku oportunitik seperti ini dapat berdampak
negatif pada kinerja keuangan perusahaan karena hd ini tidak memberikan
daya tarik bagi para investor untuk berinvestas. Terdapat persamaan antara
teori biaya transaks dengan teori keagenan yaitu dalam kedua teori ini Iebih
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mencoba menydesaikan masaah yang sama, yaitu bagaimana perusshaan
dapat mendorong para manger untuk menyearaskan antara kepentingan
perusahaan dengan kepentingan parainvestor/pemegang saham.

2.6 Political Theory

Poalitical theory menetapkan metode untuk mendapatkan dukungan suara dari
pemegang saham, daripada membdi hak suara Oleh karena itu, memiliki
pengaruh politik dalam dadam tata kelola perusshaan di ddam organisas
menurut Pound, 1993 dalam (Suyono, 2017). Dengan kata lain bahwa Political
Theory menyatakan bahwa pembagian kekuasaan, keistimewaan atau
pembagian keuntungan antara pemilik-pengelola dan pemangku kepentingan
lainnya tergantung pada pertimbangan politik, ddam ha ini pemerintah dapat
berperan penting dalam menentukan distribug.

Sdain itu political theory yang menjadi dasar dari Corporate Governance
bukan hanya menjelaskan pendekatan politis interna perusahaan, tetapi juga
pendekatan politis dari Pemerintah. Jka dilihat dari S5 politis di dalam
internal perusahaan, teori ini melihat tata kelola berdasarkan dari terbentuknya
dukungan suara pemegang saham dibandingkan dari suara atau kekuatan
puschasing power (Karina and Wi, 2020). Digtribus kekuasaan dari teori
corporate governance juga harus dilihat dari perspektif budaya, sehingga dapat
dikatakan bahwa tidak adamodd corporate governance yang dapat digunakan
di banyak negara secara bersamaan atau bahkan oleh banyak perusshaan
domestik.

Pengaruh politis di perusshaan akan menentukan arah kebijakan tata
kelolanya Keingintahuan publik dan juga pemerintah tentang pengambilan
keputusan perusshaan sangatlah tinggi. Berkaitan pula dengan pemerintah,
teori ini juga menggarisbawahi aokas kekuatan pengaruh atau kekuassan,
yang ada di perusahaan di mana lokas kekuatan dan kekuasaan yang ada di
perusahaan, di manaaokas kekuatan kekuasaan pada perusahaan, keuntungan
dan keuntungan yang ada ditentukan dari keinginan Pemerintah terkait tata
kelola perusahaan (Karinaand Weli, 2020).
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2.7 Resource dependency Theory

Resource dependence theory diperkendkan oleh Pfeffer & Sdancik tahun
1978 yang menyatakan drategi, druktur, dan keberlangsungan hidup
perusahaan sangat bergantung pada sumber daya untuk menghubungkan
dengan lingkungan eksternal. Sumber daya tersebut ditunjuk sebagal direks
yang bertugas untuk melakukan kegiatan operasional, mendukung organisad,
dan berfokus pada pemecahan masdah menurut Aldrich & Pfeffer, 1976;
Pfeffer & Salancik 1978 ddam (Apriliaet d., 2020).

Teori ini juga yang menjelaskan peran dewan direks sebagal pihak yang
memberikan dan menjamin akses bagi sumber daya yang dibutuhkan oleh
perusahaan. Perusashaan, tentunya juga bergantung pada sumber eksternd
sehingga teori ini pula menjelaskan bahwa menjain dan menjaga hubungan
dengan pihak eksternal untuk meningkatkan pengaruh dan kesediaan sumber
daya merupakan tujuan utama dewan direks.

Tidek hanya sumber daya yang dibutuhkan perusshaan sga yang
menyebabkan dewan direks harus menjain hubungan baik dengan pihak
eksternal, akan tetapi terdapat beberapa kepentingan lain yang dapat tercapai
dengan terjainnya hubungan baik dengan pihak eksternal seperti dalam hal
untuk memperoleh akses ke pasar baru, mencari sumber pendanaan, dan
mempertahankan dan/atau meningkatkan repitas perusahaan di kalangan
masyarakat. Dengan artian bahwa dewan direks harus dikelola
keanggotaannya dengan tepat, seperti dengan menergpkan keberagaman
keahlian orang orang aau pihak pihak yang diangkat menjadi dewan direks,
sehingga perusahaan memiliki jaringan yang luas dan dapat meningkatkan
performa keuangan. Selain itu resource depence theory juga menjelaskan
tentang cara meminimalisr tingkat ketergantungan dan ketidakpastian
perusahaan dengan dilakukannya merger dan/atau akuiss untuk menekan
tingkat kompetis dan mempermudah transfer sumber daya demi mencapai
tujuan perusahaan.

Perbedaan yang mendasar dari Resource dependence theory jika dibandingkan
dengan teori yang lainnya adalah pada teori ini lebih menekankan kekuatan
dan mempelgai dengan cerma drategi yang tersedia bagi manger
perusahaan. Terdapat beberapa drategi yang bisa digunakan adalah jika suatu
organisasi/perusahaan hanya mengandakan sstu sumber dadam memenuhi
kebutuhan bahan bakunnya, maka drategi yang tepat adadah dengan cara
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menjadi lebih mandiri yakni dengan mencari dan memeihara sumber
dternatif. Strategi sdanjutnya yang dapat digunakan adalah menjadikan
organisas/perusahaan menjadi  lebih besar. Organisas/perusshaan  besar
memiliki dampak yang lebih kecil untuk menghadapi kegagdan jika
dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sdlain itu, keunggulannya yang
dibawa oleh ukuran perusahaan yang besar adal ah ketika perusahaan menemui
masalah, perusahaan dapat dengan mudah meminta bantuan dari pemerintah.



Bab 3

Prinsip-prinsip Good Corporate
Governance (GCG)

3.1 Pendahuluan

Suatu organisas perusahaan kapanpun dan di manapun berada pasti selau
menginginkan perusahaannya berjalan dengan sehat dan efisen. Perusahaan
yang sehat addah gpabila dapat menjalankan fungsinya dengan bak tanpa
kendaa apapun, sedangkan perusahaan yang efisien adal ah gpabila perusahaan
tersebut dapat melaksanakan perbandingan yang terbaik antara input
(masukan) dengan output (keluaran) sehingga tujuan organisas dapat tercapai
dengan efisien dan efektif. Untuk menjadi perusahaan yang sehat dan efisen,
maka mau tidek mau perusshaan harus menjadankan pringp-pringp
pengelolaan perusahaan yang baik antara lain dengan melaksanakan pringp-
pringp good corporate governance.

Tungga (2012) menyatakan bahwa good corporate governance addah sstem
yang mengatur, mengelola, dan mengawas proses pengendalian usaha untuk
menaikkan nila ssham, sekaligus sebagal bentuk  perhatian  kepada
sakeholders, karyawan dan masyarakat sekitar. Good corporate governance
adalah pengelolaan perusahaan dengan bak atau sering juga disebut dengan
igtilah tata kel ola perusahaan yang baik.
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Tata kelola perusahaan yang baik dipagtikan akan dapat meningkatkan progres
maupun kemguan bagi suatu perusahaan. Tadjudin, Anwar dan Hadijah
(2016) menyatakan bahwa penergpan good corporate governance dirasa
mampu memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan khususnya
dalam meningkatkan kuditas laporan keuangan dan mengurangi tindakan
manger melakukan manipulas laporan keuangan. Namun dalam prakteknya,
belum semua perusshaan-perusshaan yang ada di Indonesa menjaankan
pringp-prinsip good corporate governance. Kaihatu (2006) menyatakan masih
banyak perusshaan-perusshaan di Indonesa yang beum mampu
melaksanakan good corporate governance dengan bak. Hal ini terutama
dissbabkan oleh bdum semua perusshaan-perusshaan di  Indonesia
menergpkan corporate culture.

Sdain itu, Iskander dan Chamlou (2000) menyatakan bahwa kriss ekonomi
yang ada di negara Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi
makro tetapi juga karena lemahnya penerapan corporate governance, seperti
kurangnya standar hukum dan akuntand, audit keuangan yang belum
dilakukan, tidek adanya peraturan mengenai pasar moda, kurangnya
pengawasan dari para komisaris dan terabaikannya hak-hak pemegang saham
minoritas.

Baird (2000) yang menyatakan bahwa sdlah satu akar penyebab timbulnya
kriss ekonomi di Indonesa dan di berbaga negara Ada lainnya adaah
buruknya pelaksanaan good corporate governance di hampir semua
perusahaan yang ada, baik perusshaan yang dimiliki pemerintah (BUMN)
maupun yang dimiliki pihak swasta Ha yang sama berdasarkan studi yang
dilakukan oleh Asan Development Bank (ADB) mengidentifikes bahwa
kontributor utama dari krisis ekonomi pada tahun 1998 adaah lemahnya tata
kelola perusahaan (Zhuang, Edwards, dan Capulong, 2001). Oleh karena itu
untuk mencapal tujuan perusahaan dengan efisen dan efektif, maka dapat
dikatakan bahwa penerapan pringp-prinsip good corporate gover nance dalam
suatu perusahaan sagt ini sudah menjadi suatu keharusan (isamust).
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3.2 Prinsip-prinsip Good Corporate

Governance

Perusshaan adalah sdah satu garda terdepan dalam meningkatkan sektor
perekonomian di Indonesia, baik di tingkat pemerintahan daerah maupun di
pemerintahan pusat. Kaihatu (2006), menyatakan bahwa perusahaan yang
tergabung dalam Badan Usaha Milik Nasonad (BUMN) merupakan pelaku
utama ddam perekonomian Indonesa. Oleh karena itu sudah sdayaknya
perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam BUMN menjadi garda terdepan
dan contoh bagi perusahaan-perusahaan lainnya terutama dalam menerapkan
pring p-prinsp good corporate governance.

Good corporate governance sesungguhnya telah diperkenalkan sgak tahun
2002 oleh pemerintah negara Republik Indonesa meaui Kementerian
BUMN yaitu dengan dikduarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-
117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penergpan Praktik Good
Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara Surat keputusan ini
sekaligus menjadi dasar dan kewgjiban bagi setigp BUMN untuk wgjib
menerapkan good corporate governance dengan menergpkan pringp-prinsip
good corporate governance yaitu dengan geg dan konssten. Sdain itu,
penerapan good corporate governance sangat penting untuk mendukung
pelaksanaan good governance pemerintah yang sudah dicanangkan pasca
kriss moneter tahun 1998 hingga kini. Hal ini sesua dengan pendapat
Boediono (2006) yang menyatakan bahwa penergpan good corporate
governance dihargpkan dapat menunjang upaya pemeintah dalam
menegakkan good gover nance (pemerintahan yang bak) di Indonesia

Sgak reformas birokras tahun 1998, pemerintah Indonesia sesungguhnya
telah secara kongsten dan berketetapan hati untuk menerapkan prinsip-pringp
good governance pada sdluruh sistem birokras yang ada di Indonesia baik di
jgaran pemerintah maupun swasta dengan tujuan untuk menciptakan
pemerintah yang baik dan bersih (good and clean government).
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Adapun pringp-prinsp good corporate governance berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011
adaah:

1

Transparans (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan  keputusan dan  keterbukaan  dalam
mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan
Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan
terlaksana secara efektif

Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat

Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan
dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporas yang
sehat

Kewgjaran (fairness), iaitu keadilan dan kesetaraan di dalam
memenuhi  hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang
timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

Pringp-pringp good cor porate gover nance pada dasarnya berasa dari pringp-
pringp good governance yang telah ditergpkan di lingkungan pemerintah baik
di pusat maupun di daerah. Sedarmayanti (2007) menguraikan ada 4 (empet)
pringp utama ddam mewujudkan good governance (kepemerintahan yang
baik) yaitu:

1

Akuntabilitas: Adanya kewsgjiban bagi aparatur pemerintah untuk
bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas
segala tindakan dan kebijakan yang diterapkannya.

Transparansi: Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan
terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Keterbukaan: Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat
untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang
nilainyatidak transparan.
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4.

Aturan hukum: Kepemerintahan yang bailk mempunyai karakteristik
berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat
terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Sari, Musadieg dan Sulistiyo (2018), mengemukakan pringp-pringp utama
dari good corporate governance terdiri dari:

1

Transparans (transparency). yaitu keterbukaan di dalam sebuah
perusahaan untuk melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengungkapkan materi dan informasi yang
relevan tentang perusahaan tersebut.

Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, implementas
dan pertanggungjawaban organ-organ perusahaan sehingga
pengelolaan perusahaan dilakukan secara efektif.

Responsibilitas  (responsibility) adalah kesesuaian di  dalam
pengelolaan hukum dan peraturan perusahaan dan prinsip-prinsip
perusahaan yang sehat.

Kemandirian (independency), merupakan situasi di mana perusahaan
dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan
pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
undang-undang dan peraturan serta prinsip-prinsip perusahaan yang
sehat.

Kewgjaran (Fairness), iaitu keadilan dan kesetaraan di dalam
memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian
dan peraturan perundang-undangan.

Di g4 lain, Sutedi (2011), mengemukakan beberapa prinsp dasar yang harus
dilaksanakan dalam mewujudkan good corpor ate gover nance yaitu:

1

2.

Transparency (Keterbukaan) Penyediaan informasi yang memadai,
akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh
perusahaan agar dapat dikatakan transparan.

Accountability (dapat dipertanggungjawabkan). Akuntabilitas adalah
kgelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ
perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara
efektif.
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3. Fairness (Kesetaraan). Secara sederhana kesetaraan didefinisikan
sebagal perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak
stakeholder. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada
kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas.

4. Sustainability (Kelangsungan). Kelangsungan adalah bagaimana
perusahaan dapat terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan.

Daam Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI1/2006 tentang pel aksanaan good
corporate governance bagi Bank Umum (Indonesia, 2006) tertulis bahwa
pringp-prindp good corporate governance terdiri atas transparency,
accountability, responghbility, independency dan fairness disingkat dengan
TARIF.

Dari beberapa prisp-prindp good corporate governance yang diuraikan

kiranya dapat dismpulkan bahwa prinsp-prinsp good corporate governance

yang wajib ada dan dilakukan secara konssten dan geg oleh perusahaan

(corporate) addah:

1. Akuntabilitas (Accountability). Akuntabilitas diartikan sebagai
pertanggungjawaban terhadap kinerja individu atau satuan organisasi
dalam suatu perusahaan. Akuntabilitas dimaksudkan untuk mengukur
capaian kinerja. Selain itu, akuntabilitas juga dimaksudkan untuk
melihat keberhasilan maupun hambatan-hambatan atau kendala-
kendala yang dihadapi oleh individu maupun unit organisas
perusahaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta
menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang terbaik agar
hambatan atau kendala yang dihadapi perusahaan dapat diselesaikan
dengan baik di masayang akan datang.

2. Transparans (Transparency).

Transparans adalah keterbukaan terhadap informasi, data, proses
maupun kegiatan perusahaan. Setiap orang, bailk pemilik saham
maupun stakeholder serta masyarakat dapat mengaksesnya, sehingga
tidak ada data informasi, kegiatan yang ditutup-tutupi. Penerapan
prinsip transparansi cenderung akan mematuhi setiap aturan maupun
pedoman yang telah ditetapkan sehingga menghindari penyimpangan
atau penyelewengan (abuse of power) terutama laporan keuangan



Bab 3 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 27

perusahaan. Hasil penelitian Beasley et al. (1996) dan Abbott dan
Parker (2000) menunjukkan bahwa penerapan corporate governance
dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

3. Responsibilitas (Responsibility)
Responsibilitas adalah prinsip tanggung jawab perusahaan dalam
mengemban dan melaksanakan tugas dan wewenang yang telah
diberikan kepada perusahaan untuk dikelola secara profesional sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan
harus selalu bertanggung jawab terhadap maju mundurnya usaha
yang dilakukan. Semakin mau perusahaan menunjukkan
responsibilitas perusahaan semakin meningkat dan sebaliknya.

4. Kemandirian (Independency)
Kemandirian (independency) adalah prinsip yang berdasarkan pada
sikap profesiona dan tidak tergantung pada orang lain serta tidak
dapat diintervens oleh orang lain. Dengan perkataan lain
kemandirian bebas atas konflik kepentingan. Perusahaan yang
menjalankan prinsip kemandirian akan selalu berpedoman pada
undang-undang, peraturan yang telah ditetapkan serta patuh pada
standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

5. Kewgjaran (Fairness)
Kewgjaran (fairness) adalah prinsip yang berorientass pada
kesetaraan dalam memenuhi hak yang dimiliki stakeholder sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dengan perkataan lain kewagjaran (fairness)
adalah adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak-hak
stakeholder sesuai dengan proporsi dan kriterianya.

6. Keberlangsungan (Sustainability).
Keberlangsungan adalah prinsip yang berusaha agar perusahaan tetap
berjalan dan beroperasi secara terus menerus walau dalam situasi
perekonomian terpuruk sekalipun, serta selalu  mengalami
peningkatan kualitas dan produks serta menghasilkan keuntungan
yang signifikan dan sesuai dengan yang diharapkan.
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3.3 Tujuan Prinsip-prinsip Good
Corporate Governance

Berdasarkan hadil survey yang dilakukan oleh McKinsey & Company (2002)
menunjukkan bahwa corporate governance menjadi perhatian utama para
investor menyamai kinerjafinansa dan potens pertumbuhan, khususnya bagi
pasar-pasar yang sedang berkembang (emerging market).

Seka dan Asoka (2003) dan Black, et d (2003), menyimpulkan bahwa
penerapan pringp-prindp good corporate governance meningkatkan kinerja
perusahaan. Ha ini didukung oleh pendapat Chtourou et d. (2001) yang
menyatakan bahwa penergpan prindp-prindp corporate governance yang
konssten akan menghalangi kemungkinan dilakukannya rekayasa kinerja
(earnings management) yang mengakibatkan nilai fundamental perusahaan
tidak tergambar dalam |aporan keuangannya

Adapun tujuan penerapan pringp-prindp good corporate governance
berdasarkan peraturan menteri negara Badan Usaha Milik Negara nomor: Per-
01/MBU/20 adalah:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing
yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga
mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan
untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan
efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian
Organ Persero/Organ Perum

3. Mendorong agar organ persero/organ perum dalam  membuat
keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang
tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta
kesadaran akan adanya tanggung jawab sosia BUMN terhadap
Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar
BUMN

4. Meningkatkan kontribus BUMN dalam perekonomian nasional

5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investas
nasional.
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Sdanitu, Tjager, et d (2003) menyatakan bahwa pe aksanaan pringp-pringp

good cor porate governance ditujukan untuk mencapai ha-hal sebagai berikut:

1. Memaksimalkan nilai perseroan dan nilai pemegang saham dengan
cara meningkatkan prinsip-prinsip good corporate governance agar
perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional
maupun internasional, sehingga menciptakan iklim  yang
mengandung investasi.

2. Mendorong pengelolaan persediaan secara profesional, transparan
dan efisien, serta memberdayakan fungs dan kemandirian Dewan
Komisaris, Direksi dan RUPS.

3. Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan direksi dan dewan
komisaris dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan
dilandass moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran dengan adanya
tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan
maupun kelestarian lingkungan.

3.4 Manfaat Prinsip-prinsip Good

Corporate Governance

Pada hakikatnya, pringp-pringp good corporate governance sangat
bermanfast dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan.
Menurut Newel dan Wilson (2002) secara teoritis, prindp-pringp good
corporate governance dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan
kinerja keuangan, mengurangi risko yang mungkin dilakukan oleh dewan
pengurus dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan
secara umum meningkatkan kepercayaan investor.

Hasl penditian lainnya dilakukan oleh McKinssy dan Company (2002)
membuktikan bahwa lebih dari 70% investor ingtitusiona bersedia membayar
lebih (mencapal 26-30% lebih mahal) saham perusahaan yang menerapkan
pringp-prindp corporate governance dengan bak dibandingkan dengan
perusshaan yang penergpannya meragukan. Dengan demikian dapat
dinyatakan bahwa penergpan pringp-prindp good corporate governance
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mempunyal manfaat ganda (multiplier effect) bagi perusshaan dan
stakeholder. Perusahaan-perusahaan yang menjalankan pringp-prinsip good
cor porate gover nance ada ah perusahaan yang sehat, maju dan berkembang.

Arafat (2008) menyatakan manfaat penerapan good corporate government
yaitu:

1

Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses
pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan operasional
perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.

Meningkatkan corporate value. Tjager (2003) mengungkapkan bahwa
good corporate government dapat meningkatkan kinerja keuangan
dan mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan
keputusan keputusan yang menguntungkan diri sendiri.

Meningkatkan kepercayaan investor. Survey yang dilakukan oleh
McKinsey & Company (2002) mengatakan bahwa good corporate
governance menjadi perhatian utama para investor menyamai kinerja
finansia dan potensi pertumbuhan, khususnya bagi pasar-pasar yang
sedang berkembang.

Meningkatkan kepuasan pemegang saham. Pemegang saham akan
merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan
meningkatkan shareholder’ s value dan dividend.

Sdanjutnya, beberapa manfaat pringp-pringp good corporate governance
lainnya digjukan oleh OECD (2004) yaitu:

1

Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (the rights of
shareholders). Hak-hak pemegang saham meliputi hak-hak untuk:

o Memastikan metode registrasi saham yang dimiliki

¢ Memindahtangankan saham-sahamnya

o Memperolehinformasi secarateratur dan tepat waktu

e Berpartisipas dan memberikan suara dalam RUPS

o Memilih anggota komisaris dan direks

o Memperoleh bagian keuntungan perusahaan

Persamaan perlakuan terhadap pemegang saham (the equitable
treatment of shareholders)
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4,
5.

Peranan shareholders yang terkait dengan perusahaan (the role of
shareholders)

Pengungkapan dan transparansi (disclosure and transparency)
Akuntabilitas dewan komisaris (the responsibilities of the board)

Lebih lanjut, Daniri (2005), menyatakan manfaat dari implementas prindp-
pringp good cor por ate gover nance yaitu:

1

Mengurangi agency cost, yang merupakan biaya yang harus
ditanggung oleh pemegang saham sebagai akibat dari pelimpahan
wewenang kepada manajemen. Biayaini mungkin termasuk kerugian
yang diderita oleh perusahaan sebagai akibat dari penyalahgunaan
wewenang (wrong-doing), atau dalam bentuk biaya pengawasan yang
dikeluarkan untuk mencegahnya.

Mengurangi biaya modal (cost of capital). Sebaga hasil dari
mangjemen perusahaan yang baik, hal itu menyebabkan tingkat
bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan
semakin kecil sebagai penurunan tingkat risiko perusahaan.
Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus meningkatkan citra
perusahaan di masyarakat untuk jangka panjang.

Menciptakan dukungan bagi para pemangku kepentingan di
lingkungan perusahaan tentang keberadaan perusahaan dan berbagai
strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan, karena
umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga bisa
mendapatkan manfaat maksimal dari semua tindakan dan operas
perusahaan dalam menciptakan kekayaan dan kemakmuran

Dwiridotjahjono (2009), menyatakan bahwa penergpan prindgp-prinsp good
cor porate gover nance akan bermanfaat sebagai berikut:

1

Dengan penerapan good corporate governance perusahaan dapat
meminimalkan agency cost, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat
dari pendelegasian kewenangan kepada managjemen, termasuk biaya
penggunaan sumber daya perusahaan oleh mangemen untuk
kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap
perilaku manajemen itu sendiri.
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Perusahaan dapat meminimalkan cost of capital, yaitu biaya modal
yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada
kreditur. Hal ini sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan secara
baik dan sehat yang pada gilirannya menciptakan suatu referens
positif bagi para kreditur.

Dengan good corporate governance proses pengambilan keputusan
akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan
keputusan yang optimal, meningkatkan efisens serta terciptanya
budaya kerja yang lebih sehat.

Good corporate governance akan memungkinkan dihindarinya atau
sekurang-kurangnya dapat diminimakannya tindakan
penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan
perusahaan.

Nilai perusahaan dimata investor akan meningkat sebagai akibat dari
meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan
tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor
kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses
tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan
perusahaan, terutama untuk tujuan ekspansi.

Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja, cenderung
akan menaikkan nilai ssham mereka dan juga nilai dividen yang akan
mereka terima. Bagi negara, hal ini juga akan menaikkan jumlah
pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang berarti akan terjadi
peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Karena dalam praktik good corporate governance karyawan
ditempatkan sebagai salah satu stakeholder yang seharusnya dikelola
dengan baik oleh perusahaan, maka motivas dan kepuasan kerja
karyawan juga diperkirakan akan meningkat.

Dengan baiknya pelaksanaan corporate governance, maka tingkat
kepercayaan para stakeholders kepada perusahaan akan meningkat
sehingga citra positif perusahaan akan naik.

Penerapan good corporate governance yang konsisten juga akan
meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.
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Sedemikian banyaknya manfaat pringp-prindp good corporate governance
bagi perusshaan, maka sdain karena penerapan good corporate governance
sudah menjadi kewgjiban, maka kiranya tidak ada bagi perusahaan yang mgju
dan berkembanga untuk tidak menerapkan pringp-pringp good corporate
governance.
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Bab 4

Struktur dan Peran Organ
GCG

4.1 Model Sistem Struktur Good

Corporate Governance

Good Corporate Governance pada dasarnya merupskan idilah yang
berhubungan dengan perilaku manger operasona dan shareholder dalam
suatu korporad, terkait dengan hak dan kewajiban yang mereka miliki. Good
Corporate Governance juga sering dianggap sebagal struktur dan hubungan
yang menentukan arah dan performa korporas (McRitchie, 2016). Good
Corporate Governance merupakan mode berkaitan dengan bagaimana
menjamin efisens mangemen korporas dengan menggunakan mekanisme
insentof, seperti kontrak, desain organisasional, dan legidas. Good Corporate
Governance merupakan suatu sstem dimana korporas diatur dan dikontrol.
Good Corporate Governance bukan sekedar peraturan tetapi lebih kepada
pedoman bagaimana cara mengatur perusahaan yang bailk dan mencegah
terjadinya fraud yang dapat merugikan perekonomian secara luas. Good
Corporate Governance yang dianut oleh setigp negara berbeda-beda. Hdl ini
karena adanya perbedaan budaya dan sgarah perkembangan korporas di
masng-masing negara tersebut. Setideknya terdgpat dua sstem Good
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Corporate Governance yang dianut oleh negaranegara di dunia ini pada
umumnya, yaitu one-tier board (sstem satu kamar) dan two-tier board (Sstem
dua kamar atau dualisme) (Rasyidah, 2013). Sistem two-tier board banyak
digunakan negaranegara Eropa daratan, seperti Jerman dan Belanda
Sedangkan sistem one-tier board dianut oleh negara-negara seperti Inggris dan
AS.

B n Mg

o

A B

Gambar 4.1: Struktur GCG One-Tier Board (A) dan Two-Tier Board System
(B)
Namun waaupun menganut satu sSistem yang sama, apabila diterapkan di dua
negara yang berbeda, maka hasil yang diperoleh dapat berbeda, (Tricker dan
Tricker, 2012) menjelaskan perbedaan kedua sstem tersebut dalam buku
Corporate Governance - Principles, Policies and Practices. Sistem two- tier
board sdama ini dianggap lebih bak dibandingkan dengan one-tier board.
Terbukti dengan kasus skanda korporas yang terjadi di negara-negara dengan
sstem two-tier board lebih sedikit dibandingkan dengan kasus yang terjadi di
negara-negara dengan ssem one-tier board terutama AS. Ddam sstem one-
tier board, peran dewan pengawas dan dewan pelaksana dijadikan dalam satu
wadah. Wadah ini disebut sebagai board of directors (Tricker dan Tricker,
2012). Terdapat empat tipe struktur board ddam sstem one-tier board. Tipe
pertama, semua direktur eksekutif merupakan anggota board. Top managers
juga termasuk dalam anggota board. Tipe macam ini banyak digunakan oleh
perusahaan kecil, perusahaan keluarga, dan start-up business. Tipe kedua,
keanggotaan board of directors diis oleh direktur eksekutif sebagai anggota
mayoritas dan direktur non-eksekutif sebagai anggota minoritas. Tipe ketiga
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berkebaikan dengan tipe kedua. Mayoritas anggota board ada ah direktur non-
eksekutif, sebagian diantaranya merupakan direktur independen. Pada tipe
terakhir, semua direktur non-eksekutif adadah anggota board. Tipe board
macam ini banyak digunakan oleh organisas nirlaba. Struktur ini sebenarnya
mirip dengan struktur two-tier yang banyak digunakan oleh negara-negara
Eropa daratan.

Dadam ssem two-tier board, struktur pemerintahan korporas atau disebut
dengan board, dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut
dewan pengawas (supervisory board). Dewan pengawas ini terdiri dari direktur
non-eksekutif independen dan direktur non-eksekutif tidak independen
(Tricker dan Tricker, 2012). Direktur non-eksekutif tidak melaksanakan
kegiatan operasona sehari-hari ddam korporas namun memiliki tanggung
jawab yang sama dengan direktur eksekutif pelaksana kegiatan operasond
korporas (Smithson, 2003). Independen berarti orang yang memegang posis
sebagal direktur non-eksekutif tidak memiliki hubungan finansa dengan
korporas terkait (Smithson, 2003). Jadi, gpabila direktur eksekutif tersebut
tidak independen, berarti yang bersangkutan memiliki hubungan finansa
dengan korporad, baik berupa ssham maupun bentuk derivatif lainnya
Keompok kedua idah dewan pelaksana (executive board). Dewan pelaksana
terdiri dari semua direktur pelaksana seperti Chief Executive Officer (CEO),
yang mempunya tugas memimpin dan bertanggung jawab untuk kestabilan
perusahaan; Chief Financial Officer (CFO), yang mengatur aktivitas keuangan
dalam korporas; Chief Operating Officer (COO), merupakan mangjer senior
yang bertanggung jawab mengatur operasiona korporas setigp harinya dan
mel gporkannya kepada CEO serta manger-mangjer lain di bawahnya
Perbedaan mendasar antara one-tier dan two-tier adalah pada sstem one-tier
tidak jelas Sgpa yang menjaankan fungs pengawasan karena yang ada hanya
fungs pengambil kebijakan yang dijaankan olen Chairman dan fungs
pel aksana kebijakan yang dijaankan oleh CEQ.

1. Keuntungan dari single-tier board versus dua board system bisa
dikategorikan sebagai: (1) memiliki airan superior informasi, (2)
pengambilan keputusan lebih cepat dan (3) pemahaman yang lebih
baik dan keterlibatan dalam bisnis oleh dewan

2. Kerugian utama dari Single-Tier board adalah bahwa ia memiliki
untuk secara bersamaan membuat dan memonitor keputusan yang
sama. Kebebasan mungkin tidak cukup untuk membuat anggota
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dewan netral, khususnya ketika dewan yang kecil, ada substansial
hubungan pribadi dengan anggota dewan, dan kompensasi dari
anggota dewan adalah langsung terkait dengan kinerja perusahaan.

4.2 Organ Perusahaan Pelaksana Good

Corporate Governance

KNKG (2006) menyebutkan bahwa organ perusahaan, yang terdiri dari Rapat
Umum Pemegang Ssham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direks, mempunyai
peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus
menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar
prindp bahwa masing-masing organ mempunyai independens daam
melaksanakan tugas, fungs dan tanggung jawabnya semata-mata untuk
kepentingan perusahaan.

4.2.1 Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS sebagai organ perusashaan merupakan wadah para pemegang saham
untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan moda yang
ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar
dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dadam RUPS
harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan daam jangka panjang.
RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervens terhadap
tugas, fungs dan wewenang Dewan Komisaris dan Direks dengan tidak
mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesual dengan
anggaran dasar dan peraturan perundang undangan, termasuk untuk
melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan
atau Direks.

Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan secara wajar dan trangparan
dengan memperhatikan hal-ha yang diperlukan untuk menjaga kepentingan
usaha perusshaan ddam jangka panjang. Anggota Dewan Komisaris dan
Direks yang diangkat ddlam RUPS harus terdiri dari orang-orang yang patut
dan layak (fit and proper) bagi perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki
Komite Nominas dan Remuneras, dalam pengangkatan anggota Dewan
Komisaris dan Direks harus mempertimbangkan pendapat komite tersebut



Bab 4 Struktur dan Peran Organ GCG 39

yang disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada mereka yang mempunyai
hak untuk mengajukan calon kepada RUPS.

Daam mengambil keputusan menerima atau menolak lagporan Dewan
Komisaris dan Direkd, perlu dipertimbangkan kuditas laporan yang
berhubungan dengan GCG. Disamping hal tersebut terdapat pula beberapa hd
sebagal berikut yang menjadi pedoman peaksanaan GCG ddam rangka
pengambilan keputusan menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris
dan Direks pada RUPS:

1. Bagi perusahaan yang memiliki Komite Audit, dalam menetapkan
auditor eksternal harus mempertimbangkan pendapat komite tersebut
yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

2. Daam ha anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan
mengharuskan adanya keputusan RUPS tentang hal-ha yang
berkaitan dengan usaha perusahaan, keputusan yang diambil harus
memperhatikan kepentingan wajar para pemangku kepentingan.

3. Daam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem dan dividen
harus memperhatikan kondisi kesehatan keuangan perusahaan.

RUPS harus disdenggarakan sesual dengan kepentingan perusshaan dan
dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan,
serta dengan perdgpan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan
yang sah. Untuk itu:

1. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata
acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Panggilan RUPS harus mencakup informasi mengenai mata acara,
tanggal, waktu dan tempat RUPS,

3. Bahan mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam panggilan
RUPS harus tersedia di kantor perusahaan sejak tanggal panggilan
RUPS, sehingga memungkinkan pemegang saham berpartisipasi aktif
dalam RUPS dan memberikan suara secara bertanggung jawab. Jika
bahan tersebut belum tersedia saat dilakukan panggilan untuk RUPS,
maka bahan itu harus disediakan sebelum RUPS diselenggarakan;
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4. Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara
RUPS dapat diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS
berlangsung;

5. Risalah RUPS harus tersedia di kantor perusahaan, dan perusahaan
menyediakan fasilitas agar pemegang saham dapat membaca risalah
tersebut.

Penydenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direks. Untuk itu,
Direks harus mempersigpkan dan menyelenggarakan RUPS dengan baik dan
dengan berpedoman pada ketentuan bahwa pemegang saham diberikan
kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan
perundang-undangan serta panggilan RUPS harus mencekup informas
mengenal mata acara, tanggd, waktu dan tempat RUPS. Daam ha Direks
berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan olen Dewan Komisaris
atau pemegang ssham sesual dengan peraturan perundang-undangan dan
anggaran dasar perusahaan.

4.2.2 Dewan Komisaris dan Direksi

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sstem dua badan
(twoboard system) yaitu Dewan Komisaris dan Direks yang mempunyai
wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesua dengan fungsinya masing-
masng sebagaimana diamanahkan ddam anggaran dasar dan peraturan
perundang- undangan (fiduciary respongbility). Namun demikian, keduanya
mempunya tanggung jawab untuk memeihara kesnambungan usaha
perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan
Direks harus memiliki kesamaan perseps terhadap vid, mid, dan nilai-nila
perusahaan.

Tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direks ddam menjaga

kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada.

1. Terlaksananyadengan baik kontrol internal dan manajemen risiko;

2. Tercapainyaimbal hasil (return) yang optimal bagi pemegang saham;

3. Terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan secarawajar;

4. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang waar demi
kesinambungan managjemen di semualini organisasi.
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4.2.3 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab
secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada
Direks serta memastikan bahwa Perusshaan melaksanakan GCG. Namun
demikian, Dewan Komisaris tidek boleh turut serta daam mengambil
keputusan operasona. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris
termasuk Komisaris Utama addlah setara Tugas Komisaris Utama sebagai
primusinter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Agar peaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu

dipenuhi pringp-prindp berikut:

1. Komposiss Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan
keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak
independen.

2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan
memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan
baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan
kepentingan semua pemangku kepentingan.

3. Fungsi pengawasan dan pemberian nashat Dewan Komisaris
mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada
pemberhentian sementara.

Komposis, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas
perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dadam pengambilan
keputusan. Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal
dari pihak terdfilias yang dikend sebagal Komisaris Independen dan
Komisaris yang terdfiliad. Yang dimaksud dengan terefilias adalah pihak
yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang sasham
pengenddi, anggota Direks dan Dewan Komisaris lain, serta dengan
perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direks dan Dewan Komisaris yang
terefilias serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk
dalam kategori terefilias. Jumlah Komisaris Independen harus dapat
menjamin agar mekanisme pengawasan berjaan secara efektif dan sesual
dengan perauran perundang undangan. Dan sdah satu dari Komisaris
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Independen harus mempunyal latar belakang akuntans atau keuangan.
Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan olenh RUPS melaui
proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnyatercatat di bursa efek,
badan usaha milik negara dan atau daerah, perusahaan yang menghimpun dan
mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan
oleh masyarakat |luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap
kelestarian lingkungan, proses penilaian caon anggota Dewan Komisaris
dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS medui Komite Nominas dan
Remuneras. Pemilihan Komisaris Independen harus memperhatikan pendapat
pemegang ssham minoritas yang dapat disalurkan melaui Komite Nominas
dan Remuneras. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh
RUPS berdasarkan dasan yang waar dan satelah kepada anggota Dewan
Komisaris diberi kesempatan untuk membeladiri.

Kemampuan dan Integritas Anggota Dewan Komisaris

Bebergpa persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan kemampuan dan
integritas Anggota Dewan Komisaris, yaitu bahwa

1. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan
integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian
nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan
baik.

2. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan perusahaan untuk
kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak
lain.

3. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan mematuhi anggaran
dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
tugasnya.

4. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan melaksanakan
Pedoman GCG ini.

Fungs Pengawasan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris mempunyai beberapafungs pengawasan sebaga berikut:

1. Dewan Komisaristidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan
operasional. Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan
mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau
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peraturan perundang undangan, pengambilan keputusan tersebut
dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan
kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi.
Kewenangan yang ada pada Dewan Komisaris tetap dilakukan dalam
fungsinya sebagai pengawas dan penasehat.

2. Daam ha diperlukan untuk kepentingan perusahaan, Dewan
Komisaris dapat mengenakan sanks kepada anggota Direksi dalam
bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera
ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS.

3. Daam ha terjadi kekosongan dalam Direks atau dalam keadaan
tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
dan anggaran dasar, untuk sementara Dewan Komisaris dapat
mel aksanakan fungsi Direksi.

4. Daam rangka melaksanakan fungsinya, anggota Dewan Komisaris
baik secara bersamasama dan atau sendiri-sendiri  berhak
mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan
secara tepat waktu dan lengkap.

5. Dewan Komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja
(charter) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif
serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja
mereka.

6. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagal pengawas,
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas
pengelolaan perusahaan oleh Direksi, dalam rangka memperoleh
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) dari
RUPS.

7. Daam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk
komite. Usulan dari komite disampaikan kepada Dewan Komisaris
untuk memperoleh keputusan. Bagi perusshaan yang sahamnya
tercatat di bursa efek, perusshaan negara, perusahaan daerah,
perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat,
perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat
luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap
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kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk
Komite Audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan
kebutuhan.

K omite Penunjang Dewan Komisaris

1. Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk

memastikan bahwa (i) laporan keuangan disgikan secara wajar

sesual dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur

pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii)

pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai

dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil
audit dilaksanakan oleh mangemen. Komite Audit memproses calon
auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan
kepada Dewan Komisaris. Jumlah anggota Komite Audit harus
disesuaikan dengan kompleksitas Perusshaan dengan tetap
memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Bagi
perusahaan yang sahamnyatercatat di bursa efek, perusahaan negara,
perusahaan daerah, perusshaan yang menghimpun dan mengelola
dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan
oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas
terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai oleh

Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris

dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Dan salah seorang

anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau
keuangan.
2. Komite Nominas dan Remunerasi

Fungs dari Komite Nominasi dan Remunerasi, diantaranya yaitu:

e Bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan
kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direks
serta sistem remunerasinya;

e Bertugas membantu Dewan Komisaris mempersiapkan calon
anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mengusulkan besaran
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remunerasinya. Dalan ha ini Dewan Komisaris dapat
mengaj ukan calon tersebut dan remunerasinya untuk memperoleh
keputusan RUPS dengan cara sesuai ketentuan Anggaran Dasar;

Bagi perusahaan yang sshamnyatercatat di bursa efek, perusahaan negara,
perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana
masyarakat, perusshaan yang produk aau jasanya digunakan oleh
masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap
kelestarian lingkungan, Komite Nominas dan Remuneras diketuai oleh
Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan
atau pedaku profes dari luar perusahaan. Dan  keberadaan Komite
Nominas dan Remuneras sertatata kerjanyadilaporkan dalam RUPS.

3. Komite Kebijakan Risiko
Komite Kebijakan Risiko berdasarkan pedoman umum GCG yang
dikeluarkan KNKG mempunyai tugas untuk membantu Dewan
Komisaris dalam mengkaji sistem mangemen risiko yang disusun
oleh Direks serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh
perusahaan. Anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari anggota
Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk
pelaku profesi dari luar perusahaan.

4. Komite Kebijakan Corporate Governance
Komite Kehijakan Corporate Governance bertugas membantu Dewan
Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang
disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi penerapannya,
termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab
sosial perusahaan (corporate social responsibility). Anggota Komite
Kebijakan Corporate Governance terdiri dari anggota Dewan
Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku
profesi dari luar perusahaan. Dan bilamana dipandang perlu, Komite
Kebijakan Corporate Governance dapat digabung dengan Komite
Nominas dan Remunerasi.
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Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris ddam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direkd.
Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari laporan
tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas
laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sgauh hal-
hal tersebut tercermin dari lgporan tahunan, dengan tidak mengurangi
tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris ddam hal terjadi
tindak pidana atau kesdahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian
bagi pihak ketiga yang tidek dapat dipenuhi dengan aset perusahaan.
Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan
akuntabilitas pengawasan aas pengdolaan perusshaan dalam rangka
pel aksanaan asas GCG.

4.2.4 Direksi

Direks sebagai organ perusshaan bertugas dan bertanggung jawab secara

kolegia dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direks dapat

melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian
tugas dan wewenangnya Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing
anggota Direks tetap merupakan tanggung jawab bersama Kedudukan
masing-masing anggota Direks termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas

Direktur Utama sebagai primusinter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan

Direks.

Agar pelaksanaan tugas Direks dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi

pringp-pringp berikut:

1. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan
pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat
bertindak independen.

2. Direks harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki
pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan
tugasnya.
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Direks bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar
dapat menghasilkan keuntungan (profitability) dan memastikan
kesinambungan usaha perusahaan.

Direks mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komposs Direks

Jumlah anggota Direks harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan
dengan tetap memperhatikan efektivitas dadam pengambilan  keputusan.
Prasyarat terkait pemilihan dan pemberhentian Direks adalah sebagai berikut:

1

Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses
yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa
efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang
menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang
produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta
perusahaan yang mempunya dampak luas terhadap kelestarian
lingkungan, proses penilaian calon anggota Direksi dilakukan
sebelum dilaksanakan RUPS melalui Komite Nominas dan
Remunerasi.

Pemberhentian anggota Direks dilakukan oleh RUPS berdasarkan
alasan yang waar dan setelah kepada yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membeladiri.

Seluruh anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia, di tempat
yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan perusahaan
sehari-hari.

Kemampuan dan Integritas Anggota Direks

Anggota Direks harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga
pelaksanaan fungs pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.
Bebergpa ha lain terkait dengan kemampuan dan integritas Anggota Direks
adalah sebagal berikut:
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1. Anggota Direks dilarang memanfaatkan perusahaan untuk
kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak
lain.

2. Anggota Direksi harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan Pedoman GCG
ini.

Fungs Direks

Fungs pengelolaan perusahaan oleh Direks sesuai dengan Pedoman Umum
GCG Indonesa mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan,
mangemen risko, pengenddian internal, komunikas, dan tanggung jawab
sosd.

Kepengurusan

Fungs Direksi dalam ha kepengurusan adalah:

o Direks harus menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program
jangka panjang dan jangka pendek perusahaan untuk dibicarakan
dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar;

o Direks harus dapat mengendalikan sumberdaya yang dimiliki
oleh perusahaan secara efektif dan efisien;

o Direks harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari
pemangku kepentingan;

o Direks dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk
untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan
perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung
jawab tetap berada pada Direks;

o Direks harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (charter)
sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta
dapat digunakan sebagai salah satu aat penilaian kinerja.

Manajemen Risiko

Fungs lain yang menjadi kewagjiban Direks dalam hal managemen

risiko adalah sebagai berikut :
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Direks harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen
risko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan
perusahaan;

Untuk setigp pengambilan keputusan strategis, termasuk
penciptaan produk atau jasa baru, harus diperhitungkan dengan
seksama dampak risikonya, dalam arti adanya keseimbangan
antara hasil dan beban risiko;

Untuk memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan
baik, perusshaan perlu memiliki unit kerja atau penanggung
jawab terhadap pengendalian risiko.

e Pengendalian Internal
Dalam hal fungsi pengendalian sesuai dengan Pedoman Umum GCG
fungs direksi adalah sebagai berikut:

Direks harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian
internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan
dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-
undangan.

Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan
negara, perusahaan daerah, perusshaan yang menghimpun dan
mengelola dana masyarakat, perusshaan yang produk atau
jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang
mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, harus
memiliki satuan kerja pengawasan internal.

Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal bertugas membantu
Direks dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan

usaha, yaitu dengan :
a meakukan evaluas terhadap pelaksanaan program
perusahaan;

b. memberikan saran dalan upaya memperbaiki efektivitas
proses pengendalian risiko;

c. melakukan evaluas kepatuhan perusahaan terhadap
peraturan perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang
undangan; dan
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d. memfasilitas kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor
eksternal.

Satuan kerja atau pemegang fungs pengawasan internal

bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang

membawahi tugas pengawasan internal. Satuan kerja pengawasan

internal mempunyai  hubungan fungsional dengan Dewan

Komisaris melalui Komite Audit.

4, Komunikas
Dalam fungsi komunikasi, sesuai dengan Pedoman Umum GCG,
kewajiban Direksi adalah sebagai berikut:

Direks harus memastikan kelancaran komunikas antara
perusahaan  dengan  pemangku  kepentingan  dengan
memberdayakan fungs Sekretaris Perusahaan. Fungs Sekretaris
Perusahaan dalam hal ini adalah :
a memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan
dengan pemangku kepentingan; dan
b. menjamin tersedianya informas yang boleh diakses oleh
pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari
pemangku kepentingan.
Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan
negara, perusahaan daerah, perusshaan yang menghimpun dan
mengelola dana masyarakat, perusshaan yang produk atau
jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang
mempunyai pengaruh terhadap kelestarian lingkungan, harus
memiliki Sekretaris Perusahaan yang fungsinya dapat mencakup
pula hubungan dengan investor (investor relations).
Dalam hal perusahaan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan
(compliance) tersendiri, fungsi untuk menjamin kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan oleh
Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan atau pelaksana
fungs Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
Laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan
pula kepada Dewan Komisaris.
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5. Tanggung Jawab Sosial
Fungs Direksi dalam hal tanggung jawab sosial sesua dengan
Pedoman Umum GCG Indonesia adalah sebagai berikut:

e Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha
perusahaan, Direksi harus dapat memastikan terpenuhinya
tanggung jawab sosial perusahaan;

e Direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan
fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pertanggungjawaban Direks

Direks harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan ddam
bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan
kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG. Laporan tahunan harus
memperoleh persetujuan RUPS, dan khusus untuk laporan keuangan harus
memperoleh pengesahan RUPS. Laporan tahunan harus telah tersedia sebelum
RUPS disdenggarakan sesua dengan ketentuan yang berlaku  untuk
memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian. Dengan diberikannya
persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan,
berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
kepada masing-masing anggota Direks sgauh ha-hal tersebut tercermin dari
laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing
anggota Direks dadam hd terjadi tindak pidana atau kesdahan dan atau
kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat
dipenuhi dengan aset perusahaan. Pertanggungjawaban Direks kepada RUPS
merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusshaan ddam rangka
pel aksanaan asas GCG.

Pemegang Saham

Pemegang saham sebagal pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab

atas perusahaan sesua dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran

dasar perusshaan. Dalam medaksanakan hak dan tanggung jawabnya, perlu

diperhatikan pringp-prindp sebagai berikut:

a. Pemegang saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak
dan tanggung jawabnya harus memperhatikan juga kelangsungan
hidup perusahaan.
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b. Perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung
jawab pemegang saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan
(fairness) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran
dasar perusahaan.

1. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham
Hak pemegang saham harus dilindungi dan dapat dilaksanakan sesual
peraturan perundang- undangan dan anggaran dasar perusahaan. Hak
pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi:

a

Hak wuntuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan
memberikan suara dadlam RUPS berdasarkan ketentuan satu
saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan
satu suarg;
Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara
tepat waktu, benar dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat
rahasia, sehingga memungkinkan pemegang saham membuat
keputusan mengenai investasinya dalam perusahaan berdasarkan
informasi yang akurat;
Hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang
diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan
pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham
yang dimilikinya;
Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang
akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan
penyelenggaraan RUPS agar pemegang saham  dapat
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan
mengenai hal-hal yang mempengaruhi eksistensi perusahaan dan
hak pemegang saham;
Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikas saham
dalam perusahaan, maka:
e setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai
dengan jenis, klasifikasi dan jumlah ssham yang dimiliki;
dan
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e setigp pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara
berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.

Pemegang saham harus menyadari tanggung jawabnya sebagai pemilik modal
dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan dan anggaran dasar
perusahaan.

Tanggung jawab pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi:

a

Pemegang saham pengendali harus dapat memperhatikan
kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan
lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan mengungkapkan
kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali
yang sebenarnya (ultimate shareholders) dalam hal terdapat dugaan
terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau
dalam hal diminta oleh otoritas terkait;
Pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan
haknya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan anggaran dasar.
Pemegang saham harus dapat memisahkan kepemilikan harta
perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi; dan memisahkan
fungsinya sebagai pemegang saham dengan fungsinya sebagai
anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal pemegang saham
menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebuit;
Dalam ha pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali
pada beberapa perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan
hubungan antar-perusahaan dapat dilakukan secara jelas.
Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang
Saham
Tanggung jawab perusahaan terhadap hak dan kewajiban pemegang
saham adalah sebagai berikut:
a. Bahwa perusahaan harus melindungi hak pemegang saham sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar
perusahaan.
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Bahwa perusahaan harus menyelenggarakan daftar pemegang
saham secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan anggaran dasar.

Bahwa perusahaan harus menyediakan informasi mengenai
perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang
saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.

Bawah perusahaan tidak boleh memihak pada pemegang saham
tertentu dengan memberikan informas yang tidak diungkapkan
kepada pemegang saham lainnya. Informasi harus diberikan
kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan jenis dan
klasifikasi saham yang dimilikinya.

Bahwa perusahaan harus dapat memberikan penjelasan lengkap
dan informasi yang akurat mengenal penyelenggaraan RUPS.

Pemangku K epentingan

Bahwa pemangku kepentingan -selain pemegang saham- addah mereka yang
memiliki kepentingan terhadap perusshaan dan mereka yang terpengaruh
secara langsung oleh keputusan strategis dan operasiond perusahaan, yang
antaralain terdiri dari karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat terutama sekitar
tempat usaha perusahaan. Antara perusahaan dengan pemangku kepentingan
harus terjdin hubungan yang sesuai dengan asas kewgaran dan kesetaraan
(fairness) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

Agar hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan berjaan
dengan baik, perlu diperhatikan pring p-prindp sebagai berikut:

a. Perusahaan menjamin tidak terjadinya diskriminas berdasarkan suku,

agama, ras, golongan, dan gender serta terciptanya perlakuan yang
adil dan jujur dalam mendorong perkembangan karyawan sesuai
dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-
masing.

Perusahaan dan mitra bisnis harus bekerja sama untuk kepentingan
kedua belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan.
Perusahaan harus memperhatikan kepentingan umum, terutama
masyarakat sekitar perusahaan, serta pengguna produk dan jasa
perusahaan.
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1. Karyawan
Perusahaan harus menggunakan kemampuan bekerja dan kriteria
yang terkait dengan sifat pekerjaan secara taat asas dalam mengambil
keputusan mengenai penerimaan karyawan. Penetapan besarnya gaji,
keikutsertaan dalam pelatihan, penetapan jenjang karir dan penentuan
persyaratan kerja lainnya harus dilakukan secara objektif, tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik
seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh
peraturan perundang- undangan. Perusshaan harus memiliki
peraturan tertulis yang mengatur dengan jelas pola rekrutmen serta
hak dan kewgjiban karyawan. Perusahaan harus menjamin
terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan
keselamatan kerja agar setiap karyawan dapat bekerja secara kreatif
dan produktif. Perusahaan harus memastikan tersedianya informasi
yang perlu diketahui oleh karyawan melalui sistem komunikasi yang
berjalan baik dan tepat waktu. Perusahaan harus memastikan agar
karyawan tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik
perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi. Untuk
itu perusahaan harus mempunyal sistem yang dapat menjaga agar
setigp karyawan menjunjung tinggi standar etika dan nilai-nilai
perusahaan serta mematuhi kebijakan, peraturan dan prosedur
internal yang berlaku. Karyawan serta serikat pekerja yang ada di
perusahaan berhak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai
lingkungan kerja dan kesegjahteraan karyawan. Karyawan berhak
mel aporkan pelanggaran atas etika bisnis dan pedoman perilaku, serta
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perusahaan.
2. MitraBisnis

Mitra Bisnis adalah pemasok, distributor, kreditur, debitur, dan pihak
lainnya yang melakukan transaksi usaha dengan perusahaan.
Perusahaan harus memiliki peraturan yang dapat menjamin
dilaksanakannya hak dan kewsgjiban mitra bisnis sesuai dengan
perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Mitra bisnis berhak
memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis dengan
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perusahaan sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan
atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar. Kecuali dipersyaratkan
lain oleh peraturan perundang-undangan, perusahaan dan mitra bisnis
berkewgjiban untuk merahasiakan informas dan melindungi
kepentingan masing-masing pihak.

Masyarakat serta Pengguna Produk dan Jasa

Perusahaan harus memiliki peraturan yang dapat menjamin
terjaganya keselarasan hubungan antara perusahaan dengan
masyarakat sekitar, termasuk penerapan program kemitraan dan bina
lingkungan. Perusahaan selain bertanggung jawab atas kudlitas
produk dan jasa yang dihasilkan serta dampak negatif terhadap dan
keselamatan pengguna, juga bertanggung jawab atas dampak negatif
yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha perusahaan terhadap
masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi.



Bab 5

Penerapan Good Corporate
Governance

5.1 Pendahuluan

Good Corporate Governance mula berkembang di Indonesia padatahun 1998
pada saét terjadi krisis ekonomi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
pemulihan kris's dengan menergpkan praktik good corporate governance pada
perusshaan di Indonesa Pada masa persaingan globd yang semakin
komptitif, perusahaan dituntut harus mampu bersaing secara sehat dan
professonal. Perusahaan harus memiliki strategi untuk dapat mempertahankan
kelangsungan usaha

Pengel ol aan perusahaan dengan meneragpkan good cor porate gover nance yang
baik dan benar, pasti akan memberikan dampak yang sgnifikan bagi
perusahaan. Good Cor porate Governance merupakan proses dan struktur yang
digunakan untuk mengarahkan, mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan
serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mempertinggi nila
ssham ddam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan
dakeholders lain. Penerapan good corporate governance dalam kinerja
perusahaan merupakan kunci sukses bagi perusahaan untuk memperoleh
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keuntungan daam jangka panjang dan dapat bersaing dengan baik dalam
bisnisglobd (Suryanto, & Refianto, 2019).

Survel terakhir yang dilakukan oleh Asean Cor porate Governance Association
(ACGA) dengan sampd 11 negarayang ada di Ada dengan cgpaian dtandar
internasiona yang perlu didapatkan minimal harus 80%, ternyata dari hesl
survey tahun 2018 menunjukkan Audrdia merupakan Negara Non Asa
dengan nila tertinggi sebesar 71%, masih jauh dari standar internasond, yaitu
mencapal nila 80%. Indonesia berada menempati poss terbawah dengan nilai
sehesr 34%. (Adan Corporate Association, 2018). Hasil surve ini
menunjukkan bahwa penergpan Good Corporate Governance di Indonesia
mash perlu ditingkatkan dengan melakukan berbagai perubahan pada sstem
dan struktur perusahaan agar dapat menjadi satu nilai yang diterima bersama
dalam komunitas bisnis sehingga diharagpkan mendukung daam penerapan
good corporate governance. Implementas dalam penergpan good corporate
governance bagi perusahaan akan menjadi peluang yang cukup besar untuk
meraih  berbaga manfaat termasuk  kepercaysan investor terhadap
perusahaannya.

5.2 Pentingnya Penerapan Good
Corporate Governance

Suatu organisas aau perusshaan sangat penting untuk  menciptakan/
mengkondiskan suatu keadaan yang memastikan untuk dapat menerapkan
konsep good corporate governance dalam kegiatan kesehariannya dalam
bentuk peraturan perusshaan/organisas. Syakhroza (2003) mendefinisikan
good corporate governance sebagal suatu mekanisme tata kelola organisas
secara baik ddam medakukan pengelolaan sumberdaya organisas secara
efisen, efektif, ekonomis maupun produktif dengan prinsp-pringp terbuka,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil daam rangka
mencapa  tujuan organisad. Tikawati (2012) menyatakan corporate
governance is generally associated with the systems and mechanisms that
govern relationships and create the right incentives among the parties
interested in the company to achieve its business objectives optimally. Good
corporate governance generally includes the application of the principles of
trangparency, accountability, fairness, and respongbility. Taa keola
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perusahaan pada umumnya dikaitkan dengan sstem dan mekanisme yang
mengatur hubungan dan menciptakan insentif yang tepat di antara pihak-pihak
yang berkepentingan dengan perusshaan untuk mencapa tujuan bisnisnya
secara optimal. Tata kelola perusahaan yang baik pada umumnya mencakup
penerapan pringp transparang, akuntabilitas, kewgjaran, dan tanggung jawab.

Berdasarkan pernyataan tersebut, good corporate governance secara teori
merupakan sebuah konsep/paham yang dapat membuat sebuah sstem dapat
mengatur dan mengendalikan perusshaan/organisas agar dapat menciptakan
nilai tambah untuk kemguan perusshaan dan kepada sduruh stakeholders
(Monks dan Minow, 2003).

Has| survey dari Booz-Allen di Asa Timur pada tahun 1998 menunjukkan
bahwa Indonesia memiliki indeks corporate governance paling rendah dengan
skor 2,88 jauh dibawah Singapura (8,93), Maaysia (7,72) dan Thailand (4,89).
Rendahnya kuditas good corporate governance korporasi-korporas di
Indonesia menyebabkan menjadi kejatuhan perusahaan tersebut. Konsep good
corporate governance baru populer di Asadan relatif berkembang sgak tahun
1990-an (Kahatu, 2006). Berdasarkan data tersebut dapat dipahami dan
membuka wawasan bahwa korporat atau perusahaan kita belum dikelola
secara benar, atau dalam bahasa khusus, disebut korporat atau perusahaan kita
belum menjaankan governans (Moejono, 2005). Untuk mewujudkan konsep
good corporate governance dapat ditergpkan dengan bak, diperlukan
kemauan dan komitmen dari sduruh komponen, khususnya pengambil
kehijakan dapat mel akukan dengan membuat dalam bentuk peraturan sehingga
wagjib untuk dilaksanakan.

Penerapan good corporate governance dalam perusahaan diharapkan dapat
memadtikan mangemen dalam perusshaan berjalan dengan bak, dengan
memastikan bahwa proses pengdolaan mangemen berjalan secara efisen.
Efendi (2009) mengartikan good corporate governance sebaga seperangkat
sstem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nila
tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan. Ha ini disebabkan
karena good corporate governance dapat mendorong terbentuknya pola kerja
mang emen yang bersh, trangparan, dan profesiona

Ikatan Banking Indonesia (2015) mengatakan good corporate governance
merupakan salah satu pringp di ddam hukum perusahaan yang mengarahkan
dan mengenddikan perusahaan agar mencapal kesembangan antara kekuatan
sarta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya
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kepada shareholders (pemegang saham) khususnya, dan stakeholders pada
umumnya. Ha ini dimeksudkan untuk mengatur kewenangan direktur,
manger, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan
perkembangan perusahaan

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dinyatakan suatu organises atau
perusahaan sangat penting untuk menciptakan/ mengkondisikan suatu keadaan
yang memastikan bahwa konsep good corporate governance dijalankan dalam
kegiatan keseharian. Kepagtian itu dapat dibentuk meldui penerapan good
cor por ate gover nance dalam bentuk peraturan perusahaan/organises.

Daniri (2005) menyatakan pentingnya good corporate governance ditergpkan
dapat suatu organisas atau perusahaan disebabkan dua dasan, yaitu: Pertama,
Good Corporate Governance merupakan salah satu kunci sukses perusahaan
untuk tumbuh dan menguntungkan daam jangka panjang, sekaligus
memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan
Ada dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagadan penergpan
good corpor ate gover nance.

Semakin kompleks aktivitas suatu perusshaan maka akan meningkatkan
kebutuhan praktik tata kelola usaha yang baik (good corporate governance).
Good Corporate Governance addah suatu sstem yang mengatur dan
mengenddikan perusahaan serta menciptakan nilai tambah (vaue added)
untuk semua stakeholders (McGee, 2008). Kaihatu (2006) menyatakan esens
pentingnya good cor por ate gover nance adalah peningkatan kinerja perusahaan
melaui  supervis atau pemantauan kinerja mangemen dan adanya
akuntabilitas mangemen terhadap pemangku kepentingan lainnya,
berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, good cor porate gover nance merupakan proses dan struktur
yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas
perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai ssham daam jangka
panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholderslain.
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5.3 Manfaat Penerapan Good Corporate
Governance

Penerapan good corporate governance akan memberikan manfaat untuk
semakin menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat dan meningkatkan
kinerja dadlam mengimplementasikan good corporate governance. Artinya,
penergpan good corporate governance akan memberikan manfaat untuk
mengarahkan dan mengendaikan jalannya perusshaan agar ideal menuju
keberhasilan usaha dan akuntabilitas usaha (Toha, 2007).

Ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan good

cor por ate gover nance menurut Hery (2010), yaitu:

1. Good Corporate Governance secara tidak langsung akan dapat
mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih
efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu
terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional;

2. Good Corporate Governance dapat membantu perusshaan dan
perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan
biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan
kreditur domestik maupun internasional;

3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin
bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan;

4. Membangun mangemen dan Corporate Board dalam pemantauan
penggunaan aset perusahaan;

5. Mengurangi korupsi.

Tunggal dan Tunggd (2002) menyatakan bahwa manfaat penerapan good
corporate governance, sebagai berikut:

Perbaikan dalam komunikasi;

Minimalisas potensia benturan;

Fokus pada strategi-strategi utama;

Peningkatan dalam produktivitas dan efisiens;

Kesinambungan manfaat (suistainability of benefits);

Promosi citrakorporat (corporate image);

ok~ wdE
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7. Peningkatan kepuasan pelanggan;
8. Perolehan kepercayaan investor;
9. Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan.

Dengan demikian, good corporate governance dapat memberikan manfaat
dalam pengelolaan organisas atau perusshaan menjadi lebih demokratis
karena melibatkan partisipas dan banyak kepentingan, Iebih accountable, dan
lebih transparan serta dapat meningkatkan keyakinan kepada perusahaan atau
organisad  dapat mengembangkan manfaat tersebut dalam waktu jangka

panjang.

5.4 Tujuan Penerapan Good Corporate
Governance

Good Corporate Governance merupakan proses dan struktur yang digunakan
untuk mengarahkan dan mengel ola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan
tujuan utama mempertinggi nilai ssham dalam jangka panjang dengan tetep
memperhatikan kepentingan stakeholderslain.

Menurut Aldridge (2005), bahwa ada 5 (lima) tujuan utama dalam penergpan

good corporate governance, yaitu:

1. Médindungi hak dan kepentingan pemegang saham;

2. Medindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non-
pemegang saham;

3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham;

4. Meningkatkan efisensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau
board of directors dan manajemen perusahaan;

5. Meningkatkan mutu hubungan board of directors dengan manajemen
senior perusahaan.

Berdasarkan pendapat tersebut, tujuan dalam menergpkan good corporate
governance addah untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan
pihak-pihak yang terkait dalam pengel ol aan perusahaan agar perusahaan dapat
melaksanakan kegiatannya dengan efektif dan efisen sehingga dapat
meningkatkan nilai ssham dan kepercayaan publik terhadap perusahaan.
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5.5 Tahapan dalam Penerapan Good

Corporate Governance

Daam pelaksanaan penergpan good corporate governance di perusahaan
adaah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat
berdasarkan andids atas Stuas dan kondis perusashaan, dan tingkat
kesgpannya, sehingga penerapan good corporate governance dapat berjaan
lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan.

Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menergpkan
good cor por ate gover nance menggunakan pentahapan berikut (Chinn, 2000)

1. Tahap persiapan

Awareness building; membangun kesadaran akan pentingnya
good corporate governance dan membangun komitmen bersama
dalam penerapannya. Upayaini dapat dilakukan dengan memakai
tenaga ahli independen dari luar melalui seminar, lokakarya, dan
diskus kelompok.;

Good Corporate Governance Assessment; mengukur/memetakan
kesigpan perusahaan saat ini dalam penerapan good corporate
governance. Langkah ini penting untuk menentukan infrastruktur
dan struktur perusahaan/organisasi yang dibutuhkan untuk
kesuksesan penerapan good corporate governance;

Good Corporate Governance manua building; Penyusunan
manual dapat dibantu oleh tenaga ahli independen dari luar
perusahaan/organisasi. Manual dapat dibedakan menjadi manual
untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan
anggota perusahaan/organisasi. Secara umum harus mencakup:
Kebijakan good corporate governance perusahaan/organisasi,
Pedoman good corporate governance bagi organ-organ
perusahaan/organisasi, pedoman perilaku, audit committee
charter, kebijakan disclosure dan transparansi, Kebijakan dan
kerangka mangjemen risiko, serta roadmap implementasi.
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2. Tahap implementasi.
Setelah perusahaan memiliki good corporate governance manual,
langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan.
Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni:

Sosialisas, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh
perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementas
good corporate governance khususnya mengenai pedoman
penerapan good corporate governance. Upaya sosidlisas perlu
dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, dan
langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah
satu direktur yang ditunjuk sebagai good corporate governance
champion di perusahaan.

Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan
pedoman good corporate governance yang ada, berdasar roadmap
yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down
approach yang melibatkan dewan komisaris dan direks
perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya
mangjemen perubahan (change management) guna mengawal
proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementas good
corporate governance.

Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi.
Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan
good corporate governance di dalam seluruh proses bisnis
perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan
upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan good corporate
governance bukan sekedar di permukaan atau sekedar suatu
kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin
dalam seluruh aktivitas perusahaan.

Tahap Evaluas

Tahap evaluas adalah tahap yang dilakukan secara teratur dari waktu
ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas good corporate
governance yang telah dilakukan. Tahap ini bisa dibantu oleh pihak
independen untuk melakukan audit implementasi dan scoring atas
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praktik good corporate governance yang telah dilaksanakan. Evaluasi
ini membantu perusahaan/ organisas dalam memetakan kembali
kondis, dituasi, dan pencapaian perusahaan/organisasi dalam
implementas good corporate governance dalam rangka upaya
perbaikan di masa depan, termasuk upayaupaya perbaikan
berdasarkan rekomendasi dari tim penilai/scoring pelaksanaan good
corporate governance.

Menurut Sutedi (2011) bahwa semakin baik corporate governance yang
dimiliki suatu perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari
perusahaan tersebut, karena corporate governance merupakan saah satu
edemen kunci ddam meningkatkan efisens ekonomis, yang mdiputi
serangkaian hubungan antara manger perusahaan, dewan direks, para
pemegang saham dan stakeholderslainnya

5.6 Pedoman dalam Penerapan Good
Corporate Governance

Daam menerapkan good corporate governance diperlukan pedoman yang
mengatur atau mengelola sduruh kegiatan perusahaan dan mangemen
perusahaan agar bisnis perusshaan dapat meningkatkan nilai, meindungi
kepentingan stakeholders, dan menjaga kepercayaan masyarakat sebagai
lembagaintermedias dan kepercayaan.

Sutedi (2011) menyampaikan pedoman dalam penergpan good corporate
governance yang baik dalam suatu perusahaan yang dikdluarkan olen The
Organization for Economic and Devel opment (OECD), yaitu;

1. Perlindungan terhadap hak-hak dalam corporate governance harus
mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk
pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hal-hal
dasar pemegang saham, yaitu:

e Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode
pendaftaran kepemilikan;
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e Hak untuk mengalihkan dan memindahtangankan kepemilikan
saham,;
e Hak wuntuk memperoleh informas yang relevan tentang
perusahaan secara berkala dan teratur;
e Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS);
e Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi;
e Hak untuk memperoleh pembagian laba (profit) perusahaan.
Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (the
equitable treatment of shareholders), termasuk pemegang saham
minoritas dan asing. Selain itu, mengharuskan anggota dewan
komisaris untuk terbuka agar menghindari benturan atau konflik
kepentingan (conflict of interest).
Peranan Pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (the
role of stakeholders), yaitu harus memberikan pengakuan terhadap
hak-hak Pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh
undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara
perusashaan dengan Pemangku kepentingan dalam rangka
menciptakan lapangan kerja, kesgjahteraan, serta kesinambungan
usaha (going concern).
Pengungkapan dan transparans (disclosure and transparency), yaitu
harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat
untuk setigp permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan.
Pengungkapan tersebut mencakup informas mengenai kondis
keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan.
Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disgjikan
sesual dengan standar yang berkualitas tinggi serta meminta auditor
eksternal yang independen melakukan audit atas |aporan keuangan.
Akuntabilitas dewan komisaris (board of directors). Kerangka
corporate governance harus menjamin adanya pedoman strategis
perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap mangemen yang
dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris
terhadap perusahaan dan pemegang saham,
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6. Tanggung jawab dewan komisaris atau direks (the responsibilities of
the board), yaitu harus menjamin adanya pedoman strategis
perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap mangemen oleh
dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

5.7 Kendala dalam Penerapan Good
Corporate Governance

Corporate governance pada dasarnya merupakan sistem atau mekanisme hak,
proses, kontrol secara kesduruhan bak internd maupun eksternd atas
mangemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan meindungi  kepentingan
semua stakeholders. Good Corporate Governance adaah sstem yang
dipergunakan untuk mengarahkan dan mengenddikan kegiatan perusahaan.
Tantangan terkini yang dihadapi dalam penerapan good cor por ate governance
adalah mash belum dipahaminya secara luas pringp-pringp dan praktik good
corporate governance oleh komunitas bisnis dan publik pada umumnya
(Daniri, 2005).

Kaian Pricewaterhouse Coopers yang dimuat di dalam Report on Ingtitutional
Investor Survey Tahun 2002 menempatkan Indonesia di urutan paling bawah
bersama China dan India dengan nila 1,96 untuk trangparans dan
keterbukaan. (Kahatu, 2006). Pernyatsan ini mengisyaratkan bahwa
pel aksanaan good gover nance masih bel um terl aksana dengan baik.

Lebih lanjut Kaihatu (2006) menjelaskan bahwa dengan bergulirnya reformas
corporate governance ternyata masih menyisakan ha-hd drategis yang harus
dikaji, seperti kesesuaian dan snkronisas berbagai peraturan perundangan
yang terkait. Di samping itu, dengan pelaksanaan otonomi daerah
menimbulkan permasdahan daam kerangka regulad, yaitu pemberlakuan
undang-undang otonomi daerah yang cenderung kebablasan tanpa diikuti
dengan kesadaran dan pemahaman good governance itu sendiri.

Wibowo (2012) menyatakan kendala yang dihadapi oleh perusshaan-
perusahaan dalam mewujudkan good corporate governance dapat dibagi tiga,
yaitu:
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1. Kendalainternal, yaitu meliputi kurangnya komitmen dari pimpinan
dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari
pimpinan dan karyawan perusahaan tentang good corporate
governance, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh
pimpinan, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung
terwujudnya good corporate governance, serta belum efektifnya
sistem pengendalian internal (Djatmiko, 2004).

2. Kendala eksternal, yaitu dalam pelaksanaan corporate governance
sangat terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegakan hukum
(law-enforcement);

3. Kendala yang berasal dari struktur kepemilikan, yaitu yang berasal
persentase kepemilikan dalam saham, kepemilikan terhadap
perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan yang
terkonsentrasi dan kepemilikan yang menyebar. Kepemilikan yang
terkonsentrasi terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki secara
dominan oleh seseorang atau sekelompok orang sgja. Kepemilikan
yang menyebar terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki oleh
pemegang saham yang banyak dengan jumlah saham yang kecil-
kecil.

Sedangkan, Kaihatu (2006) menyatekan ada dua faktor yang menyebabkan
permasalahan dalam penerapan cor porate governance di Indonesia, yaitu:

1. Mekanisme pengendalian perusahaan Indonesia masih termasuk yang
paing lemah. Pasar masih didominasi oleh sgumlah kecil
konglomerat yang memiliki potensi dengan rezim kekuasaan. Baik
untuk BUMN maupun perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi
politik yang kuat, pengembangan strategi dan posisi kompetitif tidak
didasarkan pada efisiens dan kinerja finansial, tetapi berdasarkan
jaringan hubungan persona dengan struktur kekuasaan.

2. Korups di Indonesia tergolong sangat akut. Korupsi di lembaga-
lembaga pemerintahan dan di lembaga-lembaga peradilan membuat
penegakan hukum yang terkait dengan perusahaan nyaris belum
nampak, walaupun belakangan ini sudah mulai adatitik terang.
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Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dinyatakan bahwa kendala yang
dihadapi dalam penergpan good corporate governance karena perusshaan-
perusahaan di Indonesa belum sepenuhnya memiliki corporate culture,
wawasan pengdola yang mash kurang sehingga pengelolaannya belum
dilakukan secara benar, pengaruh otonomi daerah yang menimbulkan ‘rga
rga kecil sehingga kesadaran dalam penergpan good governance mash
kurang.



70

Good Corporate Governance (GCG)




Bab 6

Pengaruh Good Corporate
Governance Terhadap Nilal
Perusahaan

6.1 Pendahuluan

Daam mempertahankan bisnis perusahaan yang seldu berggiolak dan penuh
ketidakpastian seperti saat ini, perusahaan membutuhkan tata kelola yang baik.
Tata kelola yang bak atau sering kita kend dengan igtilah good corporate
governance merupakan isu yang mulai dikend saat ini. Corporate governance
adalah suatu sstem yang terdiri atas fungsi-fungs yang dijalankan oleh pihak-
pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan penciptaan nilai perusahaan
sebagal entitas ekonomi maupun entitas sosd melaui penergpan pringp-
prindp dasxr yang berterima umum (M. Hamdani, 2016). Mdindungi
kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham) merupakan tujuan utama
dari Good Corporate Governance (GCG). GCG turut membantu terciptanya
hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan di antara elemen
dalam perusahaan yaitu dewan komisaris, dewan direks dan para pemegang
saham dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Hal tersebut menuntut
adanya pertanggungjawaban mangjemen kepada dewan komisaris dan adanya
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pertanggungjawaban dewan komisaris kepada pemegang saham. Daam
paradigma ini, dewan komisaris berada pada posis untuk memastikan bahwa
mangemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusshaan sesual
drategi yang ditetapkan serta menjaga kepentingan pemegang saham yaitu
untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan (Hamdani, 2016).

Perkembangan terbaru membuktikan bahwa mangemen tidak cukup hanya
memastikan bahwa proses pengelolaan mangemen berjaan dengan efisien.
Namun diperlukan instrumen baru, good corporate governance (GCG) untuk
memadtikan bahwa mangemen berjdan dengan bak. Good corporate
governance (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang
efisen, trangparan dan kons sten dengan peraturan perundang-undangan. GCG
merupakan sdah satu pilar ddam sstem ekonomi pasar. GCG berkaitan erat
dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun
terhadap iklim usaha di suatu negara (Hamdani, 2016).

GCG tidak hanya sebuah sistem, namun lebih jauh GCG adaah sebuah proses
dan struktur yang ditergpkan dadam menjalankan perusashaan, dengan tujuan
meningkatkan nila pemegang ssham ddam jangka panjang dengan
memperhatikan saluruh pemangku kepentingan. GCG jugasebagal pengaturan
dan hubungan inditusona yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan. Penergpan GCG dihargpkan dapat menunjang stabilitas ekonomi
yang berkesnambungan, sehingga tercipta iklim ussha yang kondusf
(Hamdani, 2016).

6.2 Good Corporate Governance

Pada dasarnya isu tentang corporate governance dilatarbelakangi oleh agency
theory yang menyatakan permasalahan agency muncul ketika pengelolaan
suatu perusshaan terpisah dari kepemilikannya Pemilik sebagai pemasok
modal perusahaan mendel egasikan wewenangnya atas pengel olaan perusahaan
kepada professional managers. Akibatnya, kewenangan untuk menggunakan
sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya ada di tangan eksekutif.
Ha itu menimbulkan kemungkinan terjadinya mora hazard di mana
mangemen tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena
adanya perbedaan kepentingan (conflict of interest). Mangjer dengan informes
yang dimilikinya bisa bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri
dengan mengorbankan kepentingan pemilik karena manger memiliki
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informas perusahaan yang tidak dimiliki pemilik (asymmetry information).
Ha ini a&an memengaruhi kinerja perusahaan dan  menghilangkan
kepercayaan investor terhadap pengembdian (return) atas investas yang telah
merekatanam pada perusahaan tersebut (Sunardi, 2019).

Menurut Cadbury Committee of United Kingdom, good cor por ate governance
addah dgem yang mengatur hubungan antara pengurus perusahaan,
pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemegang
kepentingan interna maupun eksternd yang berkaitan dengan hak-hak dan
kewgjiban mereka. Sdain itu, definis lain menyebutkan bahwa good
corporate governance adalah suatu sstem pengendaian internal perusahaan
yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi
tujuan bisnisnya meaui pengamanan asat perusahaan dan meningkatkan nilai
investas pemegang saham dalam jangka panjang.

Gray and Radebaugh menggambarkan sebush mekanisme corporate
governance yang dibagi ke ddam dua struktur. Mekanisme merupakan suatu
aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil
keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol terhadap keputusan tersebuit.
Pertama adalah struktur mekanisme pengendalian internal perusahaan. Pihak-
pihak yang terlibat dadam mekanisme internal ini adalah agent dan principd
yang terdiri komposis board of directors dan executive manager di daam
perusahaan. Struktur yang kedua adalah struktur mekanisme pengendalian
eksternal. Struktur mekanisme pengenddian eksternd terdiri dari stakeholder
yang berkepentingan dan berhubungan dengan perusahaan antara lain pasar
modal, pasar uang, auditor, paralega dan regulator. Struktur mekanisme
pengenddian eksterna merupakan mekanisme pengenddian yang dibentuk
pihak dari luar perusahaan (Sunardi, 2019).

Adapun tujuan penerapan good cor por ate governance suatu perusahaan adaah

sebagai berikut (Fatimah, Mardani and Wahono, 2019):

1. Mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan.

2. Mengelola sumber daya dan risiko secaralebih efektif dan efisien.

3. Meningkatkan disiplin dan tanggung-jawab dari organ perusahaan
demi menjaga kepentingan para Shareholder dan Stakeholder
perusahaan.

4. Meningkatkan kontribusi perusahaan (khususnya perusahaan
perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional .
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5. Meningkatkan investasi nasional.
6. Menyukseskan  program  privatisas perusahaan-perusahaan
pemerintah.

Pringp Good Corporate Gover nance salah satu pilar penting dalam penergpan
good corporate governance di perusahaan yang merupakan komitmen penuh
dari sdluruh tingkatan mangemen perusahaan untuk melaksanakan ketentuan
tersebut. Maka dari itu sduruh karyawan wajib untuk menjunjung tinggi
pringp good cor porate governance.

Dadam penerapannya, prindp-prindp yang mengatur good corporate

governance, di antaranya seperti Transparency,  Accountability,

Responsibility, Independency dan Fairness (TARIF) seperti dijabarkan sebagai

berikut (Sunardi, 2019):

1. Transparency (Transparansi) yaitu keterbukaan dalam
mengemukakan informas yang material dan relevan serta
keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

2. Accountablity (Akuntabilitas) merupakan kejelasan fungsi, struktur,
sistem, dan pertanggungjawaban organ perusshaan sehingga
pengel olaan perusahaan terlaksana secara ef ektif.

3. Responsibility (Pertanggungjawaban) yaitu adanya kesesuaian
kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip
korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4. Independency (Independens) yaitu pengelolaan perusahaan secara
profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

5. Fairness (Kesetaraan dan Kewagjaran) yaitu keadilan dan kesetaraan
dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan
perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini
menekankan bahwa semua pihak baik pemegang saham minoritas
maupun asing harus diperlakukan sama atau setara.
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6.3 Nilai Perusahaan

Nila perusshaan merupakan kondis tertentu yang telah dicapal oleh suatu
perusshaan dan nila perusshaan sebaga gambaran dari  kepercayaan
masyarakat terhadap perusahaan” (Sunardi, 2017). Tujuan utama perusahaan
menurut theory of the firm, adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai
perusahaan (vaue of the firm). Memaksmakan nila perusshaan sangat
penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimakan nila
perusahaan berarti juga memaksmalkan kemakmuran pemegang saham yang
merupakan tujuan utama perusahaan (Sunardi, 2019). Memaksmakan nilai
perusahaan sangat penting artinya bagi keberlangsungan bisnis sebab ha ini
akan menjadi perseps bagi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan
yang sering dikaitkan dengan harga ssham. Harga saham yang tinggi membuat
nila perusahaan tinggi juga Tingginya nila saham dapat meningkatkan
kepercayaan pasar, tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saet ini, namun
juga pada progpek perusahaan di masa mendatang. Nilal perusahaan tercermin
dalam nilai pasar dari suatu ekuitas perusahaan dan nilai pasar utang. Peluang
investas di masa mendatang juga akan mendorong kenaikan nilai perusahaan.
Pduang investas membutuhkan tambahan dana sehingga keputusan
perusahaan untuk menambah modal dalam bentuk saham baru dan/atau utang
akan meningkatkan nilai perusahaan (Wardana, 2019).

Adanya pduang investas dapat memberikan snyd pogtif tentang
pertumbuhan perusshaan di masa yang akan datang, sehingga akan
meningkatkan harga saham, dengan meningkatnya harga ssham maka nilai
perusahaan juga akan meningkat (Arizki, Masdupi and Zulvia, 2019). Untuk
dapat memaksmakan nila perusahaan tersebut maka perusshaan atau
pengelola dihadapkan pada keputusan keuangan yang meiputi keputusan
investas, keputusan pendanaan dan keputusan pengelolaan keuangan serta
pembagian keuntungan atas dividen dari hasl keuntungan atau profit
perusahaan (Sunardi, 2019).



76 Good Corporate Governance (GCG)

6.4 Teori Nilai Perusahaan

Nila perusahaan dapat diukur dengan tiga pendekatan, yaitu laba bersh (net
profit approach), pendekatan pendapatan operas bersih (net operating income
gpproach), dan pendekatan tradisond (traditional approach). Pendekatan
pertama merupakan pendekatan laba bersh memiliki asums bahwa biaya
modal saham (cost of equity) dan biaya hutang (cost of debt) dianggap konstan
sehingga perusshaan dapat meningkatkan utang. Kenaikan utang membuat
biaya modd ratarata mengalami penurunan mendekati biaya utang dan
mengalami peningkatan setelah mencapal pada leved tertentu, dan kondisi ini
meningkatkan nila perusshaan. Pendekatan kedua menggunakan asums
bahwa biaya ratarata modal dan biaya utang tetap sehingga biaya modd
mengalami peningkatan sgjalan dengan meningkatnya utang karena risko
yang dihadapi perusshaan semakin tinggi. Pengambil keputusan tidak
mempertimbangkan biaya moda rata-rata karena konstan sepanjang masa, dan
kondis ini tidak meningkatkan nilai perusahaan. Pendekatan ketiga memiliki
asums bahwa perusahaan mempunyai struktur modal yang optima ketika
nilai perusshaan maksmum atau struktur modal yang membuat biaya moda
rata-rata menjadi minimum. Kejadian ini bisa terjadi karena risko perusahaan
sampai level tertentu tidak mengalami perubahan. Nilai perusahaan mengaami
peningkatan, dan sampa pada levd tertentu terjadi struktur moda yang
optimal dan sdlanjutnya akan menurunkan nilai perusshaan (Setiawan and
Sugiyanto, 2021).

Duran pada tahun 1952, memperkenakan teori nilai perusahaan yang
dikaitkan dengan teori struktur keuangan. Teori nilai perusahaan memandang
perusahaan sebagal satu set kontrak antara banyak pihak, di mana struktur
keuangan perusshaan mempunya pengaruh cukup besar terhadap nila
perusahaan. lde dari teori nila perusshaan adadah pembuat keputusan
mempunyal reaks yang sama maupun berbeda terhadap perusashaan yang
menggunakan utang dalam struktur modanya. Struktur modal memiliki tiga
komponen, yaitu (1) moda yang memiliki bunga (utang), (2) modd saham
biasa, dan (3) modd saham preferen. Variabd-variabd yang memengaruhi
nilai perusahaan adalah biaya modd (cost of capital) dan biaya utang (cost of
debt) (Setiawan and Sugiyanto, 2021).
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6.5 Menilai Perusahaan dari Lima
Metode

Tidak ada nilai perusahaan yang sama, karena setigp investor memiliki cara
pandang yang berbeda dalam merespons informasi-informas terkait dengan
kinerja perusahaan ataupun perubahan kondis perekonomian. Dalam hal itu,
terdapat lima jenis nilai perusahaan berdasarkan metode penghitungan yang
digunakan, yaitu sebaga berikut (Wardana, 2019):

1

Nilai nominal

Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam
anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca
perusahaan, dan jugaditulis secarajelas dalam surat saham kolektif.
Nilai pasar

Nilai pasar sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses
tawar-menawar di pasar saham. Nilal ini hanya bisa ditentukan jika
saham perusahaan dijual di pasar saham.

Nilai intrinsik

Nilai intrinsk merupakan konsep yang paling abstrak karena
mengacu kepada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai
perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari
sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis
yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian
hari.

Nilai buku

Nilai buku adalah nila perusahaan yang dihitung dengan dasar
konsep akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih
antaratotal aset dan total utang dengan jumlah saham yang beredar.
Nilai likuidas

Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah
dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidas dapat
dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu
berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan
akan dilikuidasi.
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6.6 Good Corporate Governance dan

Pencapaian Nilai Perusahaan

Hasl surve yang dilakukan oleh Credit Lyonnais Securities Asa (CLSA)
pada tahun 2001 menunjukkan bahwa GCG memiliki keterkaitan erat dengan
kinerja perusahaan yang berdampak pada nila perusahaan. Perusahaan yang
masuk peringkat 100 teratas dalam penerapan corporate governance (CG) atau
sekitar 20% memiliki rasio-raso keuangan yang sangat baik dan memiliki
tingkat harga saham yang tinggi. Apabila dibandingkan dengan perusahaan
yang tidak menerapkan CG nilainyajauh Iebih tinggi (Hamdani, 2016).

Penerapan GCG memiliki peran penting dalam meningkatkan kesgahteraan
para pemilik dan memaksmakan kekaysan pemegang ssham medui
peningkatan nilai perusahaan. Setidaknya upaya peningkatan nilai perusahaan
dapat dicgpa mdaui peningkatan laba yang maksmal. Dengan laba yang
diperoleh sdtidaknya perusahaan dapat memberikan dividen kepada para
pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan dan  mempertahankan
eksstens perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan konsistens
terutama dalam penerapan GCG (Hamdani, 2016).

Penerapan GCG juga merupakan suatu tuntutan agar persaingan globa yang
semakin keras tidak sampa menindas banyak perusashaan yang ada. Karena,
pada dasarnya prindp-pringp dasar dari GCG mempunyai tujuan agar kinerja
suatu perusahaan memiliki kemgjuan yang lebih condong kepada serangkaian
pola perilaku perusahaan yang diukur dengan kinerja, pertumbuhan, struktur
pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan juga stakeholders
yang dapat menjadikan sebagal dasar analiss ddam mengkai corporate
governance di suatu peruschaan dengan memenuhi  transparans  dan
akuntabilitas di dadam pengambilan keputusan yang Sstematis dapat
digunakan sebagal dasar dari pengukuran yang lebih akurat tentang kinerja
perusahaan (Hapsari, 2019).

Seperti hasil riset dari The Indonesian Indtitute for Corporate Governance
(IICG) pada tahun 2002 ditemukan bahwa yang menjadi alasan utama dari
perusahaan untuk menergpkan GCG adalah kepatuhan terhadap peraturan,
karena perusahaan yakin bahwa implementas GCG adalah bentuk lain dari
penegakan etika bisnis dan etika kerja yang dijadikan komitmen perusshaan
sgak dulu, dan implementas dari GCG ini memiliki hubungan dengan
peningkatan citra dari perusahaan. Sehingga, perusahaan yang mempraktikkan



Bab 6 Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan 79

GCG akan mengadami perbaikan citra dan peningkatan nila perusahaan

(Hapsari, 2019).

Terkait penerapan GCG, terdapat bebergpa kendala yang mungkin dirasakan

oleh perusahaan dalam pencapaian kinerja perusahaan yang berdampak pada

nilai perusahaan, antaralain sebagai berikut (Hamdani, 2016):

1. Perlunya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber dayayang
dimilikinya secara efektif dan efisien yang mencakup seluruh bidang
aktivitas antara lain sumber daya manusia, akuntansi, manajemen,
pemasaran dan produksi.

2. Konsistens terhadap sistem pemisahan antara mangemen dan
pemegang saham, sehingga secara praktis perusahaan mampu
meminimalkan konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara
manajemen perusahaan dan pemegang saham.

3. Perlunya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan
pada penyandang dana dari pihak eksternal, bahwa dana pihak
tersebut digunakan secara efektif dan efisien serta memastikan bahwa
manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan.

Guna mengatas  kendalakendala tersebut, maka perusahaan perlu memiliki
suau sgem tata kelola perusahaan atau GCG yang mampu memberikan
perlindungan efektif kepada para pemegang ssham dan pihak kreditur,
sehingga mereka yakin terhadap perolehan keuntungan dari investasnya
dengan wgar dan bernilai tinggi. Sdain itu, perusshaan dapat menjamin
terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri.

6.7 Pengaruh Good Corporate
Governance Terhadap Nilai Perusahaan

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan
dengan pengenddian perusshaan, aau seringkdi dikenal dengan idtilah
masdlah theory agency. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara
pemilik modal dengan manger adalah sulithya pemilik daam memastikan
bahwa dana yang ditanamkan tidak diamhbil aih atau diinvestaskan pada
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proyek yang tidak menguntungkan, sehingga tidak mendatangkan return,
sehingga dibutuhkan corporate governance untuk mengurangi permasalahan
keagenan antara pemilik dan manger (Setiawan and Sugiyanto, 2021).

Good Corporate Governance merupakan sdah satu faktor yang dapat
memengaruhi kinerja pasar (nilai perusahaan). Semakin baik dalam penergpan
Good Corporate Governance, maka perusshaan dapat mengurangi
kesempatan mangjer melakukan tindakan yang merugikan investor. Semakin
tinggi tingkat implementas Good Corporate Gover nance semakin tinggi nilai
perusahaan yang ditunjukkan (Putra, Ali and Aswan, 2019).

Keberadaan Good Corporate Governance (GCG) dapat memberikan nilai
tambah bagi perusahaan untuk mencapal tujuannya secara kesduruhan. Hal ini
dikarenakan Good Cor porate Governance masuk ke dalam proses dan struktur
pengelolaan bisnis perusahaan, dan sesua dengan stakeholder theory, bahwa
mangemen sebagal pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan
sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholder
pada khususnya Bebergpa hd yang dapat menyebabkan Good Corporate
Governance berpengaruh padanilai perusahaan antaralain disebabkan oleh (1)
tingginya kesadaran perusshaan untuk menergpkan Good Corporate
Governance sebagal suatu kebutuhan, bukan sekedar kepatuhan terhadap
regulas yang ada, (2) mangemen perusahaan tertarik dengan manfaat jangka
panjang dari penerapan Good Corporate Governance, (3) unsur budaya yang
berkembang di lingkungan usaha nasional sangat menunjang perkembangan
penerapan Good Corporate Governance, (4) Good Corporate Governance
akan lebih dipercaya oleh investor, dan hal tersebut penting bagi pelaksana
modal. Tumbuhnya kepercayaan investor kepada perusahaan, dinilai dapat
meningkatkan jumlah investor yang masuk ke pasar moda untuk melakukan
investas atau membdi saham perusahaan, sehingga harga saham perusahaan
akan menjadi naik, dan nilai perusahaan pun akan semakin tinggi (Putra, Ali
and Aswan, 2019).



Bab 7

Kinerja Organisasi dan Good
Corporate Governance (GCG)

7.1 Pengertian Kinerja

Igtilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan
oleh para cendekiawan sebaga “penampilan’, “unjuk kerjd’, aau “prestas”
(Keban, 2004). Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata yang daam
bahasa Indonesaberasa dari katadasar “kerja’ yang menerjemahkan kata dari
bahasa asing prestad, bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja
dalam organisss merupakan jawaban dari berhasl aau tidaknya tujuan
organisad  yang telah ditetapkan (www.wikipediacom). Berbeda dengan
Bernardin dan Russel (1993) dalam Keban (2004) mengartikan kinerja sebagal
the record of outcomes produced on a specified job function or activity during
a specified time period. Dalam definig ini, aspek yang ditekankan oleh kedua
pengarang tersebut adalah catatan tentang outcome atau hasil akhir yang
diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu
tertentu. Dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang
diperolen seorang pegawa sdama periode tertentu dan tidak termasuk
karakterigtik pribadi pegawa yang dinilai (Julyanthry et d., 2020; B. Purba,
Sudarmanto, et d., 2020; Hdim et d., 2021; Kurniullah et d., 2021; Negara et
a., 2021; Sehir et d., 2021; Wiraprgjaet d., 2021).
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Sedangkan  Prawirosentono  (1999) mendefiniskan  kinerja  sebagai
performance, yaitu hasl kerja yang dapat dicgpa oleh seseorang atau
sekelompok orang daam suatu organisas, sesua dengan wewenang dan
tanggung jawab masing-masing, daam rangka upaya mencapa tujuan
organisas bersangkutan secara legd, tidek melanggar hukum dan sesua
dengan moral dan etika (S. Purba, Revida, et d., 2020)(Sudarso, Purba, et d.,
2020)(Ferinia et d., 2020)(Sherly et d., 2020)(Parinduri et ., 2020)(B. Purba,
Marzuki, et d., 2020).

Definig kinerja organisas yang dikemukakan oleh Bastian dalam Nogi (2005)
sebagal gambaran mengenai tingkat pencapaian pel aksanaan tugas dalam suatu
organisad, daam mewujudkan sasaran, tujuan, mid, dan vid organisas
tersebut. Senada dengan pendapat Bastian dalam Nogi tersebut, Encyclopedia
of Public Administration and Public Policy Tahun 2003 dalam Keban (2004),
juga menyebutkan kinerja dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh
organisas mencapa hasll ketika dibandingkan dengan pencapaian tujuan dan
target yang telah ditetapkan. Dari beberapa definig di atas, dapat ditarik suatu
kesmpulan bahwa kinerja merupakan suatu capaian atau hasl kerja dalam
kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnyaguna
mencapal tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisas dan
dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu (B. Purba, Gaspersz, et d., 2020; B.
Purba, Marzuki, et d., 2020; Sudarmanto € d., 2020; Sudarso, Kurniullah, &
a., 2020; Siscaet d., 2021).

7.2 Faktor Yang Memengaruhi Kinerja

Kinerjamerupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas
atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapal tujuan serta
sasaran yang telah ditetgpkan oleh suatu organisas dan dilaksanakan dalam
jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberagpa faktor. Dalam Keban
(2004) untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang faktor-faktor
yang memengaruhi efektivitas penilaian kinerja di Indonesia, maka perlu
melihat bebergpafaktor penting sebagai berikut:

1. Kgeasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk
melakukan penilaian secara benar dan tepat. Dalam kenyataannya,
orang menilai secara subjektif dan penuh dengan bias tetapi tidak ada
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suatu aturan hukum yang mengatur atau mengendalikan perbuatan
tersebut.

Manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan
proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja. Aturan
main menyangkut siapa yang harus menilai, kapan menilai, kriteria
apa yang digunakan dalam sistem penilaian kinerja sebenarnya diatur
dalam managjemen sumber daya manusia tersebut. Dengan demikian
mangjemen sumber daya manusia juga merupakan kunci utama
keberhasilan sistem penilaian kinerja.

Kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh mangemen suatu
organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Apabila paradigma yang
dianut masih berorientasi pada mangemen klasik, maka penilaian
selalu bisa kepada pengukuran tabiat atau karakter pihak yang dinilai,
sehingga prestasi yang seharusnya menjadi fokus utama kurang
diperhatikan.

Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap
pentingnya penilaian suatu kinerja. Bila mereka selalu memberikan
komitmen yang tinggi terhadap efektivitas penilaian kinerja, maka
para penilai yang ada di bawah otoritasnya akan selalu berusaha
mel akukan penilaian secara tepat dan benar.

Menurut Soesilo ddam Nogi (2005), kinerja suatu organisas dipengaruhi

adanyafaktor-faktor berikut:

1. Struktur organisas sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan
fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi;

2. Kebijakan pengelolaan, berupavis dan misi organisasi;

3. Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan
untuk bekerja dan berkarya secara optimal;

4. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan
data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.

5. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan

penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap
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aktivitas organisasi (Sari et al., 2020; Mardia et al., 2021; Rasinus et
al., 2021).

Sdanjutnya Y uwono dkk. dalam Nogi (2005) mengemukakan bahwa faktor-

faktor yang dominan memengaruhi kinerja suatu organises mdiputi upaya

mangemen ddam menerjemahkan dan menyearaskan tujuan organisag,
budaya organisad, kuditas sumber daya manusia yang dimiliki organisas dan
kepemimpinan yang efektif.

Banyak faktor yang memengaruhi kinerja organisas baik publik maupun

swasta. Secara detail Ruky dalam Nogi (2005) mengidentifikeskan faktor-

faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja
organisas sebagai berikut:

1. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang
digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh
organisasi, semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan
semakin tinggi kinerja organisasi tersebut;

2. Kuadlitasinput atau material yang digunakan oleh organisasi;

3. Kudlitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan
ruangan, dan kebersihan,

4. Budaya organisas sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada
dalam organisasi yang bersangkutan;

5. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota
organisasi agar bekerja sesual dengan standard dan tujuan organisasi;

6. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensas,
imbalan, promosi, dan lain-lainnya (Marit et al., 2021; Purba et a.,
2021; Tasnim et al., 2021).

Menurut Atmosoeprapto, dalam Nogi (2005) mengemukakan bahwa kinerja
organisas dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, secara lebih
lanjut keduafaktor tersebut diuraikan sebagai berikut:
1. Faktor eksternal, yang terdiri dari:
o Faktor palitik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan
kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan
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ketertiban, yang akan memengaruhi ketenangan organisasi untuk
berkarya secara maksimal.

e Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang
berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya
beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainya sebagai suatu
system ekonomi yang lebih besar.

e Faktor sosial, yaitu orientasi nila yang berkembang di
masyarakat, yang memengaruhi pandangan mereka terhadap etos
kerjayang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.

2. Faktor internal, yang terdiri dari:

e Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang
ingin diproduksi oleh suatu organisasi.

e Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan
dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada.

e Sumber Daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota
organisas sebagal penggerak jalanya organisasi secara
keseluruhan.

e Budaya Organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi
dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang
bersangkutan (Ratnasari, SE and Hartati, 2019).

Dari berbagai pendapat di atas dapat dismpulkan bahwa terdapat banyak
faktor yang memengaruhi tingkat kinerja dalam suatu organisas. Namun
secara garis besarnya, fektor yang sangat dominan memengaruhi kinerja
organisas adalah faktor internal (faktor yang datang dari dalam organisas) dan
faktor eksterna (faktor yang datang dari luar organisas). Setigp organises
akan mempunyai tingkat kinerja yang berbeda-beda karena pada hakikatnya
setigp organisas memiliki ciri atau karakteristik masing-masing sehingga
permasalahan yang dihadapi juga cenderung berbeda tergantung pada faktor
internal dan eksternal organisas (Arianty, 2015).
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7.3 Penilaian dan Indikator Kinerja

Menurut Stout dalam Nogi (2005) mengemukakan bahwa pengukuran atau
penilaan kinerja organisss merupakan proses mencatat dan mengukur
pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian mis (misson
accomplishment) melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa maupun
suatu proses. Berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bagtian
(2001) dalam Nogi (2005) bahwa pengukuran dan pemanfastan penilaian
kinerja akan mendorong pencapaian tujuan organisas dan akan memberikan
umpan balik untuk upaya perbaikan secaraterus menerus.

Secara rinci, Bastian mengemukakan peranan penilaian pengukuran kinerja

organisas sebagai berikut:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan
untuk pencapaian prestasi,

2. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati,

3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan antara
skema kerja dan pelaksanaanya,

4. Memberikan penghargaan maupun hukuman yang objektif atas
prestas pelaksanaan yang telah diukur, sesua dengan sistem
pengukuran yang telah disepakati,

5. Menjadikanya sebagai aat komunikasi antara bawahan dan pimpinan
dalam upaya memperbaiki kinerja organisas,

6. Mengidentifikas apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi,

7. Membantu proses kegiatan organisas,

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan secara
objektif,

9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan,

10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi (Suryani and FoEh,
2018; Simarmata et al., 2020; Marit et a., 2021),

Begitu pentingnya penilaian kinerja bagi keberlangsungan organisas dalam
mencapa tujuan, maka perlu adanya indikator-indikator pengukuran kinerja
yang dipakal secaratepat dalam organisas tertentu. Menurut Dwiyanto (2006)
penilaian kinerja birokras publik tidak cukup dilakukan dengan menggunakan
indikator yang melekat pada birokras itu, seperti efisens dan efektivitas,
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tetapi juga harus dilihat dari indikator- indikator yang melekat pada pengguna
jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas. Penilaian
kinerja dari 99 pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokras publik
juga muncul karena tujuan dan mis birokras publik seringkali bukan hanya
memiliki stakeholder yang banyak dan memiliki kepentingan yang sering
berbenturan satu sama lainya menyebabkan birokras publik mengaami
kesulitan untuk merumuskan mis yang jelas. Akibainya, ukuran kinerja
organisas publik di mata para stakeholder juga berbeda-beda

7.4 Indikator Kinerja

McDondd dan Lawton ddam Ratminto dan Atik Septi Winarsh (2005)
mengemukakan indikator kinerja antara lain: output oriented measures
throughput, efficiency, effectiveness.

Sdanjutnyaindikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Efficiency atau efisens adalah suatu keadaan yang menunjukkan
tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

2. FEffectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah
ditetapkan, baik dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun
misi organsiasi.

Sdim dan Woodward dalam Ratminto dan Septi (2005) mengemukakan

indikator kinerja antara lain: economy, efficiency, effectiveness, equity. Secara

lebih lanjut, indikator tersebut diuraikan sebagal berikut:

1. Economy atau ekonomis adalah penggunaan sumber daya sesedikit
mungkin dalam proses penyel enggaraan pelayanan publik.

2. FEfficiency atau efisiens adalah suatu keadaan yang menunjukkan
tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah
ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang
maupun misi organisasi.
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4. Equity atau keadilan adalah pelayanan publik yang diselenggarakan
dengan memperhatikan aspek-aspek pemerataan.

Lenvinne ddam Ratminto dan Atik Septi Winarsh (2005) mengemukakan

indikator kinerjaterdiri dari: responsiveness, responsibility, accountability.

1. Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya tanggap
provider terhadap harapan, keinginan, aspiras serta tuntutan
customers.

2. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang
menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik
dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan.

3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang
menunjukkan  seberapa besar tingkat kesesuaian  antara
penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang
ada di masyarakat dan dimiliki oleh stake holders, seperti nila dan
norma yang berkembang dalam masyarakat (Budihardjo, 2011).

Zeithaml, Parasuraman dan Berry ddam Raminto dan Septi (2005)
menjelaskan tentang indikator yang digunakan untuk menila  kinerja
organisad, yang terdiri atas bebergpafaktor berikut:

1. Tangibles atau ketampakan fisik, artinya ketampakan fisik dari
gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas- fasilitas lain yang dimiliki
oleh providers.

2. Rdliability atau  reabilitas adalah  kemampuan  untuk
menyel enggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.

3. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong
customers dan menyel enggarakan pelayanan secara ikhlas.

4. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para
pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan
kepada customers.

5. Emphaty adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh
providers kepada customers (Ratnasari, SE and Hartati, 2019).
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Sedangkan Kumorotomo daam Dwiyanto (2006) mengemukakan bahwa
untuk menilai kinerja organisas dapat digunakan beberapa kriteria sebagai
pedoman penilaian kinerjaorganisas pelayanan publik, antaralain:

1

Efisens; Efisens menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan
organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan
faktor-faktor produks serta pertimmbangan yang berasal dari
rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria
seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria
efisiens yang sangat relevan.

Efektivitas, Apakah tujuan dari didirikannya organisas pelayanan
publik tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas
teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, sertafungs agen pembangunan.
Keadilan; Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan
yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini
erat katannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan.
Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu,
kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu
yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan pada kel ompok
pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteriaini.
Daya Tanggap; Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh
perusahaan swasta, organisas pelayanan publik merupakan bagian
dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital
masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara
keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan
demi memenuhi kriteria dayatanggap ini (Suryani and FoEh, 2018).

Dwiyanto (2006) mengukur kinerja birokrad publik berdasar adanya indikator
yang secaralebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1

Produktivitas, Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat
efisens, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada
umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep
produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting
Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas
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5.

yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik
itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator
kinerjayang penting.

Kualitas Layanan; Isu mengena kualitas layanan cenderung semakin
menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan
publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai
organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap
kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.;

Responsivitas; Responsivitas adalah kemampuan organisas untuk
mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas
pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat
responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan
kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspiras masyarakat.
Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena
responsivitas secara langsung menggambarkan  kemampuan
organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah
ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan
kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan
organisasi dalam mewujudkan mis dan tujuan organisasi publik.
Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya
memiliki kinerjayang jelek pula.

Responsibilitas; Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan
kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip administrasi yang benar atau sesua dengan kebijakan
organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu,
responsibilitas bisa sga pada suatu ketika berbenturan dengan
responsivitas.

Akuntabilitas;, Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar
kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat
public yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para
pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya
akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks
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ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat
seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten
dengan kehendak masyarakat banyak (Shil, 2008; Budihardjo, 2011).

Kinerja organisas publik tidek hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang
dikembangkan oleh organisas publik atau pemerintah, seperti pencapaian
target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternd, seperti nilai-nila
dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisas publik
memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan
sesual dengan nilai dan normayang berkembang dalam masyarakat.

Dari berbaga macam indikator pengukuran kinerja yang diungkapkan oleh
para pakar di atas, pendliti memilih untuk menggunakan indikator pengukuran
kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006). Penulis memilih
menggunakan teori tentang pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh
Dwiyanto (2006) tersebut karena dipandang sesua, lebih tepat dan lebih
mampu mengukur kinerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman
dalam penerbitan sertifikat tanah. Indikator pengukuran kinerja yang
dikemukakan oleh Dwiyanto (2006) mdiputi lima indikator, yaitu
produktivitas, kuditas layanan, respongivitas, responsbilitas dan akuntabilitas.
Dari kedlima indikator diatas penditi memilih untuk menggunakan tiga
indikator sga yatu produktivitas, respongvitas, dan akuntabilitas. Ketiga
indikator ini dipilih dengan aasan bahwa indikator-indikator ini dirasa telah
mewakili dari bebergpa indikator yang banyak digunakan untuk menila
kinerja suatu organisas publik dari dalam dan luar organisas.

Menurut Dwiyanto (2006) konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat
efisens tetapi juga efektivitas pelayanan. Dengan demikian produktivitas
dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari dalam organisas. Dalam ha
penerbitan sertifikat tanah, produktivitas dari Badan Pertanahan Nasiond
Kabupaten Sleman dapat dilihat dari target dan redisas sertifikas tanah ddlam
kurun waktu tertentu. Sedangkan responsivitas merupakan indikator kinerja
yang berorientas pada proses. Responsvitasini dimasukkan sebagal sdah satu
indikator kinerja karena respongvitas secara langsung menggambarkan
kemampuan organises publik ddam menjdankan mis dan tujuannya,
terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mengenal akuntabilitas, Dwiyanto (2006) mengemukakan bahwa akuntabilitas
dalam penydenggaraan pelayanan publik sebaga suatu ukuran yang
menunjukkan sebergpa besar tingkat kesesuaian penydanggaraan pelayanan
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dengan ukuran nilai-nila dan norma eksternal yang ada di masyarakat atau
yang dimiliki oleh para stakeholders. Acuan pelayanan yang digunakan oleh
organisas publik juga dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas pemberian
pelayanan publik. Acuan pelayanan yang dianggap paling penting oleh suatu
organisad  publik adadah dapat mereflekskan pola peayanan yang
dipergunakan yaitu pola pelayanan yang akuntabe yang mengacu pada
kepuasan publik sebagai pengguna jasa (Kurniawan, 2013).

7.5 Good Corporate Governance

Good corporate governance adalah seni mengarahkan dan mengenddikan
organissd  dengan menyeimbangkan kebutuhan berbaga  pemangku
kepentingan. Hal ini seringkai melibatkan penyelesaian konflik kepentingan
antara berbaga pemangku kepentingan dan memastikan bahwa organisas
dikelola dengan baik, yang berarti bahwa proses, prosedur dan kebijakan
dilaksanakan sesual dengan pringp trangparans dan akuntabilitas. Setigp kali
berbicara tentang tata kelola perusshaan, harus diingat bahwa organisas
memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pemegang saham dan pemangku
kepentingannya dan oleh karena itu harus diatur sesuai dengan hukum dan
dengan tetgp memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan dan
pemegang saham (Claessens, 2006; Marit et d., 2021).

Aspek berikutnya dari tata kelola perusahaan addah bahwa pengertian
efisens ekonomi harus diikuti saat mengarahkan, mengelola dan
mengenddikan organisas. Misdnya, addah fakta bahwa perusshaan ada
untuk menghasilkan keuntungan dan karenanya profitabilitas dan pendapatan
harus menjadi tujuan yang harus diperjuangkan oleh perusahaan. Tentu sga,
ini tidek berarti bahwa perusshaan dapat mengambil jadan pintas daam
menggar keuntungan dan kekuasaan dan karenanya sgaan dengan prindp-
prindp daam paragraf sebelumnya, tata kelola perusshaan berarti bahwa
perusahaan harus berusaha untuk menghasilkan pendapatan dan menghasilkan
keuntungan secara transparan dan akuntabel. Artinya, cara pengdolaan dan
pengarahan korporas harus dilakukan sesuai dengan norma dan prosedur
standar yang berlaku pada perilaku etis dan normatif.

Tata Kelola Perusshaan tdah menjadi berita sdama dekade terakhir ini
menyusul serentetan skandal yang melanda perusahaan yang menyebabkan
keruntuhan mereka karena salah urus. Hal ini mendorong regulator di seluruh
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dunia untuk menerapkan berbagai tindakan dan aturan untuk mengenddikan
perilaku perusshaan yang tidak bertanggung jawab yang akan merusak
progpek perusshaan dan merugikan pemegang ssham dan pemangku
kepentingan mereka (Wiraprgjaet d., 2021).

Secara garis besar, tata kelola perusahaan mencakup asas hak dan perlakuan
yang adil dari pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk mengikuti
perilaku bisnis yang etis serta praktik integrites. Secara ringkas, Good
Corporate Governance merupakan prindp-prindp yang ditergpkan oleh
perusahaan untuk memaksmalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerjadan
kontribus perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka
panjang (Ratnasari, SE and Harteti, 2019).

7.6 Tujuan dan Manfaat Good

Corporate Governance

Good corporate governance merupakan langkah yang penting dalam
membangun kepercayaan pasar (market confidence) dan mendorong arus
investad internationa yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang.

Adapun tujuan dari penerapan Good Corporate Governance adalah sebaga

berikut:

1. Menciptakan nilai tambah (value added) bagi semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders).

2. Memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai.

3. Memastikan bahwa aktiva perusahaan dijaga dengan baik.

4. Memastikan perusahaan menjalankan praktik-praktik usaha yang
sehat.

5. Memastikan kegiatan-kegiatan perusahaan bersifat transparan.

Manfaat langsung yang dirasakan perusahaan dengan mewujudkan pringp-
pringp good corporate governance adalah meningkatnya produktivitas dan
efisens ussha Manfaat lain addah meningkatnya kemampuan operasiona
perusshaan dan pertanggungjawaban kepada publik. Sdan itu juga
memperkecil praktik korupg, kolus, dan nepotisme, serta konflik kepentingan.
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Corporate governance yang baik dapat mendorong pengelolaan organisas
yang lebih demokratis (partispas banyak kepentingan), lebih accountable
(adanya pertanggungjawaban dari setigp tindakan), dan lebih trangparan serta
akan meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dapat memberikan manfaat
jangka panjang (Claessens, 2006; M cGee, 2009).



Bab 8

Budaya Organisasi

8.1 Pendahuluan

Kehadiran pelayanan pemerintahan menjadi sarana memenuhi kebutuhan
masyarakat. Optimalisas kinerja organisas pemerintah menjadi persyaratan
utama mengujud nyatakan terpenuhinya kebutuhan itu. Mendesain organisas
pemerintah baik pusat, daerah maupun desa addah sarana menerjemahkan
kebutuhan masyarakat sesuai dengan rencana kerja pemerintahan. Organisas
perangkat pemerintah melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya sesual
dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Daam organisas
pemerintah, rencana kerja disusun berdasarkan masukan dan informas yang
berhubungan dengan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab organisas
pemerintah tersebut. Dalam organisas pemerintah, terdapat struktur organisas
yang menjadi dasar melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepada aparatur
pemerintahan yang menduduki organisas pemerintah itu. Tugas, pekerjaan
dan tanggung jawab organisss pemerintahan mempedomani  norma
perundangan yang berlaku. Dalam organisas pemerintahan, keberadaan data
dan informas berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan penugasan lainnya
menjadi dasar utama bergeraknya organisas pemerintahan.

Kerjasama gparatur pemerintahan menjadi penguatan menyusun rencana kerja
yang menjadi tanggung jawabnya. Melaksanakan pekerjaan sesua dengan
tugas dan kewenangan merupakan hulu kegiatan meayani masyarakat
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sedangkan hilirnya adalah berbagal kebutuhan masyarakat terpenuhi baik
kebutuhan atas barang, jasa maupun peayanan administras pemerintahan.
Keberadaan kegiatan memenuhi kebutuhan masyarakat merupakan suatu
sstem terpadu dari berbagal organisas pemerintahan. Sinergitas, koordinas
dan komunikas kegiatan pemerintahan merupakan jalan mempercepat dan
mempermudah pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan maksmad. Peda
dgem pemeintahan Indonesa dikena adanya pemerintahan proving,
pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah Desa/Keurahan. Sistem
pemerintahan itu menjadi Sstem pemerintahan yang diamanatkan norma
perundangan yang berlaku. Untuk itu maka kerjasama pemerintahan menjadi
suatu kebutuhan dan keharusan. Mdaksanakan tugas, tanggungjawab dan
kewenangan mensgahterakan masyarakat (sebagaimana amanat kondtitus)
tidak hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat semata namun tugas
dan tanggungiawab bersama sduruh pemerintahan dari desa sampa
pemerintah pusat. Sebagai contohnya adalah membangun infrastruktur jalan
addah tugas semua tingkatan pemerintahan. Pada umumnya dikena
klaesfiked kelas jdan, misdnya jdan negara, jadan proving, jdan
kabupaten/kota, dan jalan desa Hampir tidek bisa dipisshkan satu daerah
dengan daerah lain karena sdling tersambung dan terhubung. Jdlan Negara
yang dibangun pemerintah pusat harus dilanjutkan pemerintah proving dan
pemerintah Kabupaten/Kota Kerja sama antar daerah menjadi  suatu
kebutuhan dan keharusan karena potens sumber daya daerah berbeda beda
Pemerintah daerah juga harus membangun kerja sama dengan berbagai pihak
misalnya pihak pengusaha, pihak dunia usaha, pihak kampus dan berbagai
kelompok kepentingan lainnya. Keterbatasan sumber daya daerah (misanya
dana pembangunan) menuntut kerjasama semua pemangku kepentingan
mensgj ahterakan masyarakat.

Memenuhi  kebutuhan masyarakat atau mensgahterakan  masyarakat
membutuhkan sinergitas program dan kegiatan pemerintahan dengan program
dan kegiatan berbaga kelompok kepentingan lainnya Menumbuhkan
semangat kerja samaitu dapat dimulai dari pemerintahan tapi juga inisatifnya
lahir dari dunia usaha misalnya Pengguna produk pemerintah dan produk
dunia usaha adaah sama yaitu masyarakat. Sebagai contohnya adalah regulas
mengenai pendidikan. Pemerintah memiliki sekolah dasar sampai dengan
perguruan tinggi. Begitu juga dengan dunia swasta memiliki sekolah dasar
sampa dengan perguruan tinggi. Regulas mengena pendidikan tetap
dipegang pemerintah bailk pusat maupun daerah. Kemampuan membangun
kerja sama menjadi persyaratan utama daam memenuhi  kebutuhan
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masyarakat. Berbagal kuantitas dan kuditas barang, jasa dan peayanan
administras yang dibutunkan masyarakat, menuntut adanya program dan
kegiatan yang komprehensf dan integra dari pemangku kepentingan
mensgahterakan masyarakat. Komunikas dan snergitas program dan
kegiatan itu dibahas dan dikgji dalam wadah musyawarah pembangunan yang
melibatkan semua unsur baik masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan,
kaangan cerdik panda dan berbagal lembaga kemasyarakatan lainnya
Adapun tujuan dibahas dan dikgji berbaga aspirad, tuntutan, dan kebutuhan
masyarakat addah mensnkronisaskan program dan kegiatan berbagai
organissd  balk pemerintahan maupun organisss  lainnya dan  juga
meningkatkan kuantitas dan kuditas produk yang dihasilkan masing masing
organisad atau lembaga tersebut. Kemampuan memaksmadisasikan rencana
kerja menjadi suatu keharusan dan  kebutuhan organisas  namun
mensinkronisaskan dan menyelaraskan kegiatan membutuhkan strategi dan
kebijakan publik yang komprehendf. Untuk itulah sangat dibutuhkan
partispas dan sumbangan pemikiran dari berbagai organisas yang memiliki
kepedulian dan perhatian kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

8.2 Pengertian Budaya Organisasi.

Kinerja maksmad dadam organises sudah menjadi suatu keharusan dan
kebutuhan yang diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat
tercapainya tujuan organisas dengan maksmal. Membangun budaya kerja
keras dalam organisas menjadi éemen utama dalam meningkatkan hasil yang
sesua dengan rencana kerja. Membangun kebiasaan aau tradis kerja keras
dan kerja bertanggung jawab adalah salah satu kriteria membangun budaya
organisad  yang profesonad. Membangun sstem dan mekanisme kerja
organisssd merupakan sarana efektivitas dan efisens pencapaian tujuan
dengan maksma. Norma dan nila yang dibangun pengambil keputusan
menjadi dasar semua pegawa melaksanakan pekerjaan yang diberikan
kepadanya. Mel aksanakan pekerjaan sesual dengan tugas dan tanggung jawab
sgjatinya memahami dan mempedomani sistem dan mekanisme serta prosedur
kerja yang berlaku daam organisas. Membangun budaya organisas tidak
semudah membalikan telapak tangan karenavis dan mis organisas menjadi
pilar utama dalam dinamika pekerjaan pegawa dan pekerjaan yang ada dalam
organisad. Penergpan atau penjabaran vis dan mis organisas diperinci
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kedalam rencana kerja dari setigp unit organisas. Ibarat satu keluarga, maka
semua sumber daya organisas juga satu keluarga. Memang harus diakui
bahwa membangun budaya organisas membutuhkan dukungan dan partisipas
semua sumber dayaorganisas.

Budaya organisss merupakan jembatan emas bagi pencapaian tujuan
maksmal mdalui seperangkat nilai, norma, Sstem dan mekanisme kerja yang
harus dijdankan semua pimpinan dan staf ddam organisas. Menegakkan
aturan organisas dengan disiplin menjadi saringan dalam menyeleks Sapa
yang melanggar didplin kerja dan displin organisas. Memberikan
penghargaan dan hukuman menjadi prindp organisas daam menjaankan
budaya organisas yang telah ditetapkan sebelumnya. Memberdayakan sumber
daya lingkungan interna dan lingkungan eksternd merupakan energi besar
dalam pencapaian vis dan mis organisad. Penergpan digplin kerja dan
displin organisas akan memberikan arahan dan bimbingan bagi peningkatan
kinerja pegawal, kinerja unit kerjadan kinerjatotditas organisas.

Daam organisas publik atau organisas privat, keberadaan budaya organisas
memiliki peranan Strategi karena keberlangsungan hidup organisas memiliki
hubungan dengan pencapaian vis dan mis organisas dengan maksma.
Apabila vis dan mis sudah tercapai, sudah hampir pasti bahwa tujuan
maksmal organisas telah terpenuhi. Penguatan sumber daya lingkungan
internal organisas memberikan sumbangan besar terhadap pencapaian tujuan
maksmal. Kinerja maksma pegawa, kinerja unit kerja dan kinerja
organisasional merupakan barometer keberhadlan pelaksanaan sstem nila,
norma dan budaya yang dibangun organisas. Sdlayaknya kerukunan dan
kebahagiaan kdluarga dibangun bersama semua anggota keluarga, baik ayah,
ibu, maupun anak-anak. Partispas bersama semua komponen organisas
merupakan jalan pendekat mempermudah dan memperlancar pencapaian
rencana kerja secara maksma. Kemampuan menghasilkan kuantitas dan
kuaitas produk akan diterima pelanggan atau masyarakat karena sesua
dengan kebutuhan yang diharapkan.

Daam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik kebutuhan barang, jasa,
administras maupun kebutuhan lainnya sangat menghargpkan partispas dan
sumbangan dari berbagal organisas termasuk organisas kemasyarakatan dan
dunia usaha Kinerja maksma berbaga pemangku kepentingan akan
menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat. Namun demikian, sangat
dibutuhkan kerja sama dan kemitraan sehingga efektivitas dan efesend
kegiatan menjadi maksmal. Sebagaimana dikatakan Sinambela (2006) bahwa
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“Efesend dan efektivitas merupakan salah satu pringp mangemen yang harus
seldu dipegang teguh, baik dalam rangka pel aksanaan kegiatan rutin, apalagi
dalam penyelenggaraan pembangunan nasiond.” Budaya organisas publik
dan budaya organisss privat memiliki persamaan dan perbedaan.
Perbedaannya akan mempedomani proses dan mekanisme yang diamanatkan
pengambil kebijakan. Sedangkan persamaannya adalah menghasilkan produk
maksma dengan memperhatikan kebutuhan lingkungan interna  dan
kebutuhan lingkungan ekgerna. Kemitraan organisas  publik  dengan
organisad privat (misalnya dunia usaha) akan memberikan energi besar dalam
penyusun rencana kerja bersama Adakaanya kemitraan itu dapat dilakukan
antara badan usaha milik pemerintahan (misdnya BUMN dan BUMD)
ataupun antara organised pemerintahan dengan dunia usaha Kemitraan
organisad publik dengan organisas privat dapat dilakukan pada tahapan
perencanaan atau tahapan pelaksanaan kegiatan yang disepakati bersama. Pada
tahapan akhir Kkerjasama atau kemitraan itu dapat dilihat dari aspek
kemanfaatan baik kedua belah pihak yang bekerja sama Organisas publik
(pemerintahan) melaksanakan program dan kegiatannya berdasarkan kepada
kebutuhan masyarakat yang diusulkan dalam musyawarah pembangunan pada
Setigp tingkatan pemerintahan. Kemampuan menghasilkan kinerja maksimal
menjadi modal besar dadlam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka
menghasilkan kinerja itu, maka organisas pemerintahan mendesain program
dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan
harapan dan tuntutan masyarakat.

Mendesain atau merencanakan program dan kegiatan itu dibutuhkan
profesonaitas dan akuntabilitas sumber daya aparatur. Kuantitas dan kuaditas
kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam sehingga dibutuhkan kerja sama
dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan organisas lainnya. Sumber dana
menjadi persodan utama daam memenuhi semua kebutuhan dan aspiras
masyarakat itu. Kerja sama dan kemitraan dengan berbaga organisas akan
mengatas berbagal kendaa atau hambatan misalnya keterbatasan sumber dana
yang dibutuhkan. Dengan terbangunnya kemitraan dan kerja sama itu maka
kegiatan sdanjutnya addah mengikuti proses tender atau Ielang pekerjaan
yang mempedomani horma perundangan yang berlaku. Kegiatan tender atau
ldang pekerjaan itu dilakukan dengan menggunakan aplikas teknologi
misalnya eektronik tender (E-Tender). Kehadiran kerja sama daam
mel aksanakan berbagal kegiatan pembangunan menjadi indikator pel aksanaan
pemerintahan yang baik. Sebagaimana dikatakan Dwiyanto(Editor), (2006)
bahwa “Hd ini kemudian sangat tepat ketika partispas publik kemudian
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diangkat menjadi sdlah satu pringp yang harus dijadankan pemerintah dalam
upaya mewujudkan good governance.”

Membangun organisas pemerintahan yang bersendikan kemitraan atau kerja
sama merupakan sdah satu pilihan kebijakan pemerintahan dalam rangka
mempercepat tercapai nya pelaksanaan pemerintahan yang baik itu. Mendesain
budaya organisas pemerintahan yang bersendikan kemitraan atau kerjasama
membutuhkan srategi dan kebijakan pemerintah yang komprehensf. Asas
saling menguntungkan menjadi elemen utama dalam membangun kemitraan
antara pemerintah dengan berbagal organisas privat. Namun dalam dinamika
organisad  privat dilakukan juga kepedulian dengan masyarakat sekitar
lingkungan organisas. Kepedulian organisas privat itu kepada masyarakat
didasarkan kepada keberhasilan organisas privat mencapai tujuannya dengan
maksmal. Masyarakat sekitar lingkungan organisas menjadi pusat perhatian
organisad privat dalam setigp kegiatan yang berlangsung atau yang terjadi.
Kemampuan memahami aspiras dan tuntutan masyarakat sekitar menjadi
dasar dalam mengambil keputusan memberikan bantuan itu.

8.3 Keberadaan Budaya Organisasi

Keberadaan dan keberdayaan organisas pemerintahan dan organisas lainnya
menjadi tema menarik dalam mengandisa dan membahas asas pemerintahan
yang baik (good governance). Hasl pekerjaan organisas pemerintahan dan
organisad privat akan dibutuhkan masyarakat. Untuk itu maka kuantitas dan
kualitas produk organisas itu diupayakan semaksma mungkin. Berbagai
kebutuhan masyarakat mengikuti perkembangan Stues dan  kondis
lingkungan yang ada. Sebagai contohnya adalah kebutuhan barang e ektronik
sudah menjadi kebutuhan masyarakat yang tinggal perdessan dan perkotaan.
Perkembangan permintaan atas berbaga kebutuhan mendorong organisas
pemerintahan dan organisas privat memiliki kinerja yang maksmal. Daam
meningkatkan kinerja maksma itu, maka sangat dibutuhkan dtrategi dan
kebijakan organisss yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau
kebutuhan pelanggan. Dalam mendesain program dan kegiatan serta rencana
kerja organisas pemerintahan, maka keberadaan dan keberdayaan organisas
menjadi suatu kebutuhan yang harus diperhatikan pengambil keputusan.

Keberdayaan organisas terlihat dari rencana kerja yang dilaksanakan dalam
mencapa  tujuannya. Keberdayaan organisas pemerintahan, merupakan
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kumpulan keberhasilan kinerja pegawai, kinerja unit organisas dan kinerja
organisas secaratotalitas. Membangun budaya kerja ddam organisas menjadi
suatu kebutuhan organisad. Kinerja organisas menjadi sarana mendekatkan
pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana dikatakan Ratminto dan Winarsh
(2005) bahwa “ Pelayanan yang baik hanya akan dapat diwujudkan apabila
terdapat (8) Sstem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
Khususnya pengguna jasa (b) Kultur pelayanan ddam organisas
penyelenggara pelayanan dan (c) Sumber daya Manusa yang berorientas
pada kepentingan pengguna jesa” Kinerja yang bagamana dibutuhkan
masyarakat adalah pertanyaan besar yang harus dijalankan. Kinerja organisas
pemerintah mendorong dan mendongkrak percepatan pemenuhan kebutuhan
masyarakat. Dengan membangun kerja sama dan kemitraan dengan organisas
privat, organisas bisnis, organisas pendidikan dan organisas lainnya akan
mempermudah dan memperlancar kegiatan yang berfokus dan berfokus
kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemampuan menghasilkan
barang, jasa dan layanan administras menjadi bagian penting daam kinerja
organisas pemerintahan (publik).

Kinerjamaksma organisas dibangun dengan menerapkan budaya organisas
yang berbass kepada efektivitas dan efisens daam gerak dinamika
mengerjakannya. Kinerja organisas akan terbangun gpabila semua sstem dan
sumber daya organisas dapat bekerja sama secara berkesnambungan.
Membangun organisas yang bersendikan budaya kerja yang tinggi dimula
dari ssem mangemen penarikan dan penempatan serta monitoring dan
evaluas pegawal sesual dengan tugas dan tanggung jawab organisas. sumber
daya organisas termasuk sumber daya agparatur memiliki peranan dan
sumbangan besar dalam mengkongkritkan aspiras dan kebutuhan masyarakat
menjadi program, kegiatan dan rencana kerja yang dapat diukur keberhasilan
setigp kegiatan merencanakan, pelaksanaan, hasil kerja serta dampak hasil
pekerjaan itu sendiri. Sebagaimana pendapat Kumorotomo (1999) bahwa
“Birokras mulamula dibentuk supaya keputusan-keputusan pemerintah dapat
dilaksanakan dengan sstematis melaui aparat-aparat negara” Partispas dan
sumbangan gparatur pemerintahan memiliki  sumbangan besar dalam
menerjemahkan kebutuhan masyarakat dan menghasilkan layanan yang
dibutuhkan masyarakat. Keberadaan organisas yang memiliki kinerja tinggi
akan mempermudah mencapa  tujuan organisas dengan maksmal.
Membangun budaya organisss mdibatkan semua sumber daya manusia
terlebih merekayang menduduki struktur organisasi itu sendiri.
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Komunikes ddam organisss menjadi sarana mengoptimalisaskan
sumbangan sumber daya manusa daam mencagpa  tujuan organisas.
Komunikas organisasond dapat berbentuk rapat pimpinan dan Staf, rapat
semua anggota organisad, pengarahan dan bimbingan pimpinan, masukan dan
telaahan daf dan berbagal kegiatan lannya Menyatukan berbaga ide
pemikiran membutuhkan profesionalisme pimpinan organisasi. Kemampuan
dan kemauan semua sumber daya manusia daam organisas menjadi faktor
utama bagi keberhasilan pencapaian tujuan organises. Tantangan dan
hambatan memenuhi  kebutuhan masyarakat (maupun pelanggan) tidak
semudah  membalikan telgpak tangan. Kredtivitas dan inovas daam
mendesain drategi dan kebijakan organisas sangat tergantung kepada
pimpinan dan staf yang ada.

Pringp organisss modern menjadi sarana memperkuat partispas  dan
sumbangan pimpinan dan staf organisas. Merencanakan kegiatan merupakan
langkah awd dari semua kegiatan organisas yang bertujuan memenuhi
kebutuhan masyarakat (bisajuga pembeli/pelanggan). Kaidah keterbukaan dan
dapat dipertanggungjawabkan setigp rencana kerja menjadi bagian tidak
terpisahkan dari budaya organisas. Diskus dan pembahasan dan andisa
menjadi bagian penting ddam menyusun suatu rencana kerja organises.
Dengan demikian organisas, memiliki komitmen dan konsstens dalam
mewujudnyatakan rencana kerjayang dihasilkan bersamaitu. Mensinkronisas
keberadaan sumber daya organisas dengan sStuas dan kondis lingkungan
eksternal menjadi pekerjaan yang berat karena kuantitas dan kuditas barang
dan jasa yang dibutuhkan lingkungan eksterna (masyarakat) bervarias dan
beraneka ragam. Kerja sama dan kemitraan dengan organisas lain menjadi
pilihan cerdas dalam menghadapi dinamikalingkungan eksternal itu.

8.4 Tujuan dan Manfaat Budaya
Organisasi

Keberhaslan memenuhi  kebutuhan masyarakat atau pelanggan menjadi
indikator keberhasilan pekerjaan organises. Berbaga kegiatan organisas
diarahkan dan dituyjukan kepada pencapaian tujuan dengan maksmal.
Mendesain program dan kegiatan serta rencana kerja menjadi pekerjaan berat
yang harus dilaksanakan sumber daya manusia yang berada dalam organisas.
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Keberadaan budaya organisas dapat dilihat dari kinerja dan tujuan yang
dihasilkan organisas. Sistem dan nilai yang berhubungan dengan kinerja yang
ditampilkan sumber daya organisas menjadi operasonalisas mencapai tujuan
maksmal organisas. Tujuan organisas menjadi hasil yang dicapal organisas
melalui proses panjang mula dari perencanaan, pelaksanaan, sampa dengan
pengawasan dari kegiatan yang dilakukan komponen organisas. Keberdayaan
atau keberhaslan organisas dapat dilihat dari seberapa besar tercgpainya
tujuan yang telah direncanakan sehelumnya. Membangun budaya organisas
tidak bisa dilepaskan dari sdluruh kegiatan yang dilakukan pimpinan dan staf
yang bekerjadalam organisas.

Penguatan sumbangan dan partispas sumber daya manusia menjadi pilihan
cerdas ddam menunjang dan mendukung keberhasilan pencapaian tujuan
organisas. Norma dan etika yang berlangsung memberikan sumbangan besar
daam dinamika pelaksanaan tugas dan tanggungjawab organisasiond.
Rencana kerja organisas baik jangka pendek, jangka menengah maupun
jangka panjang menjadi bagian penting dalam mengujudnyatakan vis dan mis
organisad. Komitmen dan konsstens pemangku kepentingan organisas
menjadi sendi utama dalam mempercepat dan mempermudah pencapaian vis
dan mis organisas. Mendekatkan kegiatan organisas pemerintahan misalnya
kepada kebutuhan masyarakat menjadi vis dan mis organisas pemerintahan.
Kebutuhan masyarakat dan kebutuhan organisas pemerintahan menjadi dua
faktor penting dalam menjalankan kegiatan organisas pemerintahan. Tidak
mungkin organisas pemerintahan bekerja tanpa memperhatikan dinamika dan
perkembangan organisas. Keberdayaan organisas pemerintahan misanya
akan memberikan partispas  besar kepada terwujudnya Kkegiatan
pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan. Sebagaimana pendapat
Mahmudi (2005) yang mengatakan bahwa “Tugas utama pemerintah sebagal
organissd  sektor  publik, addah untuk  menciptakan  kesgjahteraan
masyarakat.” Kerjasama dan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dan
organisas lainnya akan memberikan warna tersendiri dalam penergpan asas
pemerintahan yang baik. Operasondisas program dan kegiatan organisas
dilaksanakan sumber daya manusia yang menduduki struktur organisas atau
menjadi bagian tidak terpisshkan dari organisas. Efektivitas dan efisens
pelaksanaan kegiatan organisas mendorong peningkatan tercgpainya tujuan
yang telah direncanakan sebedlumnya. Kehadiran organisass memiliki makna
bahwa organisas dapat memberikan kemudah dan kelancaran pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu kinerjamaksma dan tujuan maksimal
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addah dua faktor yang sding berhubungan erat dalam menunjukkan
keberdayaan organisas dalam eksstensinya

Keberhaglan organisas balk organisas privat, organisas pemerintahan
maupun organisas lainnya terlihat dari tercgpainya tujuan maksma medui
optimaisas  kinerja sumber daya organises. Komunikas snergis antar
organisad menjadi suatu kebutuhan utama karena tidak ada organisas bisa
berhasil tanpa adanya kerja sama dengan organisas lainnya Sebaga
contohnya kebutuhan layanan pendidikan. Komunikas sinergi antara
organisad pemerintah dengan organisad privat menjadi sarana mempercepat
dan mempermudah tercapainya layanan pendidikan yang maksmd. Kerja
sama dan kemitraan antar organisas menjadi jdan pendekat bagi tercapainya
kebutuhan masyarakat dengan maksimal. Keberhasilan organisas merupakan
keberhasilan totalitas dari keberhasilan setigp unit atau bagian untuk mengukur
nyatakan rencana kerjaorganisas.

Kehadiran kinerja maksma akan menghasilkan hasl yang sesua dengan
kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pelanggan. Menghasilkan kinerja
maksmal itu dilakukan pimpinan dan staf yang berada dalam suatu organisas.
Organisas  pemerintahan melakukan berbagal kegiatan dan program yang
ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Mensgjahterakan
kehidupan masyarakat (sebagaimana amanat kongtitus) merupakan pekerjaan
maha besar dan maha mulia. Untuk itu maka pemerintah membangun kerja
sama dan kemitraan dengan berbagal organisas dalam negeri maupun luar
negeri. Kemampuan menerjemahkan kebutuhan, keinginan dan aspiras
masyarakat menjadi persyaratan utama bekerjanya kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan. Membangun rencana strategis, rencana aks dan
taktis adadah barometer keberhasilan teknokras yang dijalankan mesin
birokras organisas pemerintahan.

Keberadaan sumber daya menjadi modal besar dalam membiaya dan
membantu kelancaran pelaksanaan berbagal kegiatan yang direncanakan
pemerintah. Kepatuhan dan ketaatan kepada konditus atau norma
perundangan menjadi eemen utama dalam menyeenggarakan pemerintahan
yang baik. Mensgjahterakan masyarakat merupakan amanat kongitus dan
mengoperasonaisasikan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan juga harus mempedomani norma perundangan yang berlaku.
Merencanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
didasarkan kepada norma perundangan sehingga pemerintah melaksanakan
amanat asas pemerintahan yang baik itu sendiri. Tidak dapat dibayangkan bila
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merencanakan kegiatan operasona mensgahterakan itu tidak mempedomani
norma perundangan. Sebagal organisas modern, maka wagar organisas
pemerintahan merencanakan setigp  kegiatannya  berdasarkan  norma
perundangan yang berlaku. Mengelola organisas  pemerintahan, menjadi
sarana mendekatkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat melaui berbagai
program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan.
Kemampuan organisss pemerintahan mendesain berbagal strategi dan
kehijakan mensgahterakan masyarakat didasarkan kepada berbaga aspirad,
keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Penguatan organisas pemerintahan menjadi sdah satu dtrategi dan kebijakan
memenuhi kebutuhan masyarakat. Mendesain organisas pemerintahan yang
berkinerja tinggi menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi.
Menggembangkan atau menggabungkan organisas pemerintahan menjadi
kebutuhan organisas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai
contohnya addah kehadiran organisas pemerintah daerah yang mengurus
bidang kdautan dapat sga disstukan dengan dinas daerah lainnya bila
pemerintah daerah tidak memiliki wilayah laut. Pemerintah daerah dapat sga
mendesain kehadiran dinas pertambangan daerah gpabila daerah itu memiliki
berbagai bahan tambang atau disatukan dengan dinas daerah lainnya
Efektivitas dan efisend organisas pemerintahan perlu mendapatkan perhatian
serius dari pemerintahan. Sebagaimana hakikat kehadiran organisas adalah
da mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan maka kehadiran
organisas pemerintahan diharapkan menjadi sarana efektivitas pencapaian
rencana kerja dan efisens penggunaan sumber daya ddam mendukung
kegiatan organisas pemerintah.

Keberdayaan organisas pemerintah membutuhkan dukungan dan partispas
masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat tercapai dengan
maksmal. Partispas dan dukungan masyarakat menjadi energi besar dalam
mendukung bekerjanya organisas pemerintah. Sebagal objek dari produk
organisad  pemerintah (publik) maka sangat diharapkan kerjasama dan
dukungan partispas masyarakat baik masukan, ide pemikiran, saran pendapat
maupun kebutuhan dan keinginan masyarakat. Menjaring aspiras  dan
kebutuhan masyarakat dapat dilakukan meaui  kegiatan musyawarah
pembangunan dan kegiatan lainnya. Kemampuan menerjemahkan kebutuhan
masyarakat menjadi pekerjaan perangkat pemerintahan sehingga kebutuhan itu
menjadi masukan keddam program dan kegiatan organises perangkat
pemerintahan. Komunikes perangkat pemerintahan  (publik) dengan
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masyarakat akan menjadi sarana mengaktuaisaskan kebutuhan itu menjadi
rencana kerja pemerintah yang dikerjakan maksmal perangkat pemerintahan.
Kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan dilakukan
organisas pemerintah dengan mengedepankan keterbukaan dan rasatanggung
jawab yang meksma. Sebagal bentuk tanggung jawab organisasond
sebagaimana amanat norma perundangan, maka organisas pemerintahan
mengusahakan semaksmal mungkin tercapainya kebutuhan masyarakat
dengan maksma. Kemampuan memaksmadisaskan terwujudnya rencana
kerja organisas pemerintahan, maka keberdayaan organisas pemerintahan
menjadi faktor utama mendesain program dan kegiatan serta rencana kerja
yang sesual dengan kebutuhan masyarakat.



Bab 9

Dimens Etika dalam Praksis
Bisnis

9.1 Pendahuluan

Revolus Industri dimulai pada akhir abad ke-18, di mana terjadinya perdihan
dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan
tenaga hewan dan manusia, yang kemudian digantikan oleh penggunaan mesin
yang berbass manufektur. Periode awad dimula dengan dilakukannya
mekanisas terhadap indusdtri tekstil, pengembangan teknik pembuatan bes dan
peningkatan penggunaan batubara. Ekspans perdagangan turut dikembangkan
dengan dibangunnya terusan (cand), perbaikan jalan raya dan rel kereta api.
Adanya perdihan dari perekonomian yang berbass pertanian ke
perekonomian yang berbasis manufaktur menyebabkan terjadinya perpindahan
penduduk besar-besaran dari desa ke kota, dan pada akhirnya menyebabkan
membengkaknya populas di kota-kota besar di Inggris. Kemgjuan teknologi
dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapa tenaga:
uap, rel, dan kemudian di akhir abad tersebut perkembangan mesin
pembakaran dan perkembangan pembangkit tenagallistrik.

Revolus Indudtri telah menimbulkan peningkatan usaha industri dan pabrik
secara besar-besaran meldui proses mekanisas. Dengan demikian, dalam
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waktu singkat dapat menghasilkan barang-barang yang melimpah. Produks
barang menjadi berlipat ganda sehingga dapat memenuhi  kebutuhan
masyarakat yang lebih luas. Akibat pembuatan barang menjadi cepat, mudah,
sertadalam jumlah yang banyak sehingga harga menjadi lebih murah. Dengan
penggunaan mesin-mesin maka biaya produks menjadi relatif kecil sehingga
harga barang-barang pun rdaif lebih murah. Ha ini membawa akibat
perusahaan tradisona terancam dan gulung tikar karena tidek mampu
bersaing.

Berkat perdatan komunikas yang modern, cepat dan murah, produks lokal
berubah menjadi produks internasond. Pelayaran dan perdagangan
internasiona semakin berkembang pesat. Adanya penemuan di berbaga
sarana dan prasarana transportas yang semakin sempurna dan lancar. Dengan
demikian, dinamika kehidupan masyarakat semakin meningkat. Di Amerika,
produks mobil Ford mode T mulai berkembang dengan pesat setelah
menergpkan konsep lintasan perakitan (assembly line) menggunakan ban
berjaan (conveyor belt) sehingga dapat mereduks waktu dan biaya produks
Berkembangnya indudtridisas telah memunculkan kota-kota dan pusat-pusat
keramaian yang baru. Karena kota dengan kegiatan industrinya menjanjikan
kehidupan yang lebih layak maka banyak petani desa pergi ke kota untuk
mendapatkan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan terabaikannya usaha kegiatan
pertanian.

Akibat semakin meningkatnya arus urbanisas ke kotarkota industri maka
jumlah tenaga kerja makin meimpah. Sementara itu, pabrik-pabrik banyak
yang menggunakan tenaga mesin. Dengan demikian, upah tenaga kerja
menjadi murah. Sdlain itu, jaminan sosia pun berkurang sehingga kehidupan
mereka menjadi susah. Bahkan para pengusaha banyak memilih tenaga buruh
anak-anak dan wanita yang upahnya lebih murah dibandingkan pekerjapria

Di ddam kegiatan industridlisas dikend adanya kelompok pekerja (buruh)
dan kdlompok pengusaha (mgikan) yang memiliki industri atau pabrik.
Dengan demikian, ddam masyarakat timbul golongan baru, yakni golongan
pengusaha (kaum kapitalis) yang hidup penuh kemewahan dan golongan
buruh yang hidup dalam kemiskinan. Kondis seperti itu sering menimbulkan
ketegangan-ketegangan yang diikuti dengan pemogokan kerja untuk menuntut
perbaikan nasb. Hal ini menimbulkan kebencian terhadap sistem ekonomi
kapitalis, sehingga kaum buruh condong kepada paham sosidis. Peristiwa huru
hara yang ditimbulkan oleh penduduk kota yang miskin dengan didukung oleh
kaum buruh. Gerakan sosid yang menuntut adanya perbaikan nasib rakyat dan
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buruh. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang menjamin
perbaikan nasb kaum buruh dan orang miskin. Kaum buruh yang
diperlakukan tidek adil oleh kaum pengussha mulai bergerak menyusun
kekuatan untuk memperbaiki nasb mereka Mereka kemudian membentuk
organisad yang lazim disebut gerakan sosalis.

Kaum pengusahalkapitalis umumnya mempunya pengaruh yang kuat daam
pemerintehan  untuk meakukan imperidisme demi  kelangsungan
indudgtridisasinya. Dengan demikian, lahirlah imperidisme modern, yaitu
perluasan daerah-daerah sebagai tempat pemasaran hasl industri, mencari
bahan mentah, penanaman modd yang surplus, dan tempat mendapatkan
tenaga buruh yang murah. Ddam hal ini, Inggris yang menjadi pelopornya

Revolus Industti yang khususnya membawa dampak di bidang sosd,
ekonomi, dan politik. Di bidang sosia munculnya golongan buruh yang hidup
menderita dan berusaha berjuang untuk memperbaiki nasb. Gerakan kaum
buruh inilah yang kemudian melahirkan gerakan sosdis yang menjadi lawan
dari kapitais. Bahkan kaum buruh akhirnya bersatu dalam suatu wadah
organisad, yakni Partai Buruh. Di bidang ekonomi, perdagangan semakin
berkembang. Perdagangan loka berubah menjadi perdagangan regiond dan
internasiond. Sebdiknya, di bidang politik, Revolus Industri melahirkan
imperiaisme modern. (Wikipedia bahasa Indonesia, ensklopedia bebas)

Di Indonesia, pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang
Pertama telah menghasilkan banyak kemguan, antara lan dengan
meningkatnya kesgahteraan rakyat. Kemguan pembangunan yang telah
dicapa, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk
kehijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang ddam GarisGaris
Besar Hauan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan, serta
berbagai kebijakan ekonomi lainnya. Meskipun telah banyak kemauan yang
dicapa selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, yang ditunjukkan oleh
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau
persoaan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan,
sairing dengan adanya kecenderungan globdisas  perekonomian serta
dinamika dan perkembangan usaha swasta sgjak awa tahun 1990-an. Peluang-
peluang ussha yang tercipta sdama tiga dasawarsa yang ladu daam
kenyataannya belum membuat sduruh masyarakat mampu dan dapa
berpartispas dadam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan
usaha swasta selama periode tersebut, disatu sis diwarnai oleh berbagal bentuk
kehijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdigtors. Di
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99 lain, perkembangan usaha swasta ddam kenyataannya sebagian besar
merupakan perwujudan dari kondis persaingan ussha yang tidek sehat.
Fenomenadi atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang
terkait antara pengambil keputusan dengan para peaku usaha, bak secara
langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan.
Penyelenggaraan ekonomi nasiond kurang mengacu kepada amanat Pasd 33
Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat
monopoalistik. Para pengusaha yang dekat dengan dit kekuassan mendapatkan
kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak  kepada
kesenjangan sosid. Munculnya konglomeras dan  sekdompok kel
pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausshaan sgjati
merupakan sdah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi
sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Memperhatikan Stuas dan kondis
tersebut di atas, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan
usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara
sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta
terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok
tertentu, antara lain dadam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha
tidek sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita
keadilan sosd (UU no.5/1999).

9.2 Pengertian Etika

Untuk memahami apakah "etikd’, maka perlu membandingkan dengan
morditas. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani "Ethos’ berarti adat
idiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nila nilai, tata
cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segaa kebiassan yang
dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generas ke
generad yang lainnya

Pengertian tersebut relatif sama dengan morditas. Morditas berasd dari
bahasa latin "mos’ yang dalam bentuk jamaknya ”mores’ berarti adat istiadat
atau kebiasaan. Jadi, pengertian secara umum, etika dan morditas, sama sama
berati sstem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup bak sebagai
manusia yang telah diingtitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang
kemudian terwujud dalam pola perilaku yang konssten dan berulang dalam
kurun waktu yang |ama sebagaimanalayaknya sebuah kebiasaan.
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Sdain itu, etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda
dengan morditas. Dalam pengertian ini, "etika’ mempunya pengertian yang
jauh lebih luas dari morditas dan etika daam pengertian pertama beriskan
nilai dan norma norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup
manusia dalam kehidupannya. Hd ini berkaitan dengan perintah dan larangan

langsung yang nyata.

Adapun pengertian etika ddam pengertian kedua addah lebih normatif
sehingga mengikat setigp pribadi manusia, sehingga dapat dirumuskan sebagai
refleks kritis dan rasiona mengenai:

1. Nila dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup
baik sebagai manusia;

2. Masalah masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada
nilai dan normanormamoral yang umum diterima.

Menurut Magnis Suseno (1987) Etika adalah: " sebuah ilmu dan bukan garan,
yang menurutnya adaah etika dalam pengertian kedua. Sebagai ilmu yang
terutama menitikberatkan refleks kritis dan rasond, eika ddam kedua ini
mempersodkan gpakah nilai dan norma mord tertentu harus dilaksanakan
dalam stuas konkret tertentu yang dihadapi seseorang.”

Daam bahasa Kant, etika berussha menggugah kesadaran manusia untuk
bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud
membantu  manusa untuk bertindak secara  bebas, tetapi  dapat
dipertanggungjawabkan. Bebas dan tanggung jawab adaah unsur pokok dari
otonomi moral yang merupakan salah satu pringp utamamoralitas.

Adapun menurut Business & Society -Ethics and Stakeholder Management
Busness Stakeholder (Caroll & Buchholtz, 2000), addah:” Ethics is the
dicipline that deals with what is good and bad with moral duty and obligation.
Ethics can also be regarded as a set of moral principles or values. Morality is
a doctrine or system of moral conduct. Moral conduct refers to that which
realatesto principles of right and wrong in behaviour. ” (Agus Arijanto, 2012).

Para ahli etika menggunakan idtilah etika untuk mengacu pada pengkgjian
morditas. Belasquez mendefinisikan morditas sebagai pedoman yang dimiliki
individu atau kelompok mengena apaitu benar dan sdah, atau baik dan jahat.
Pedoman mord mencakup norma-norma yang dimiliki seseorang mengenal
jenis jenis tindakan yang diyakini benar atau sdlah secaramora dan nilai nila
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yang diterapkan pada objek objek yang diyakini secaramora bak atau secara
mord buruk. Pengertian Etika merujuk pada ilmu yang mendalami standar
mord perorangan dan standar moral masyarakat. Etika mempertanyakan
bagaimana standar-standar diaplikasikan di dalam kehidupan dam apakah
standar ini masuk aka ataukah tidak.

Etika menurut Veasquez merupakan dudi standar moral yang tujuan
eksplistnya adalah menentukan sgjauh mana dapat menentukan standar yang
benar atau yang didukung oleh pendaran yang terbaik, dan dengan demikian
etika mencoba mencapai kesmpulan tentang mord yang benar dan salah dan
mord yang baik dan jahat. Pengertian ini sdaras dengan pengertian etika
menurut Ebert dan Griffin (2011), yaitu kepercayaan tentang apa yang
dianggap sdah dan benar, balk dan buruk berdasarkan nila dan norma
individu yang terbentuk karena lingkungan sekitar (Sunardi, Anita Primastiwi,
2015).

Bisnis modern merupakan reditas yang amat kompleks. Banyak faktor turut
memengaruhi dan menentukan kegiatan bisnis. Antara lain ada faktor
organisatorismangerid,  ilmiah-teknologis, dan  politik-sosd-kultural.
Kompleksitas bisnis ini berkaitan langsung dengan kompleksitas masyarakat
modern sekarang. Aspek bisnis yang sampa sekarang jarang disinggung
dalam uraian uraian lain, tetapi semakin banyak diakui pentingnya, yaitu suatu
agpek etis atau moranya. Guna menjelaskan kekhususan aspek etisini, dalam
suatu pendekatan pertama kita membandingkannya dulu dengan aspek aspek
lain, terutama aspek ekonomi dan hukum. Sebab, bisnis sebagai kegiatan sosal
bisa disoroti sekurang-kurangnya dari tiga sudut pandang yang berbeda tetapi
tidek sdau mungkin dipisahkan ini: sudut pandang ekonomi, hukum dan
etika

9.3 Perkembangan Etika Bisnis

Keberadaan etika bisnis tidak dapat " dipisahkan” dari etika pribadi dan etika
sodd pada diri seseorang. Etika bisnis tergolong dalam etika normatif, dan
merupakan bentuk " etika tergpan”. William Shaw menulis tentang pengertian
etika bisnis, sebagal berikut: ” Etika bisnis adalah suatu ilmu untuk mengetahui
baik atau buruk, benar atau salah, dari perilaku manusiadaam konteks bisnis.”
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Sepanjang sgarah, kegiatan perdagangan atau bisnis tidak pernah luput dari
sorotan etika Perhatian etika untuk bisnis seumur dengan bisnis itu sendiri.
Sgak manusiaterjun dalam perniagaan, disadari juga bahwa kegiatan ini tidak
terlepas dari masdah etis. Misalnya, sgjak manusia berdagang ia tahu tentang
kemungkinan penipuan. Dalam teks teks kuno sudah dapat dibaca teguran
kepada pemilik toko yang menipu dengan mempermainkan timbangan.
Pedagang yang menipu peanggan dengan menjua barang nya menurut
pengukuran berat yang tidak benar, berlaku tidak etis. Aktivitas perniagaan
seldu sudah berurusan dengan etika, artinya seldu harus mempertimbangkan
gpa yang boleh dan agpa yang tidak boleh dilakukan. Memang benar, sgak
ditemukannya bisnis, etika sudah mendampingi kegiatan manusiawi ini.

Namun demikian, jika kita menyimak etika bisnis sebagaimana dipahami dan
dipraktekkan sekarang, tidak bisadisangka juga, di sini kita menghadapi suatu
fenomena baru. Belum pernah dalam sgjarah, etika bisnis mendapat perhatian
begitu besar dan insentif seperti sekarang ini. Richard De George mengusulkan
untuk membedakan antara ethics in business dan business ethics, antara etika
dalam bisnis dan etika bisnis. Maksudnya, etika seldu sudah dikaitkan dengan
bisnis. Sgak ada bisnis, sgjak saat itu pula bisnis dihubungkan dengan etika,
sebagaimana etika seldu dikaitkan juga dengan wilayah wilayah lain dalam
kehidupan manusia seperti politik, keluarga, seksuditas, berbagal profed, dan
sebagainya. Jadi, etika ddam bisnis aau etika berhubungan dengan bisnis
berbicara tentang bisnis sebagai salah satu topik di samping sekian banyak
topik lainnya Etika daam bisnis mempunya riwayat yang sudah panjang
sekali, sedangkan umur etika bisnis mash muda sekdi. Kita baru bisa
berbicara tentang etika bisnis ddam arti spesifik setelah menjadi suatu bidang
(field) tersendiri, maksudnya suatu bidang intelektua dan akademis daam
konteks penggjaran dan pendlitian di perguruan tinggi. Etika bisnis dalam arti
khusus ini untuk pertama kali timbul di Amerika Serikat dalam tahun 1970-an
dan agak cepat meluas ke kawasan dunialainnya

Dengan memanfaatkan dan memperluas pemikiran De George ini kita dapat
membedakan lima periode daam perkembangan etika ddam bisnis menjadi
etika bisnis ini. Periode Pertama, Berabad abad lamanya etika berbicara, pada
taraf ilmiah tentang masalah ekonomi dan bisnis sebagal sdlah satu topik di
samping sekian banyak topik lain. Pada sgarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan
filsuf filsuf Yunani lain memnydidiki bagamana sebaiknya mengatur
kehidupan manusia bersama ddam negara dan ddam konteks itu mereka
membahas juga bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus
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diatur. Dadam filssfat dan teologi abad pertengahan pembahasan ini
dilanjutkan, dalam kalangan Kristen maupun Idam. Topik topik moral sekitar
ekonomi dan perniagaan tidak luput puladari perhatian filsafat (dan teologi) di
zaman modern.

Dengan membatas diri pada Stuas di Amerika Serikat selama paruh pertama
abad ke-20, De George melukiskan bagaimana di perguruan tinggi masalah
mord di sekitar ekonomi dan bisnis terutama disoroti dalam teologi. Pada
waktu itu di banyak universtas diberikan kuliah agama di mana mahasiswa
mempelgari masdah masdah moral sekitar  ekonomi  dan  bisnis.
Pembahasannya tentu berbeda, sgauh mata kuliah ini diberikan daam
kalangan Katolik atau Protestan. Dalam kadangan Katolik, pada umumnya
mata kuligh ini menddami "Ajaran Sosd Gerga’. Yang dimaksudkan
dengannya addah uraian Sstematis dari garan para Paus ddam ensklik
ensklik sosd, mulai dengan ensklik Rerum Novarum (1891) dari Paus Leo
XIlI. Digni disnggung banyak tema yang menyangkut moraitas dalam
kehidupan sosid-ekonomi seperti hak pekerja atas kondis kerja yang baik
damn imbalan yang pantas; pentingnya nilai nila moral bertentangan dengan
Suasana materididis dan  konsumeridtis, keadilan sosd dan  upaya
memperbaiki taraf hidup orang miskin; tanggung jawab negara negara kaya
terhadap negara negara miskin, dan sebagainya. Dalam kalangan Protestan,
buku teolog Jerman Reinhold Niebuhr Moral Man and Immoral Society (New
Y ork, 1932) menjalankan pengaruh besar atas pengajaran etika mengenai tema
t3ema sosio-ekonomi dan bisnisdi perguruan tinggi mereka

Dengan demikian di Amerika Serikat selama sparo pertama abad ke-20 etika
dalam bisnis terutama dipraktekkan dalam konteks agama dan teologi. Dan
pendekatan ini masih berlangsung terus sampai hari ini. Periode Kedua, Dalam
tahun 1960-an terjadi perkembangan baru yang bisa dilihat sebagal persigpan
langsung bagi timbulnya etika bisnis ddam dekade berikutnya Dasawarsa
1960-an ini di Amerika Serikat (dan dunia Barat pada umumnya) ditandai oleh
pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas, revolus mahasiswa (mulai di
ibukota Prancis bulan Me 1968), penolakan terhadap establishment
(kemapanan). Secara khusus kaum muda menolak kolus yang di mata mereka
terjadi antara militer dan indudtri. Indudtri dinila terutama meayani
kepentingan militer. Serentak juga untuk pertama kali timbul kesadaran akan
masdlah ekologis dan terutama industri dianggap sebagai penyebab masaah
lingkungan hidup itu dengan polus udara, air, dan tanah serta limbah beracun
dan sampah nuklir. Suasana konsumerisme dilihat sebagal tendens yang tidak
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sehat ddam masyarakat dan diakibatkan oleh bisnis modern antaralain dengan
kampanye periklanan yang sering kali berlebihan.

Dunia pendidikan menanggapi Situasi ini dengan cara berbeda beda. Salah satu
resks paling penting adaah memberi perhatian khusus kepada social issues
dalam kuliah tentang mangemen. Bebergpa sekolah bisnis mulai dengan
mencantumkan mata kulish baru dalam kurikulumnya yang biasanya diberi
nama business and society. Sdlah satu topik yang menjadi populer dalam
konteks itu adalah corporate socid respongbility (tanggung jawab sosd
perusahaan).

Periode ketiga, Etika bisnis sebagai suatu bidang intelektua dan akademis
dengan identitas sendiri mulai terbentuk di Amerika Serikat sgak tahun 1970
an. Jka ssbelumnya etika membicarakan aspek agpek mora dari bisnis di
samping banyak pokok pembicaraan mord lainnya (etika ddam hubungan
dengan bisnis), kini mulai berkembang etika bisnis dalam arti sebenarnya
Terutama ada duafaktor yang memberi kontribus besar kepada kelahiran etika
bisnis di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1970-an: sgumlah dilsuf
mulal terlihat dalam memikirkan masaah masalah etis seputar bisnis, dan etika
bisnis dianggap sebagal suatu tanggapan tepat atas kriss mora yang sedang
meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat. Daam mengembangkan etika bisnis
para filsuf cenderung bekerja sama dengan ahli ahli lain, khususnya ahli
ekonomi dan mangemen. Norman E. Bowie maah menyebut suatu kerja
sama macam itu sebagal tangga kelahiran etika bisnis, yaitu konferens
perdana tentang etika bisnis yang diselenggarakan di Universitas Kansas oleh
Philosophy Departement (Richard De George) bersama College of Business
(Joseph  Pichler) bulan November 1974. Makaah makaah kemudian
diterbitkan dalam bentuk buku: Ethics, Free Enterprise, and Public Policy:
Essay on Mord Issuesin Business (1978).

Periode keempat, Di Eropa Barat etika bisnis sebaga ilmu baru mula
berkembang kira kira sepuluh tahun kemudian, mula mula di Inggeris yang
secara geografis maupun kultura paling dekat dengan Amerika Seriket, tetapi
tidek lama kemudian juga di negara negara Eropa Barat lainnya Semakin
banyak fakultas ekonomi atau sekolah bisnis di Eropa mencantumkan mata
kuliah etika bisnis dalam kurikulumnya, sebagai mata kuliah pilihan ataupun
wajib. Pada tahun 1983 diangkat profesor etika bisnis pertama di suatu
universitas Eropa (universitas Nijenrode, Belanda).
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Periode kelima, dalam dekade 1990-an sudah jelas, etika bisnis tidak terbatas
lagi pada dunia Barat. Memang benar gpa yang dikatakan Richard De George:
etika bisnis bergfat nasond, internasional, dan globa seperti bisnisitu sendiri.
Kini etika bisnis dipelgjari, digarkan, dan dikembangkan di seluruh dunia Di
Luar negara dunia Barat: Jepang, India, Hongkong. Seperti di banyak tempat
lain, pengdaman dengan bebergpa kasus korups memacu dirasakannya
kebutuhan akan refleks etika tentang praktek bisnis. Dalam ha ini berperan
besar Independent Commission Againg Corruption (didirikan tahun 1974).
Tandabukti lain bagi sifat globd etika bisnis adalah didirikannya International
Society for Business, Economics, and Ethics (ISBEE). (K.Bertens, 2013).

9.4 Dimensi Etika dalam Praksis Bisnis

Daam etika bisnis, ada tiga pendekatan dasar pendidikan mora yang muncul
dalam literatur: (1) Indoktrinas (Anda diberitahu oleh otoritas, gpa yang benar
dan saah); (2) klarifikes nilai (Anda diminta untuk memutuskan sendiri apa
yang benar atau salah); dan (3). perkembangan kognitif (dibangun di atas
premis bahwa pendidikan moral mengundang pertumbuhan dalam penalaran
berpringp).

Kata "etika’ dan "etis’ tidak sdau dipaka dalam arti yang sama dan karena
itu pula "etika bisnis’ bisa berbeda artinya. Suatu uraian sstematis tentang
etika bisnis sebaiknya dimula dengan menyelidiki dan menjerninkan cara kata
seperti "etika’ dan " etis’ dipakal.

Etika sebagal praksis berarti: nila nila dan norma norma moral sgauh
dipraktekkan atau justru tidek dipraktekkan, waaupun seharusnya
dipraktekkan. Dapat dikatakan juga, etika sebagal praksis addah gpa yang
dilakukan sgjauh sesual atau tidak sesuai dengan nilai dan norma mord. Kita
sering mendengar atau membaca kalimat-kaimat seperti ini: "Daam dunia
modern, etika bisnis mula menipis’, "Ada unsur tidak etis dalam akuiss
interna”, ” Semakin terasa urgens membangun etika bisnis’, " Tegakkan etika
bisnis dengan Undang-Undang Anti Korups”, dan sebagainya Kdimat yang
hampir sama, bisa kita dagpat dari media cetak atau elektronik setiap hari. Perlu
kita cermati kata "etika’ dan "etis’ tersebut. Orang yang mengeluh bahwa
etika bisnis mulai menipis, bermaksud bahwa pebisnis sering menyimpang
dari nilai dan norma mord yang benar, jadi menunjuk kepada etika sebagai
prakss. Orang yang berbicara tentang akuiss interna, menyatakan
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keraguannya tentang kualitas etis dari tindak bisnis itu. Kendati dirumuskan
dengan agak hari hati, ia menduga bahwa akuiss interna tidak sesuai dengan
nila dan norma mora yang semestinya berlaku daam dunia bisnis. Orang
yang memikirkan masaah korups, berpendapat bahwa dengan membuat
undang-undang anti korups dan menerapkan undang-undang itu secara ketat
dan konsekuen, nilai dan norma mora dalam bisnis bisa ditegakkan. Etika
sebagal prakss sama artinya dengan mora atau morditas: apa yang harus
dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya

Etika sebagal refleks adalah mora. Dalam etika sebagai refleks kita berpikir
tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan
atau tidak boleh dilakukan. Etika sebagal refleks berbicara tentang etika
sebagal prakds atau mengambil prakss etis sebagal objeknya. Etika sebagai
refleks menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku orang. Etika daam arti
ini dapat dijalankan pada taraf populer maupun ilmiah. Dadam media
elektronik maupun cetak sering berkomentar tentang peristiwa peristiwa yang
berkonotas etis: perampokan, pembunuhan, kasus korups, dan banyak lain
lagi. Dan setigp hari banyak orang yang membicarakannya Mereka semua
melibatkan diri dalam etika sebagal refleks para taraf populer. Tetapi etika
sebagal refleks bisa mencapal taraf ilmiah juga. Hal ini terjadi, bila refleks
dijaankan dengan kritis, metodis, dan sSstematis, karena tiga ciri inilah
membuat pemikiran mencapal taraf ilmiah. Pemikiran ilmiah sdau bersfa
kritis, artinya tahu membedakan antara yang tahan uji dan yang tidak tahan uji,
antara yang mempunyal dasar kukuh dan yang mempunya dasar lemah.
Pemikiran ilmiah bersifat metodis pula, artinya tidak semrawut tetapi berjalan
secara teratur dengan mengikuti satu demi satu segdla tahap yang telah
direncanakan sebdumnya. Akhirnya, pemikiran ilmiah bersfat sstematis,
artinya tidak membatas diri pada sdah satu SS9 sgja tetapi menyoroti suatu
bidang sebagai kesdluruhan, secara komprehensf.

Etika sebagal ilmu mempunyal tradis yang sudah lama Tradis ini sama
panjangnya dengan sduruh sgarah filsafet, karena etika ddam arti ini
merupakan suatu cabang filsafat. Karena itu etika sebagal ilmu sering disebut
juga filsafat mora aau etika filosofis. Pada permulaan sgarah filsafat di
Yunani kuno etika filosofis sudah mencapa mutu yang mengagumkan pada
Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Dan tradis ini berlangsung terus sdama 25
abad |ebih, sampai pada hari ini.

Etika addah cabang filssfaa yang mempdagari bak buruknya perilaku
manusia Karenaitu etika dalam arti ini sering disebut juga " Filsafat Praktis’.
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Sgak akhir tahun 1960-an teori etika mulai membuka diri bagi topik topik
konkret dan aktuad sebagai objek penydidikannya Perkembangan baru ini
sering disebut " etika terapan” (applied ethics). Etika bisnis juga sebaiknya kita
lihat sebagal bidang peminatan dari etika tergpan.

Seperti etika tergpan pada umumnya, etika bisnis pun dapat dijaankan pada
tiga taraf: taraf makro, meso, dan mikro. Tiga taraf ini berkaitan dengan tiga
kemungkinan yang berbeda untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis.
Pada taraf makro, etika bisnis mempelgari aspek aspek moral dari sstem
ekonomi sebagai kesdluruhan. Jadi, disini masalah masalah etika disoroti pada
skdla besar. Misdnya masdah keadilan: bagaimana sebaiknya kekayaan di
bumi ini dibagi dengan adil ? Beberapa contoh lain adalah agpek aspek etis dari
kapitalisme dan globaisas; masaah keadilan sosa daam suatu masyarakat,
terutama berkaitan dengan kaum buruh; masalah utang negara negara Selatan
terhadap negara negara Utara, dan sebagainya.

Peda taraf meso (madya atau menengah), etika bisnis menyelidiki masalah
masdah etis di bidang organisas. Organises di sni terutama berarti
perusahaan, tapi bisa juga serikat buruh, lembaga konsumen, perhimpunan
profed, dan lain lain. Pada taraf mikro, yang difokuskan iaah individu dalam
hubungan dengan ekonomi aau bisnis. Disni dipelgari tanggung jawab etis
dari karyawan dan mgjikan, bawahan dan mangjer, produsen dan konsumen,
pemasok dan investor (K.Berten, 2013).

Berarti kepentingan masyarakat tidak boleh "dikorbankan” atau dirugikan
dalam kegiatan bisnis. Sebab itu ada "standar” moral etika bisnis, bahwa
pelaku bisnis "diwgjibkan” untuk tidak membuat manusia lain menderita, dan
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan atau memperlakukan manusia dengan
"dignity”.

9.5 Prinsip Prinsip Etika Profesi

Daam tuntutan profesond sangat erat hubungannya dengan suatu kode etik
untuk masing masing profes. Kode etik berhubungan dengan prinsp etika
tertentu yang berlaku untuk suatu profes. Pringip pringip etika pada umumnya
berlaku bagi semua orang, serta berlaku pulabagi kaum profesiond.
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Adapun pringp pringp etikaprofes adaah:

1. Prinsip tanggung jawab, yaitu salah satu prinsip pokok bagi kaum
profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, dia akan bertanggung
jawab dan akan melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin dengan
standar di atas rata rata, dengan hasil maksimal serta mutu yang
terbaik;

2. Prinsp Keadilan, yaitu prinsip yang menuntut seseorang yang
profesiona agar dalam melaksanakan profesinya tidak akan
merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya orang
orang yang dilayani dalam kaitannya dengan profes yang
dimilikinya;

3. Prinsip Otonomi, yaitu prinsip yang dituntut oleh kaangan
profesional terhadap dunia luar agar mereka diberikan kebebasan
sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Karena hanya mereka
yang profesional, ahli, dan terampil dalam bidang profesinya,
sehingga tidak boleh ada pihak luar yang ikut campur tangan dalam
pel aksanaan profesi tersebut, kecuali memang diperlukan;

4. Prinsip integritas moral, yaitu prinsip yang berdasarkan pada hakikat
dan ciri ciri profesi diatas, terlihat jelas bahwa orang yang profesional
adalah juga orang yang mempunyal integritas pribadi atau moral
yang tinggi. Oleh karena itu, mereka mempunyai komitmen pribadi
untuk menjaga keluhuran profesinya, nama baiknya, dan juga
kepentingan orang lain maupun masyarakat |uas.

9.6 Pengertian Bisnis

Istilah “bisnis” artinya usaha dagang (Kamus Bahasa Indonesia, 2008). Secara
harfish “bisnis’ berasdl dari kata “busness’. Busy artinya sbuk. Sibuk
mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam
Bahasa Mandarin, kata “bisnis’ dibentuk dari dua pictogram yang secara
terpissh “/:-Sheng”  dan“E-yi” berati  “menciptakan” (to create) dan
“makna’ (meaning). Berarti bisnis merupakan suatu cara untuk menciptakan
makna bagi manusia, yaitu makna yang baik. Implikasinya, menyebut “bisnis’
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sdau mengarah pada pekerjaan yang baik (Paul Stevens, God's Business,
2008).

Apa tujuan bisnis yang sebenarnya? Untuk apa bisnis di sni? Jka Anda
bertanya kepada sekelompok pebisnis gpa tujuan bisnis itu, kemungkinan
besr Anda &kan mendapatkan jawaban yang sering saya dengar:
menghasiIkan uang sebanyak mungkin.

Namun, ketika seseorang menganalisis pertanyaan ini dari perspektif yang
berbeda, jawabannya tidak begitu jelas. Memang benar bahwa banyak orang
terjun ke bisnis sebagai pengusaha untuk menghasilkan uang. Juga benar
bahwa bisnis perlu menghasilkan uang untuk bertahan hidup. Tetapi, ketika
Anda berpikir tentang apa tujuan bisnis dari perspektif yang lebih luas,
menghasilkan uang bukanlah itu. Jka Anda mempertimbangkan pertanyaan
ini dari sudut pandang masyarakat, jawaban yang berbeda akan muncul.
Dinyatakan secara berbeda, mengapa masyarakaet mengizinkan bisnis ada?
Apakah untuk menghaslkan uang? Saya rasa tidek. Masyarakat
memungkinkan bisnis ada dalam lingkungan yang menghasilkan laba untuk
menghasiikan barang, jasa, dan pekerjaan yang kita semua butuhkan dalam
peran kita sebaga pemangku kepentingan konsumen dan  pemangku
kepentingan karyawan.

Dari sudut pandang kemasyarekatan, maka bisnis dibiarkan ada untuk
melayani secara kongruktif kebutuhan komersid tertentu dari masyarakat
untuk kepuasan masyarakat. Keuntungan adalah hadiah insentif yang oleh
masyarakat diizinkan oleh bisnis untuk diklam sebaga bujukan untuk
melakukan pekerjaan yang layak ddam menyediakan barang, jasa, dan
peluang kerja (Archie B. Carroll, 2009).

Pengertian Etika dan Bisnis menimbulkan pengertian etika bisnis. Bisnis
adalah semua kegiatan dan perusahaan yang mencari laba dan menyediakan
barang dan jasa untuk kebutuhan dan perekonomian. Hughes dan Kapoor
memberikan pengertian sebagal berikut: Busness 9 organized effor of
incividual to produce and sdl for profit, the goods and services that satisfy
society's needs. The general term business refers to all such efforts with in
society or withinindustry.

Menurut Brown dan Perdlo, bahwa “Busness is an inditution which
produces goods and services demanded by people“Bisnis (business) adaah
suatu organisas yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang kemudian
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dijua dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (profit) (Ebert dan Griffin,
2011).

Ingatlah bahwa wirausahawan lebih sering menjadi pelaku daripada penulis
proposa. Mereka lebih suka berada di medan perang, bisnis yang terdepan,
daripada di belakang garis yang merencanakan serangan mereka. Mereka
sdau ingin "meanjutkannyd’. Selain itu, banyak pengusaha yang kesulitan
mengartikulasikan konsep bisnis yang seringkai menjadi kebiasaan mereka
Mereka tidak dapat menemukan cara untuk membagikan vis mereka dengan
carayang kondusif bagi beberapa sponsor penting proyek mereka.

Bisnislahir di dalam masyarakat dan berfungs di sana, dan dari masyarakatliah
setigp perusahaan memperoleh izin untuk beroperad. Bisnis terlibat dalam
druktur, organisas dan fungs masyarakat, ddam konteks soda dan
budayanya, dan memelihara jaringan hubungan sosid yang kaya. Bisnis tidak
dapat beroperas tanpa adanya konteks sosd dan politik yang sesual. Dasar
untuk kegiatan bisnis dan pembangunan ekonomi tidak dipersigpkan dengan
baik ketika suatu negara tidak memiliki abilitas politik, atau terdapat
ketidakefisenan dalam administras publik, korups atau jaminan yuridis yang
tiddk memadai. Bisnis membutuhkan semua ini, bersama dengan
penghormatan terhadap kebebasan individu dan kepemilikan pribadi.
(Domenec Méele, 2009).

Sebuah kegiatan dapat disebut bisnis apabila mengandung unsur-unsur:

1. Orang-orang yang terlibat di dalamnya dihargai dan diperlakukan
sesuai  dengan keahlian/keterampilan, upaya dan sumbangan
pribadinya;

2. Produks adalah untuk dilempar ke pasar dan dipertukarkan;

3. Upaya yang senggja serta terencana untuk mengembangkan dan
memajukan usaha dalam segi segi materialnya (Buchari Alma, 1993).

Bisnis merupakan "hubungan” antar manusia, yang saling " membutuhkan”
pada posis yang berbeda, seperti penjua dengan pembdi. Dengan adanya
kegiatan bisnis maka kebutuhannya saling " terpenuhi”. Keberadaan dan peran
bisnis sangat " penting” dalam kehidupan masyarakat, sebab mdaui kegiatan
bisnis suatu perusahaan akan bisa "memenuhi” kebutuhan, keinginan, dan
harapan dari masyarakat konsumen yang beraneka ragam, sehingga mereka
merasa "terpuaskan”. Disamping itu, setidaknya fungs bisnis adalah mencari
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dan menemukan sumber bahan baku, mengolahnya menjadi produk jadi, dan
menyal urkannya kepada konsumen (Karel Sosipater, 2013).

9.7 Bisnis sebagai Profesi yang Luhur

Pada dewasa ini dunia bisnis sudah dianggap sebagai suatu profes. Bahkan
bisnis seakan akan menjadi sebutan profes yang hebat, tetapi sekaligus juga
menyebabkan pengertian profes menjadi suatu bahasa yang rancu atau
kehilangan pengertian dasarnya Hal itu terutama karena pada dunia bisnis
modern mensyaratkan dan menuntut para pelaku bisnis untuk menjadi orang
yang profesonal.

Daam persaingan di dunia bisnis yang sangat ketat dan kompetitif saat ini,
menuntut dan menyadarkan para pdaku bisnis untuk menjadi orang yang
profesona. Skap profesona yang dimaksud tidak terbatas pada mangemen,
produks, pemasaran, keuangan, persondia, dan seterusnya, dan sesua dengan
sruktur perusahaan yang berhubungan dengan prindp prindp efisens
efektivitas  untuk  tujuan maksmdisas  keuntungan  perusahaan.
Profesondisme yang utama seperti, komitmen, moral, etos kerja sering

dilupakan.

Jurang pemisah bertambah |ebar antara dunia bisnis dan etika. Tentu sga ini
dilahirkan karena dfat ego, liberdis dan kapitdis sehingga pekerjaan kotor,
tipu menipu, kecurangan, dan etika buruk lainnya yang dilakukan untuk
meraup keuntungan secepat dan sebesar besarnya Keghlian dan seni bisnis
disaah gunakan, hanya untuk mendapat keuntungan dan menghaakan segaa
cara. Sdain memiliki keshlian dan keterampilan yang tinggi dalam berbisnis
harus didukung oleh komitmen mora yang mendalam. Tidak dapat disangkal
bahwa ada pebisnis dan juga perusahaan yang sangat menghayati pekerjaan
dan kegiatan bisnisnya sebaga sebuah profes daam pengertian bisnis
merupakan suatu profes yang luhur, walaupun tidak banyak.
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9.8 Relativitas Moral dalam Bisnis

Berdasarkan pringp pringp etika bisnis, dapat dikatakan bahwa dalam bisnis
modern dewasa ini orang dituntut untuk bersaing secara etis. Daam
persaingan globa yang ketat tanpa mengena adanya perlindungan dan
dukungan politik tertentu, semua perusahaan bisnis mau tidek mau harus
bersaing berdasarkan prindp etika tertentu. Persodannya, demikian kata De
George, etika gapa?. Ini terutama berlaku daam bisnis globa yang tidak
mengenal batas negara. Konkretnya, etika masyarakat mana yang harus diikuti
oleh ssbuah perusshaan multinesonal dari Amerika, misanya, yang
beroperas di Ada, di mana norma etika dan cara melakukan bisnis bisa
berbeda sama sekai dai yang ditemukan di Amerika Persodan ini
sesungguhnya menyangkut gpakah norma dan pringip etika bersifat universa
atau terkait dengan budaya.

Untuk menjawab pertanyaan ini, menurut De George, kita perlu melihat
terlebih dahulu tiga pandangan yang umum dianut. Pandangan pertama, bahwa
norma etis berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Maka, prinsip
pokok yang harus dipegang adalah “kalau di Roma, bertindaklah sebagaimana
dilakukan orang Roma.” Artinya, di mana sgja suatu perusahaan beroperas,
ikuti norma dan aturan moral yang berlaku daam negara tersebut.

Pandang kedua, bahwa norma sendirilah yang paling benar dan tepat. Karena
itu, pringp yang harus dipandang adadah “bertindaklah di mana sgja. Sesual
dengan pringp yang dianut dan berlaku di negaramu sendiri.” Pandangan ini
tidek membedakan antara morditas dan hukum. Keduanya memang ada
kaitan, namun berbeda hakikatnya Hukum adadah podtivas norma mord
sesual dengan hargpan dan cita cita serta tradis budaya suatu masyarakat atau
negara. Mengenai nila dan norma moral sendiri paing benar daam arti
tertentu mewakili kubu moralisme universal.

Pandangan Ketiga, merupakan pandangan yang di sebut De George immordis
naif yang mengatakan bahwa tidak ada norma mora yang perlu diikuti sama
sekali. Redivitas mord daam bisiis terutama bisnis globad yang
mengandalkan mekanisme pasar, secara perlahan lahan diharapkan dapat
mengarah ke satu 9 integritas bisnis yang beretika, di mana ketika bisnis
dilakukan bukan hanya bertujuan profit oriented tetapi lebih pada teori
pemangku kepentingan yang merupakan teori mangemen organisas dan etika
bisnis yang memperhitungkan banyak kongtituen yang dipengaruhi oleh entitas
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bisnis seperti karyawan, pemasok, komunitas lokal, kreditor, dan lain-lain. Ini
membahas mord dan nilai-nila dalam mengelola organisas, seperti yang
terkait dengan tanggung jawab sosd perusshaan, ekonomi pasar, dan teori
kontrak sosa yang diungkap oleh Robert Edward Freeman, lahir (18
Desember 1951) addlah seorang filsuf Amerika dan profesor administras
bisnis di Darden School of the University of Virginia, terutama dikend karena
karyanya tentang teori pemangku kepentingan (1984) dan etika bisnis. Yang
didukung oleh Bentham, yang mengambil sebush pepatah yang telah
dikemukakan sgak awa abad 18 oleh seorang filsuf Skotlandia - Irlandia
bernama Francis Hutchson. Pepatahnya: "Tindakan yang terbaik adalah yang
memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang”.
Bentham mengembangkan pepatah ini menjadi sebuah filsafat moral, yang
menyatakan bahwa benar salahnya suatu tindakan harus dinila berdasarkan
konsekuens-konsekuens yang diakibatkannya

Daam perkembangan etika bisnis yang terkini, muncul gagasan yang lebih
komprehensif mengena lingkup tanggung jawab sosd perusahaan yang telah
diwgjibkan terutama untuk perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya
adam (UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasd 74).
Tidak dapat disangkal bahwa kini keuntungan ekonomis dilihat sebagai salah
satu lingkup dan wujud yang sah dari tanggung jawab mord dan sosa
perusahaan. (A.Sonny Keraf, 1998, after modified).

Semakin banyak kalangan yang menganggap bahwa kata “etika’ tidek lagi
bertentangan dengan kata “bisnis’, dengan keseimbangan itu bisnis menjadi
sehat. Bebergpa yang lain malah mengobservas bahwa pengertian “etika’ itu
termuat delam pengertian “bisnis’, utamanya bisnis yang sukses dan bertahan
dalam jangka Panjang. Nilai nilai etika, seperti keuntungan dan kesgjahteraan
Bersama, hak hak asas manuda, keadilan dan pelestarian lingkungan,
diperhitungkan ke dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Norma norma
perilaku yang menjamin nilai nilai etis itu dituangkan ke ddam perangkat
hukum, menjadi kewgjiban dan larangan hukum, serta aturan auran asosas
industri ataupun mode etik perusahaan. (Alois A Nugroho, 2001).



Bab 10

Corporate Social Responsibility
dan GCG

10.1 Pendahuluan

Tanggung jawab Sosd dan lingkungan merupakan materi yang baru diatur
dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini. Latar belakang
dimasukkannya ketentuan tersebut adalah sebagal bentuk Sosid perseroan
terhadap lingkungan dan keedaan masyarakat di sekitr tempat usaha
perseroan. Ketentuan ini tidak bersifat menyeluruh. Akan tetapi, ketentuan ini
memiliki batasan dan kesdaan-keadaan tertentu yang peraturan
pel aksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sdain
itu, ketentuan ini juga bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan
yang serad, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan
budaya masyarakat setempat.

Y ang harus meakukan kewgjiban atas tanggung jawab Sosia dan lingkungan
adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usshanya di bidang dan/ atau
berkaitan dengan sumber daya dam. Tanggung jawab Sosia dan lingkungan
merupakan kewgjiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai
biaya perseroan yang peaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan
kepatutan dan kewgaran. Apabila ada perseroan yang tidak melaksanakan
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kewgjiban untuk melaksanakan tanggung jawab Sosid dan lingkungan ini,
akan dikena sanks sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sanks sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai
segala bentuk sanks yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
terkait ( Pasal 74).

Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjaankan kegiatan usahanya di
bidang Sumber Daya Alam” adalah perseroan di mana kegiatan usshanya
mengelola dan memanfaatkan sumber daya aam. Yang dimaksud dengan
“perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan
Sumber Daya Alam” adalah perseroan yang tidek mengelola dan tidak
memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada
fungs kemampuan sumber dayaalam.

Tanggung jawab Sosa lingkungan merupakan ketentuan yang baru diatur
dalam ketentuan undang-undang ini. Tanggung jawab Soga perusahaan atau
sering disebut Corporate Social Responsihility (CSR). Kesadaran pentingnya
melakukan CSR merupakan trend global seiring dengan semakin maraknya
kepedulian mengutamakan stakeholders. Persodan CSR ini jugatidak terlepas
dengan prindp Good Corporate Governance (GCG), yang menergpkan
pringp fairness, trangparency, dan accountability.

Prindp accountability penekanannya yang dgnifikan diberikan pada
kepentingan stakeholders, menciptakan nilai tambah (value added) dari produk
atau jasa bagi stakeholders, dan memelihara kesinambungan nila tambah yang
diciptakannya Gagasan CSR dihargpkan bahwa perusahaan tidak lagi
dihadapkan pada tanggung jawab yang berpihak pada sngel bottom line, yaitu
nilai perusahaan (corporate value) yang direflekskan dalam kondis keuangan
(financid) sga, tetapi juga perusahaan memperhatikan dampak Sosid dan
lingkungan (triple bottom line). Kondis keuangan sgjatidak cukup menjamin
nila petumbuhan secara berkdanjutan  (sudtainable).  Keberlanjutan
perusahaan hanya akan terjamin gpabila perusahaan memperhatikan dimens
Sosd lingkungan hidup. Sudah menjadi fekta bagaimana resstens
masyarakat sekitar muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap
tidak memperhatikan lingkungan hidup.

Menurut Bank Dunia, tanggung jawab Sosd perusahaan terdiri atas beberapa
komponen utama, yaitu perlindungan lingkungan, jaminan kerja hak asas
manusia, interakd, dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar
usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan
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keschatan, kepemimpinan dan pendidikan, serta bantuan bencana
kemanusiaan.

10.2 Landasan Tanggung Jawab CSR

Tanggung Jawab Sosid dan Lingkungan merupakan ketentuan baru dalam
Undang-Undang No.40 tahun 2007. Dalam Undang-undang No.1 tahun 1995
periha tanggung jawab Sosia perusahaan ini belum diatur. Tanggung Jawab
Sosd dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta
dalam pembangunan ekonomi berkeanjutan guna meningkatkan kuditas
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaet, baik bagi Perseroan Terbatas
sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya

Landasan pemikiran diaturnya Tanggung Jawab Sosa dan Lingkungan dalam
Undang-undang Perseroan Terbatas, bertujuan mewujudkan pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan
yang bermanfaat bagi Perseroan Terbatas itu sendiri, komunitas sestempat, dan
sesua dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempdt,
maka ditentukan bahwa berkaitan dengan sumber daya adam wagib
melaksanakan kewgjiban Perseroan Terbatas tersebut, kegiatan Tanggung
Jawab Sosd dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai
biaya Perseroan Terbatas yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan
kewgaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan
Terbatas. Dalam ha Perseroan Terbatas tidak melaksanakan Tanggung Jawab
Sosd dan Lingkungan maka Perseroan Terbatas yang bersangkutan dikenai
sanks sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sod tanggung jawab Sosia dan lingkungan ini tidak berlaku terhadap setigp
dan sdluruh Perseroan Terbatas Artinya tidak semua jenis Perseroan Terbatas
mempunyai tanggung jawab Sosa dan lingkungan. Menurut Pasal 74 ayat (1)
Undang-undang No 40 tahun 2007, Perseroan Terbatas yang wajib
mempunyai Tanggung Jawab Sosia dan lingkungan adalah Perseroan Terbatas
yang menjdankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan
sumber daya dam wagib melaksanakan Tanggung Jawab Sosid dan
Lingkungan.

Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber
daya dam adadah Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya mengelola dan
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memanfaatkan sumber daya aam, sedangkan Perseroan Terbatas yang
menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya aam
addah Perseroan Terbatas yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan
sumber daya dam, tetapi kegiatan usshanya berdampak pada fungs
kemampuan sumber daya alam.

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan Terbatas
yang serad, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan
budaya masyarakat setempat. Tanggung Jawab Sosal dan Lingkungan
merupakan kewgiban Perseroan  Terbatas yang dianggarkan  dan
diperhitungkan sebagai biaya Perseroan Terbatas yang pelaksanaannya
dilakukan dengan memperhatikan kepatutan kewgaran Perseroan Terbatas
yang tidak melaksanakan kewgjiban tanggung jawab Sosd dan lingkungan
dikenai sanks sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tanggung jawab Sosa dan lingkungan ini kurang
lengkap, karenatidak memberikan sanks bagi perusahaan yang tidak bersedia
mematuhi  kewgjiban tanggung jawab Sosd dan lingkungan UU PT
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosal
dan Lingkungan diatur dengan peraturan Pemerintah. Mengenal bentuk sanks
yang akan dikenakan terhadap perseroan yang tidak memenuhi kewgjiban
mengenal tanggung jawab Sosia dan lingkungan akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah Pengaturan mengenai tanggung jawab Soda dan lingkungan
dalam Undang-undang No0.40 tahun 2007 adadah langkah mundur bila
dibandingkan dengan ketentuan Undang-undang No.25 tahun 2007 tentang
Penanaman Modd. Pasal 5 dan 34 UU No.25 tahun 2007 menentukan bahwa
Setigp penanam moda berkewsjiban untuk:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

2. Melaksanakan tanggung jawab Sosial perusahaan.

3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan
menyampai kan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha
penanam modal dan

5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Sedangkan sanks yang diterapkan terhadap perseroan yang tidak mematuhi
kewsajiban mengenai tanggung jawab Sosid perusahaan ada ah:

1. Peringatan tertulis

2. Pembatasan kegiatan usaha

3. Pembatasan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal, dan
Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal, sanksi
administratif, badan usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.3 Pro Kontra Dalam Pelaksanaan CSR

Permasalahan yang mungkin timbul dan masih terus diperdebatkan adaah
gpakah perusahaan mempunyal tanggung jawab Sosid dan lingkungan
Perusahaan memang merupakan benda mati, namun perusahaan sebagal suatu
badan hukum dikenddikan oleh pdaku-pelaku bisnis, yang harus memikul
tanggung jawab Sosiad (mord), di mana tanggung jawab mord ini dapat
menjadi cerminan (mordistic view).

Menurut Richard T. De George, ada dua pandangan mengenai hakikat sebuah
perusahaan. Y ang pertama addah pandangan organisasiond (organizantiond
view) dan yang kedua adalah pandangan moralistis (mordigtic view). Menurut
pandangan organisasona, sebuah perusahaan bukanlah suatu pribadi yang
bersfat damiah (natural person). la tidek ada secara alamiah, melainkan
didirikan dan diciptakan oleh manusia. la bahkan hanya daam ide, sebuah
konsep abstrak, tak dapat kita lihat dan tak dapat kita raba. Memang ada yang
dapat dilihat dan diraba, tetapi yang depat dilihat dan diraba itu bukanlah
perusahaan itu sendiri.

Dengan demikian perusahaan adalah sebuah entitas menurut  hukum
Perusshaan addah krees manusia atau aktivitas daam bidang bisnis, ia
merupakan sebuah organisas lain seperti dalam bidang pendidikan, olahraga
atau kesehatan. Tujuannya addah bersfat khusus dan sddu terbatas.
Misanya, untuk memperoleh keuntungan atau untuk menghasilkan maksud
dan tujuan didirikannya sebuah perusahaan dapat sgja banyak tetapi betapapun
banyaknya ia sddu tertentu, khusus dan terbatas. Kita sddu dapat
mengatakan bahwa perusahaan tertentu didirikan untuk tujuan ini, bukan untuk
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tujuan lain. Apa tujuan dari pendirian suatu badan usaha, dapat dilihat dari
anggaran dasar Perseroan Terbatas atau dalam peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan kegiatan usaha bersangkutan.

Oleh karena sebuah perusshaan itu bukan pribadi, maka untuk dapat
beroperas ia memang pasti memerlukan manusiamanusia, pribadi-pribadi.
Menurut pandangan organisasiona ini, di dalam perusahaan, pribadi-pribadi
tersebut tidak bertindak sebagal pribadi, Mereka adalah pelaku peaku yang
tanpa pribadi (impersona agents). Orang-orang yang berbeda di dalam
perusahaan ddam fungsi-fungs bukan pribadi-pribadi. Dalam melakukan
kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusannya atau pejabatnya, tetapi
yang harus dilihat adalah perseroannya, karena bertanggung jawab addah
perseroan sebagal badan hukum (legd entity). Dalam hal ini tanggung jawab
Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksinya

Mereka bertindak untuk dan atas nama badan hukum yang menjaankan
aktivitas usaha bukan atas nama pribadi. Mereka addah fungs-fungs untuk
mewujudkan dan melaksanakan apa yang telah digariskan sebagal maksud dan
tujuan didirikannya perusahaan itu. Artinya, maksud dan tujuan yang tertentu,
khusus dan terbatasitu.

Dengan demikian, sebuah perusahaan bukan pribadi alamiah, ia juga bukan
“pribadi moral” . la sama sekdi tidak memiliki kelengkapan untuk bertindak
dan dituntut sebagal “pribadi mora”. Berbicara mengenai mora dalam
hubungan dan tindakan tanduk sebuah perusshaan dianggap sebagal sebuah
kesdahkaprahan kategoria. 1a merupakan kerancuan konseptua yang serius.
Kita menuntut sesuatu yang sungguh-sungguh tidak pada tempatnya Kita
menuntut pertanggungjawaban mora terhadap yang bukan manusia Padahal
menurut hakekatnya, pertanggungjawaban mora hanya dapat dimintakan
kepada pendukung hak dan kewajiban.

Oleh karena, maka baik perusahaan maupun orang-orang yang bertindak atas
nama perusahaan tidak dapat kita minta pertanggungjawaban mora. Ini tentu
sgjatidak berarti bahwa perusahaan dapat melakukan gpa sga untuk mencapai
tujuannya. Ada batas-batas yang mesti dipatuhi Namun batas-batas itu adalah
batas-batas hukum, bukan batas-batas mora. Sebuah perusshaan adalah
sebuah badan hukum, oleh karenaiitu ia dapat dibatasi oleh hukum.
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10.4 Etika Bisnis Dalam Pelaksanaan
CSR untuk mewujudkan GCG

10.4.1 Nilai-Nilai Etika dalam Bisnis

Etik atau etika berasal dari bahasa Y unani ethos yang berarti kebiasaan atau
adat, sedangkan yang kedua berasd dari Yunani pula, yaitu ethikos yang
artinya perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusa
dalam perilakunya. Veronica Komadawati dalam bukunya Hukum dan Etika
dalam Praktik Dokter menyebutkan bahwa, yang dimeksud dengan etika
adalah pedoman, patokan, ukuran untuk menilai perilaku manusia yang baik
itu buruk yang berlaku secara umum dalam kehidupan bersama.

Etika mempunyai nilai yang mendalam dan meresap ke dalam sdluruh aspek
kehidupan manusa, serta menguasai seluruh kehidupan manusia yang paing
hakiki, etika lahir dari konsensus dan kekuatan berlakunya turun-temurun,
gpabila terjadi pdanggaran maka sanksinya bersfat mora pskologis yaitu
dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Kita mengena sgumlah igtilah: etika,
etiket, dan sebagainya Perbedaan antara sgumlah idtilah ini harus kita
tabrakan satu persatu agar didapatkan pengertian etika yang jernih dan tidak
bercampur-baur antara satu dengan lainnya.

Etiket adalah tata krama, atau sopan santun, membahas apa yang sopan dan
pantas. Contohnya: apabila kita menjamu tamu, maka sudah merupakan hal
yang umum untuk mempersilahkan tamu mengambil makanan terlebih dahulu.
Etika adaah pembahasan tentang suatu perilaku berdasarkan kaidah benar-
salah, baik-buruk, tepat-tidak, yang berangkat dari suatu standar penilaian
tertentu yang dianggap ideal dan luhur. Setelah kita mengetahui dengan jelas
gpa perbedaan antara etika dengan etiket, maka untuk lebih memahami gpaitu
etika sesungguhnya maka kita perlu juga untuk membedakan etika dengan
moralitas.

Morditas addah sstem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik
sebaga manusa. Sistem nila terkandung dalam garan berbentuk petuah,
nasehat, wejangan, peraturan, perintah, dan semacamnya yang diwariskan
secara turun temurun melalui agama atau kebudaysan tertentu tentang
bagaimana manusa harus hidup secara baik agar ia benar benar —benar
menjadi manusia yang bak. Morditas addlah tradis kepercayaan ddam
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agama atau kebudayaan, tentang perilaku yang baik dan buruk. Morditas
memberi manusia aturan atau petunjuk konkret tentang bagaimana ia harus
hidup, bagaimana dia harus bertindak dalam hidup ini sebaga manusia yang
baik, dan bagamana menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik.
Sedangkan etika, harus dipshami sebagal sebuah cabang filsafat yang
berbicara mengenai nilai dan normamoral. Nilai addah sesuatu yang berguna
bagi seseorang atau kelompok orang dan karena itu orang atau kelompok itu
sdldu berusaha untuk mencapainya karena pencapaiannya sangat memberi
makna kepada diri serta sdluruh hidupnya, sedangkan norma adalah auran
atau kaidah perilaku dan tindakan manusia

Dengan demikian, seperti dikatakan Magnis Suseno, bahwa etika adalah
sebuah ilmu dan bukan sebuah garan. Moralitas adalah petunjuk konkrit yang
dgp paka tentang bagamana kita harus hidup, sedangkan etika adalah
perwujudan dan pengeg awantahan secara kritis dan rasiona garan mora yang
Sgp pakai. Akan tetepi, keduanya mempunya fungs yang sama yaitu
memberi orientas bagaimana dan kemana kita harus melangkah dalam hidup
ini. Apakah ada yang dilarang oleh masyarakat kita memang benar-benar hal
yang buruk. Mengapa saya harus bertindak begini dan tidak boleh begitu?
Apakah saya harus sddu jujur ddam segaa stuas? Ini adalah pertanyaan
yang menuntut sikap kritis dan rasona dalam rangka mewujudkan norma-
normamoral, inilah etika.

Etika adalah reflekd kritis terhadgp morditas, etika hanya bermaksud
menghimbau orang lain untuk bertindak sesuai dengan morditas, etika hanya
bermaksud menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara bebas dan

dapat dipertanggungjawabkan.
Etika dalam kaitannya dengan nilai dan norma, dapat kita bagi menjadi:

1. Etika deskriptif, memberi fakta sebaga dasar untuk mengambil
keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil

2. Etika normatif, memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagal
dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Norma dalam kehidupan kita berfungs memberikan pedoman bagaimana kita
harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, juga sebagal dasar penilaian
mengenal baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Secara umum kita dapat
membedakan menjadi 2 (dua) macam norma, sebagal berikut norma khusus,
yaitu aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kegiatan yang khusus
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misalnya auran mengenai cara peminjaman gedung olah raga; dan norma
umum yaitu aturan yang berlaku umum dan universal.

Normaumum dibagi dalam:

1. Norma sopan santun, yakni norma yang mengatur perilaku dan sikap
lahiriah, misalnyatata cara bertamu

2. Norma hukum, yakni norma yang dituntut dengan tegas oleh
masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan
kesgjahteraan masyarakat

3. Norma moral, yakni aturan mengenai sikap dan perilaku manusia
sebagal manusia, mengacu pada baik buruknya manusia sebagai
manusia

Etika secara umum dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika
umum berbicaramengenai:

1. Kondisi-kondis dasar bagaimana manusia bertindak secara etis

2. Bagaimana manusia mengambil keputusan etis

3. Teori-teori etika

4. Prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia
dalam bertindak; serta

5. Tolok ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan

Sehingga etika umum dapat dianaogikan dengan ilmu pengetahuan yang
membahas mengena pengertian umum dan teori-teori. Etika khusus berbicara
mengenai penerapan prindp-pringp moral dasar dalam bidang kehidupan yang
khusus. Etika khusus dibagi-bagi menjadi dua, yaitu etika individua dan etika
Sosd. Etika individuad menyangkut kewgiban dan skap manusia terhadap
dirinya sendiri. Etika Soda berbicara mengenai kewgjiban, skap, dan pola
perilaku manusa sebagal anggota umat manusia. Etika Sosal menyangkut
hubungan manusia dengan manusia, baik secara perorangan dan langsung
maupun secara bersama dan dalam bentuk kelembagaan, skap kritis terhadap
pandangan dunia dan ideologi, Skap dan pola perilaku dalam bidang kegiatan
masing-masing, maupun tentang tanggung jawab manusa terhadap makhluk
hidup lainnya sertaadam semesta pada umumnya.

Etika bisnis menyangkut penergpan prinsip-prindp etika ddam dunia bisnis,
atau secara lebih konkrit lagi penergpan pringp-pringp etika dalam keputusan



134 Good Corporate Governance (GCG)

dan tindakan bisnis. Apakah seseorang akan mengambil tindakan tertentu
karena memang baik, serta baiknya tujuan atau akibat itu untuk sgpa. Etika
Bisnis sangat dipengaruhi oleh sstem budaya serta kebijaksanaan ekonomi-
Politik suatu masyarakat/ negara

10.4.2 Relevansi Etika Bagi Kehidupan Manusia

Dunia menginjak pada millennium ini dipenuhi suatu keyakinan bahwa
kemguan diberbagal bidang kehidupan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi,
seni dan sebagainya akan membantu manusa dalam memecahkan segaa
persoalan yang dimilikinya. Akan tetapi, pada kenyataannya di mana IPTEKS
ternyata tidak dapat membantu secara optima di ddam manusa
mempertahankan eksstens dirinya. Himpitan kehidupan keras terutama guna
memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama di kota-kota besar telah membawa
manusia modern pada suatu kondis di mana manusia yang satu menjadi
serigda bagi manusa lainnya, sehingga dirasakan bahwa etika masih relevan
untuk di dalami saat ini.

Oleh karena itu, terdapat bebergpa dasan mengapa mempegari etika sangat

penting:

1. Di dalam mengambil keputusan harus memperhatikan etika, di mana
etika menyangkut nilai-nilai luhur dalam bertindak, dalam kehidupan
seseorang dan menyangkut berbagal prinsip yang menjadi landasan
bagi perwujudan nilai-nilai tersebut dalam semua bentuk dan jenis
interaks dan hubungan antar manusia;

2. Setiap bentuk kerjasama oleh sekelompok manusia didasarkan pada
konveksi, kebiasaan, dan kesepakatan bersama, sehingga penerapan
etika dalam semua segi kehidupan dan pengalaman hidupnya perlu
diperhatikan;

3. Etika dapat dijadikan sebagal pedoman berperilaku serta alat
pengendali;

4. Etika menunjukkan nilai hakiki dari kehidupan manusia

10.4.3 Etika Dalam Profesi dan Bisnis

Profes merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagal kegiatan pokok untuk
menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan suatu keshlian tertentu.
Profes tentu tidek sama dengan pekerjaan pada umumnya Profes
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mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai
suatu pekerjaan atau kegiatan utama, serta dijadikan sebagai sumber utama
nafkah hidup, dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendaam.

Suatu pekerjaan depat dikategorikan sebagal profes, dengan mengena ciri-
cirinya, Sonny Keraf ddam bukunya Etika Bisnis menyatakan: Pertama,
adanya pengetahuan khusus. Profes sdau mengandalkan adanya suatu
pengetahuan atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh sekelompok orang
yang profesona untuk bisa menjaankan tugasnya dengan baik. Pengetahuan
atau keterampilan ini biasanya dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dengan
menggunakan standar seleks yang ketat dan keras. Kedua, terdapat kaidah dan
standar mord yang sangat tinggi, umumnya terdapat suatu aturan permainan
dalam menjdankan atau mengemban profes itu, yang biasanya disebut
sebaga kode etik. Kode etik ini harus ditaati dan dipatuhi oleh anggota profes
yang bersangkutan. Ketiga, pengabdian kepada kepentingan masyarakat.
Keempat, biasanya ada ijin khusus untuk bisa menjaankan suatu profes.
Kelima, kaum profesona biasanya menjadi anggota dari suatu organisas
profes.

Pringp etikayang berlaku pada kaum profesiond addah:

1. Tanggung jawab, setigp orang yang mempunyai profesi diharapkan
selalu bersikap bertanggung jawab bak terhadap pelaksanaan
pekerjaan itu maupun terhadap hasil dari pekerjaannya. Untuk dapat
bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan dan hasil dari tugasnya,
maka kondisi yang prima, kompetensi yang prima, serta bekerja
secara efisien dan efektif merupakan hal yang harus dipenunhi;

2. Keadilan, dalam rangka pelaksanaan profesi maka perlu menghargai
hal dari pihak-pihak lain;

3. Otonomi prinsip ini menuntut agar kaum professional diberi
kebebasan dalam menjalankan profesinya

Perhatian etika untuk bisnis telah ada seumur dengan bisnis itu sendiri, jadi
sgjak bisnis lahir daam rangka manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, saat
ini etika pun sdlalu mendampingi kegiatan bisnis. Etika bisnis untuk pertama
kali timbul di Amerika Serikat tahun 1970-an. Saat ini etika bisnis mempunyai
gatus ilmiah yang sudah diterima sebaga ilmu yang mapan serta memiliki
ciri-ciri spesifik untuk dapat dikatakan sebagai ilmu.



136 Good Corporate Governance (GCG)

Etika bisnis sebaga suatu ilmu dapat dikatakan masih relatif muda karena baru
berkembang pesat pada dekade terakhir ini. Pandangan yang menilai negatif
terhadap pentingnya etika bisnis ini didasarkan pada suatu pendapat bahwa
etika dan bisnis merupakan dua ha yang berbeda serta terpisah satu samalain.
Sehingga, bisnis tidek dapat dinilai dari sudut pandang etika Oleh karena itu,
bisnistidak mengend etika dan sudah sewgarnyadi dadam menjalankan bisnis
tidak perlu mempertimbangkan sudut etika.

Terdapat beberapa argumen yang menyatakan bahwa pada dasarnya di dalam

menjalankan kegiatan bisnis diperlukan etika, yaitu:

1. Bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit melainkan
mempertimbangkan nilai-nila manusiawi, kalau tidak akan
mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun
berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis;

2. Bisnis dilakukan diantara manusia yang satu dengan manusia yang
lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientas
bagi keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam
berhubungan bisnis) atau dengan yang lainnya.

3. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, jadi
orang bisnis yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-
norma etis pada iklim bisnis yang semakin professional justru akan
menang;

4. Legalitas dan moralitas berkaitan akan tetapi berbeda satu sama lain,
karena suatu kegiatan yang diterima secara legal, belum tentu dapat
diterima secaratis;

5. Etika harus dibedakan dalam ilmu empiris, yang mendasarkan pada
suatu gejala atau fakta yang berulang terus-menerus dan terjadi di
mana-mana akan melahirkan suatu hukum ilmiah yang berlaku
universal;

6. Situas khusus yang menyebabkan pengecualian terhadap etika tidak
dapat dijadikan alasan untuk menilai bahwa bisnis tidak mengenal
etika;

7. Aksi protes yang terjadi di mana-mana menunjukkan bahwa masih
banyak orang serta kelompok masyarakat yang menghendaki agar
bisnis dijalankan secara baik dan mengindahkan norma etika.



Bab10 Corporate Social Responsibility dan GCG 137

Etika khusus dan etika tergpan, ddam penerapan memiliki bebergpa pringp,
yaitu:

1. Prinsip otonomi, yakni sikap dan kemampuan manusia untuk n tidak
berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik
untuk dilakukan

Prinsip kejujuran

Prinsip tidak berbuat jahat dan prinsip berbuat baik

Prinsip keadilan

Prinsip hormat kepada diri sendiri

S A

Richard De George menyatakan bahwa perusshaan yang ingin mencatat
sukses ddam bisnis membutuhkan tiga ha pokok, yaitu: produk yang baik,
mangemen yang mulus, dan etika. Produk yang baik serta mangjemen yang
mulus merupakan ha yang dapat dicapai dengan memanfaatkan sdluruh
perangkat ilmu dan teknologi modern, serta memakai ilmu ekonomi dan teori
mangemen, sedangkan perhatian terhadap etika ddam bisnis mash minim
atau dapat dikatakan kurang mendapat perhatian serius.

Bisnis tidak melulu berurusan dengan naiknya angka penjuaan, terdapatnya
keuntungan yang cukup sgnifikan namun juga tidak terlepas dari segi-segi
mord, sehingga dapat dikatakan bahwa good bussines memiliki makna mora.
Bisnis harus berlaku etis didasarkan pada:

1. Tuhan adalah hakim kita

2. Kontrak Sosial, hidup dalam masya berarti mengikat diri untuk
berpegang pada nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat
yang telah disepakati bersama, oleh karena itu moralitas mengipas
serta mempersatukan orang bisnis. Moralitas merupakan syarat
mutlak yang harus diakui oleh semua orang jika ingin terjun dalam
kegiatan bisnis;

3. Keutamaan, merupakan penyempurnaan tertinggi dari kodrat
manusia. Orang bisnis yang berteknologi modern harus mempunyai
integritas.

Pernyataan yang menyatakan bahwa tidak perlunya nila  etis dadam
menjalankan bisnis saat ini sudah mula ditinggalkan, karena para peaku
bisnis saat ini menyadari bahwa untuk tetap mempertahankan kegiatan
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bisnisnya maka terdapat semboyan baru seperti: ethics pay, good business is
ethical business, corporate ethics: a prime business assat. Akan tetapi, tidak
berarti bahwa etika adalah segalanya, dan dengan menjunjung tinggi nilai etika
maka bisnis akan berjaan dengan lancar.

Suatu hal yang perlu kita perhatikan agar kegiatan bisnis berjaan dengan baik,

yakni:

1. Etika bisnis hanya bias berperan dalam suatu komunitas moral, tidak
merupakan komitmen individual sgja, tetapi tercantum dalam suatu
kerangka Sosial;

2. Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka
panjang, tidak berfokus pada keuntungan jangka pendek sgja;

3. Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan
stake holders yang penting untuk diperhatikan;

4. Etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam bisnis
internasional;

Uraian di atas menunjukkan bahwa apabila kita menjadi pelaku bisnis pada
zaman modern ini harus memperhatikan serta menjunjung tinggi nilai etis agar
dapat bertahan. Pembahasan isu dan permasalahan daam tanggung jawab
Sosd perusshaan tidak dapat terlepas dari permasdahan etika bisnis karena
premis dasar tanggung jawab Soda perusahaan memiliki dimens etika. Etika
dalam ha ini merupakan suatu konseps mengenal tindakan yang benar atau
salah. Penulis lain mendefinisikan etika sebagal suatu pendekatan Sstematis
atas pertimbangan mora berdasarkan pendaran, andids, dntesis, dan
perenungan. Etika ini bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai
tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Semua aspek
kehidupan sdau berkaitan dengan etika yang dijadikan sebagai acuan atau
pedoman untuk melakukan perbuatan baik.

Etika menjadi dasar atau landasan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-
hari maupun dalam bisnis. Penerapan etika secara umum dalam perilaku bisnis
inilah yang kita kend sebaga etika bisnis. Etika bisnis menunjukkan perilaku
etis maupun tidak etis yang dilakukan oleh karyawan dadam suatu bisnis.
Standar-standar dalam etika bisnis inilah yang dipaka sebaga standar
penilaian gpakah aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan dinila
sebagai bisnisyang baik atau buruk.
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Sebagal bagian dari komunitas masyarakat, perusahaan memiliki tanggung
jawab Sosal yang sama dengan masyarakat. Namun pada kenyataannya, tidak
dapat dipungkiri peran-peran perusahaan di Indonesia saat ini sebagian besar
hanya sebatas memberikan dukungan dana secara sukardla (voluntary) dan
bersfat kedermawanan (philanthropy) sehingga kegiatan yang dilaksanakan
kurang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menjadi target
sasran. Mash minimnya peran perusshaan daam kehidupan Sosa
perusahaan hanya sekedar untuk dikend oleh masyarakat atau bahkan hanya
mendapatkan namabaik dimata konsumen mereka

Sdanjutnya sebagal agen mord, bertindak etis bukanlah sekedar aturan atau
pedoman belaka melainkan sebuah tuntutan dan kewsjiban mora yang harus
dilakukan oleh perusshaan. Dalam bukunya yang berjudul “Business and
Society. Corporate Strategi, Public Policy, Erthics’ mengemukakan beberapa
alasan mengapa perusahaan harus bertindak etis.

Alasan-alasan tersebut meliputi:

1. Adanya peningkatan harapan publik agar perusahaan menjalankan
bisnis secara etis, dan bagi perusshaan yang tidak berhasil
menjalankan bisnisnya secara etis akan mengalami sorotan, kritik
atau bahkan hukuman.

2. Perusahaan dibatasi oleh etika bisnis yang ada agar tidak melakukan
tindakan-tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan yang
lain.

3. Penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja
perusahaan yang dapat dicapai melalui terjadinya penurunan risiko
korupsi, manipulasi penggelapan dan berbagai bentuk perilaku yang
tidak etislainnya,

4. Penerapan etika bisnis seperti kejujuran, menepati janji dan menolak
suap dapat meningkatkan kualitas hubungan bisnis antara kedua
belah pihak yang melakukan hubungan bisnis,

5. Agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan
karyawan maupun competitor yang bertindak tidak etis,

6. Penerapan etika perusahaan secara baik di dalam suatu perusahaan
dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh
pemberi kerja, dan
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7. Mencegah agar perusahaan tidak memperoleh sanksi hukum karena
telah menjalankan bisnis secaratidak etis.

10.4.4 Tata Kelola CSR Dalam Mewujudkan Prinsip GCG

Perkembangan perekonomian juga mengakibatkan semakin  banyaknya
Perusahaan yang bergantung pada modal ekstren yang berasal dari Equity
Capital dan pinjaman, yang dibutuhkan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan
usshanya, melakukan investas, dan membanggakan usshanya. Untuk
kepentingan tersebut, perusahaan perlu memberikan kepastian kepada
pemegang ssham dan penyandang serta ekstren, bahwa dana-dana tersebut
digunakan secara tepat dan efisen, serta mangemen pengelola yang ditunjuk
oleh perusahaan bertindak yang terbailk untuk kepentingan perusahaan.
Kepastian dimaksud hanya diberikan apabila perusahaan menerapkan prindp-
pringp dasar ddam GCG, karena dengan tercapainya GCG, Perusahaan dapat
menciptekan lingkungan kondusf terhadap pertumbuhan usshanya yang
efisen dan berkesinambungan.

Perusahaan sebagal subjek hukum yang merupakan penyandang hak dan
kewgjiban, berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf ( @ UU Nomor 25 Tahun
2007, berkewgjiban menerapkan GCG. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf
(@ Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep 117/M-
MBU/2002 Tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance Pada
Badan Usaha Milik Negarad BUMN (Kepmen BUMN Nomor Kep 117/M-
MBU/2002), GCG merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh
organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas
Perusahaan guna mewujudkan nilai RUPS dalam jangka panjang, dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan
perundang-undangan dan nilai-nila etika

Secara umum, ada 5 (lima) prindp dasar yang harus dilaksanakan Perusahaan
dalam menerapkan GCG.

o Pertama, Akuntabilitas, yaitu kejelasan pembagian tugas, wewenang
dan tanggung jawab masing-masing organ yang diangkat melalui fit
and proper test, sehingga pengelolaan Perusahaan dan efektif dan
efisien.

o Kedua, Kemandirian, yaitu pengelolaan Perusahaan secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh maupun
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paksaan serta tekanan pihak manapun, terutama RUPS mayoritas,
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

o Ketiga, Transparansi, yaitu keterbukaan terhadap proses pengambilan
keputusan dan penyampaian informasi mengena segala aspek
Perusahaan, terutama yang berkaitan dengan stakeholder secara benar
dan tepat waktu.

o Keempat, Pertanggungjawaban, yaitu perwujudan kewajiban organ
undangan, dan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian visi, misi,
tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

o Kelima, Kewagjaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenunhi
hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan.

Menurut Ainum Naim, penergpan GCG dihargpkan setidaknya dapat
mencapa 4 (empat) Stuas idedl yang menjadi target pencapaian. Pertama,
exigence of busness efficient market, efficient regulation, and efficient
contract (keberadaan bisnis yang dikelola secara fair, mencakup efisens
pasar, efisens regulad, dan efisens kontrak). Kedua, information regarding
the (fair) price and specification of goods and services being exchange is
availableto all parties (adanyainformas tentang harga spesifikas dari barang
dan jasa yang menjadi objek pertukaran para pihak). Ketiga Each party ia
ableiswilling to comply to the rules and regulations, and condition in contract
(kemauan dan kemampuan para pihak untuk mengikuti aturan dan regulad,
syarat-syarat, dan kondis dadam kontrak). Keempat, judicial processes exist
and are able to implement the rules and to execute punishment to the non
compliant of the contract (adanya proses peradilan, kepagtian hukum, dan
pel aksanaan hukum bagi pihak yang tidak mel aksanakan kontrak).



142 Good Corporate Governance (GCG)




Bab 11

GCG dan Praktik Kecurangan
(Fraud)

11.1 Agency Theory

Kesadaran akan pentingnya implementas Tata Kelola Perusahaan yang Baik
atau Good Corporate Governance (GCG) bermula dari adanya masdah
keagenan atau yang sering disebut dengan agency problem. Masaah keagenan
merupakan konflik kepentingan yang terjadi antara pihak yang berperan
sebagal principd dan pihak yang berperan sebagai agent. Dalam konteks
korporas, agency problem terjadi karena adanya pemisshan antara
kepemilikan dan pengenddian perusahaan. Kepemilikan perusshaan berada
pada pemilik modal atau disebut dengan shareholder, dan daam ha ini
bertindak sebagai pihak principa. Sedangkan pengendalian perusahaan berada
pada pengelola bisnis atau disebut dengan manager, dan ddam hd ini
bertindak sebagai pihak agent (Jensen and Meckling, 1976).

Kedua pihak tersebut, baik shareholder sebagal principa maupun manager
sebagal agent, memiliki kontribus yang sama pentingnya dalam berjaannya
suatu perusahaan. Shareholder berkontribus dalam hal pendanaan perusahaan,
sedangkan manager berkontribus ddlam ha waktu, tenaga, pemikiran, skills,
networking, maupun keshlian-keahlian lainnya yang diperlukan daam
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menjalankan bisnis dari perusahaan tersebut. Di 99 lain, masing-masing pihak
juga memiliki kepentingan yang bertolak belakang, sehingga seringkali
menjadi potens konflik.

Tujuan utama shareholder menanamkan modanya ddam pendirian suatu
perusahaan adalah untuk memperoleh kemakmuran finansid yang maksimal
melalui pencapaian laba (profit) sebesar-besarnya dari aktivitas bisnis yang
dijalankan oleh perusashaan. Konsep ini disebut dengan shareholder wedth
maximization. Sedangkan manager bersedia meluangkan waktu, tenaga,
pemikiran, dan kontribus lainnya untuk perusahaan dengan maksud untuk
mencapa kenyamanan dan kemakmuran bagi kehidupan pribadinya. Tentu
sgjatujuan manager ini bertentangan dengan shareholder wealth maximization,
sehinggatimbul masalah keagenan atau agency problem (Solomon, 2007).

Sdah satu bentuk agency problem yang sering terjadi yaitu berupa tuntutan
manager akan bonus yang tinggi. Pemberian bonus yang tinggi tentu akan
memberikan kenyamanan bagi kehidupan pribadi manager, namun nilai bonus
yang tinggi tersebut di SS9 lain akan mengurangi nilai keuntungan yang dapat
dinikmati oleh shareholder. Sdain itu, agency problem juga sering terjadi pada
kehijakan struktur modal di perusahaan. Shareholder cenderung ingin segera
menikmati keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen, sedangkan untuk
ekspand  ussha, manager biasanya lebih mengutamakan nilai laba ditahan
(retained earning) sebaga sumber pendanaannya daripada hutang. Nila
retained earning yang besar tentu sgjaakan mengurangi nilai dividen.

Perbedaan kepentingan antara shareholder dan manager ini seringkai menjadi
penyebab terjadinya kecurangan atau fraud karena hanya mengutamakan
kepentingan pihak tertentu sgja Kasus Enron dan WorldCom yang terjadi
pada tahun 2002 di Amerika Serikat merupakan contoh nyata dari agency
problem yang berujung pada fraud yang pada akhirnya membawa kehancuran
bagi perusahaan dan kerugian yang besar bagi banyak pihak.

Sebagaimana yang kita ketahui, ada banyak pihak yang terlibat baik secara
langsung maupun tidak langsung dalam pendirian dan berjdannya suatu
perusahaan. Pihak-pihak yang dimaksud addah perorangan, kelompok, atau
organisas yang dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh keberadaan
maupun aks korporas yang dilakukan oleh suatu bisnis. Pihak-pihak ini
disebut dengan stakeholders (Freeman and McVea, 2005). Pihak-pihak yang
termasuk ddam dakeholders antara lain addah para pemilik moda
(shareholder), karyawan dan manager, supplier, customer, creditor,
pemerintah, maupun masyarakat umum.
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Masng-masing pihak tersebut memiliki berbagai kepentingan yang berbeda
satu samalain. Dengan demikian, perusahaan dianggap sebagai kumpulan dari
berbagai kepentingan dan gabungan dari beberapa kontrak atau disebut dengan
nexus of contracts (Coase, 1937). Agency problem yang tidak tersdesaikan
dengan bak akan menyebabkan timbulnya kecurangan atau fraud yang
dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya masing-
masing tanpa memperhatikan kepentingan pihak-pihak lainnya. Hal ini tentu
sgja akan mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak.

Penerapan GCG merupakan suatu upaya penting dalam pencegahan terjadinya
fraud, karena pada dasarnya GCG merupakan sstem check-and-balances bagi
pihak-pihak internd dan eksternal perusshaan agar dapa menjamin
akuntabilitas perusthaan bagi  kepentingan sduruh  stakeholders  dan
mengupayakan agar bisnis dapat dijalankan secara bertanggung jawab
(Solomon, 2007). Untuk mengupayskan agar sdluruh kontrak daam
perusahaan dapat berjdan dengan baik, dan mencapa keseimbangan di antara
sdluruh kepentingan dtakeholders tanpa merugikan satu sama lain, maka
diperlukan implementas pringp-prindp GCG secara nyata, yaitu
trangparency, accountability, responshility, independency, dan fairness.
Sebdlum membahas lebih jauh mengenai keterkaitan GCG daam upaya
pencegahan praktik-praktik fraud, makaterlebih dahulu kita perlu mempe gari
definis-definis fraud yang dikemukakan oleh beberapa ahli maupun ingtitus.

11.2 Definisi Fraud

Secara umum fraud diartikan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai kecurangan,
namun terdapat beberapa rumusan definis dari para ahli maupun organisas
yang kompeten mengenai penjelasan fraud secara lebih detail. Association of
Certified Fraud Examners (ACFE), suatu lembaga internasond yang
merupakan organises profes pemeriksa kecurangan, mendefiniskan fraud
dalam arti luas sebagai penipuan. Fraud mencakup keahatan dalam bentuk
apapun yang menggunakan penipuan sebagal modus operandi utamanya
Daam mendefiniskan fraud, ACFE merujuk pada Black's Law Dictionary
yang mengartikannya sebagai penygjian yang sdah tentang kebenaran atau
penyembunyian fakta materid yang mendorong seseorang bertindak
menimbulkan kerugian bagi orang lain. Fraud juga mencakup tindakan yang
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dilakukan secara senggja untuk mengambil harta atau uang orang lain dengan
tipu mudlihat, penipuan, atau cara-carayang tidak adil lainnya (ACFE, 2021).

Fraud dapat juga didefiniskan sebagal tindakan yang dilakukan dengan
kesenggjaan untuk mencapai tujuan tertentu bagi pribadi atau sekelompok
orang, dan tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak atau lembaga
tertentu. Dalam definis ini, fraud juga mencakup beberapa makna, antaralain
kecurangan, kebohongan, penipuan, keahatan, penggelapan barang,
penghilangan barang bukti, manipulas data, pemutarbdikan fekta, dan
rekayasainformas (Fahmi, 2010).

Definis lain dikemukakan olen Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP). Fraud merupakan tindakan meawan hukum yang
dilakukan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang berasa dari dalam maupun
dari luar organisas yang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi
pribadi atau kelompoknya, namun membawa kerugian bagi pihak lain secara
langsung (BPKP, 2021).

Tidek ada ketentuan yang pasti untuk mendefiniskan fraud karena fraud
merupakan idilah umum yang meliputi bermacam-macam cara yang
dihaslkan oleh kecerdasan manusa dan digunakan oleh seseorang untuk
memperoleh keuntungan atas suatu keterangan aau tindakannya yang palsu.
Fraud mdiputi berbagai igtilah, antaralain tipu daya, kelicikan, dan cara-cara
yang tidek adil lainnya. Fraud pun didefiniskan sebagai representas tentang
suatu ha materia yang sdah atau palsu, dan dilakukan dengan senggja oleh
seseorang atau sekelompok orang, yang kemudian diyakini dan ditindaklanjuti
oleh korban sehingga membawakerugian bagi korban (Albrecht et d., 2012).

Berdasarkan definig-definis yang telah dikemukakan oleh para ahli maupun
oleh berbaga indtitud, dapat kita rumuskan definis fraud secara umum terdiri
dari bebergpa e emen kata atau frasa kunci, yaitu: (1) tindakan; (2) penipuan;
(3) manipulag; (4) sengga (5) melawan hukum; (6) keuntungan pribadi atau
kelompoknya (7) kerugian pihak lain. Dengan kata lain, fraud dapat kita
artikan sebagal suatu tindakan penipuan yang beris manipulas yang dilakukan
secara sengga dan bertentangan dengan hukum dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan bagi pribadi maupun bagi kelompok tertentu, namun
membawa kerugian bagi pihak-pihak lain maupun kelompok lainnya. Untuk
memperjelas pembahasan mengenal fraud, pada bagian berikutnya kita akan
membahas bentuk-bentuk aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai fraud.
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11.3 Bentuk-Bentuk Fraud

Terdapat banyak tindakan pelanggaran hukum dalam dunia bisnis dan
korporas yang dapat digolongkan ke daam bentuk fraud. Tindakan fraud
dapat dilakukan oleh pihak-pihak interna maupun eksterna perusahaan.

Berikut ini beberapa contoh tindakan yang dapat dikategorikan sebagai fraud

dalam kegiatan bisnis, antaralain:

1. RekayasaLaporan Keuangan
Rekayasa laporan keuangan merupakan salah satu bentuk fraud yang
paing sering terjadi dan merupakan pelanggaran berat terhadap
prinsip-prinsip GCG, terutama transparanss dan akuntabilitas.
Rekayasa laporan keuangan merupakan penyampaian informas
keuangan yang salah dan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi
sebenarnya. Rekayasa laporan keuangan yang sering terjadi berupa
manipulasi jumlah laba dengan tujuan untuk mempercantik laporan
keuangan agar kinerja keuangan perusahaan terlihat baik dan menarik
bagi investor. Hal ini disebut juga dengan window dressing.
Fraud dalam bentuk rekayasa laporan keuangan atau window
dressing merupakan salah satu bentuk white-collar crime. White-
collar crime atau " kejahatan kerah putih” merupakan tindak kejahatan
yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki
intelektualitas tinggi dan biasanya berasal dari strata sosial yang juga
tinggi, sehingga kejahatan tersebut terselubung dan membuat pihak-
pihak lain tidak menyangka atau tidak merasa curiga akan adanya
fraud tersebut. White-collar crime biasanya dilakukan dengan
perencanaan dan membutuhkan tingkat kecerdasan yang cukup
tinggi.
Telah banyak terjadi kasus-kasus window dressing yang melibatkan
berbagai perusahaan besar di dunia dan berujung pada runtuhnya
perusahaan-perusahaan tersebut dengan kerugian besar bagi para
investornya, antara lain Enron dan WorldCom di Amerika Serikat
pada tahun 2002, Parmalat di Italia pada tahun 2003, Satyam
Computer Services di India pada tahun 2009, dan Lehman Brothers
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di Amerika Serikat pada tahun 2010 (Natalia and Harahap, 2017).
Fraud dalam kasus-kasus window dressing pada perusahaan-
perusahaan besar tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak
mangjemen perusahaan, namun melibatkan pula pihak auditor dari
masing-masing perusahaan yang beberapa di antaranya termasuk
dalam lima auditor terbesar di dunia atau yang disebut dengan The
Big Five. Hal ini tentu sgja merupakan preseden buruk dalam
penegakan prinsip-prinsip GCG. Fraud dalam konteks audit laporan
keuangan diartikan sebagai tindakan yang disenggja dan
menunjukkan itikad tidak baik dengan penyajian atau pengungkapan
dan pernyataan yang sdlah atas laporan keuangan, antara lain
dikarenakan oleh ketidaktepatan pencatatan aktiva (Tunggal, 2007).
Selain merupakan agency problem, fraud berupa rekayasa laporan
keuangan juga merupakan salah satu bentuk asimetri informasi.
Asimetri informasi adalah ketidaksamaan informasi yang dimiliki
dan diterima oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi.
Dalam kasus window dressing, terjadi ketimpangan informasi antara
pihak mangemen dan pihak investor atau shareholder. Pihak
manajemen tidak melakukan pengungkapan (disclosure) secara benar
dan utuh kepada investor, ada sebagian informasi yang
disembunyikan dan disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal
ini tentu sgja merugikan pihak investor, karena pemberian informas
yang salah akan menyesatkan dan mengakibatkan pengambilan
keputusan yang salah pula.
2. Pembocoran Informasi

Bentuk fraud lainnya yang berkaitan dengan asimetri informas
adalah pembocoran informasi. Pembocoran informasi adalah
penyampaian informasi kepada pihak-pihak tertentu yang seharusnya
tidak dilakukan atau belum saatnya untuk diumumkan. Dalam pasar
modal, fraud berupa pembocoran informas dikenal dengan istilah
insider trading atau perdagangan orang dalam. Insider trading
biasanya dilakukan dengan pembocoran informasi mengenai rencana-
rencana corporate action yang belum saatnya diumumkan kepada
publik, antara lain rencana merger, akuisisi, pembagian dividen, stock
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split, reverse stock split, buyback, dan aksi-aksi korporasi lainnya.
Insider trading menyebabkan adanya pihak-pihak pelaku pasar yang
memperoleh informasi lebih dibandingkan dengan pihak-pihak
lainnya, sehingga pihak-pihak yang memiliki informasi lebih tersebut
dapat mengambil keuntungan lebih besar dibandingkan dengan
pihak-pihak lainnya.

Selain di pasar modal, pembocoran informasi juga sering terjadi pada
sektor bisnis barang dan jasa secara umum. Pembocoran informasi
dapat berupa penyampaian hal-hal yang bersifat rahasia yang
seharusnya tidak diungkapkan kepada publik karena merupakan ciri
khas dari perusahaan tertentu, seperti formula, komposisi, desain
produk, strategi-strategi bisnis, dan informasi-informasi rahasia
lainnya. Jika informasi-informasi semacam itu disampaikan kepada
publik, maka pesaing akan dengan mudah meniru dan menyebabkan
kerugian bagi perusahaan tersebut.

Pembocoran informasi juga sering terjadi pada industri perbankan,
asuransi, jasa keuangan financial technology (fintech), dan jasa
keuangan lainnya. Fraud dalam industri ini biasanya berupa
pembocoran data nasabah yang diberikan kepada pihak lain untuk
kepentingan telemarketing atau kepentingan penagihan yang tidak
sesual dengan ketentuan-ketentuan resmi Otoritas Jasa Keuangan
(OJXK). Hal ini merupakan pelanggaran terhadap etika bisnis dan
GCG karena tidak menjaga privacy dan kenyamanan nasabah atau
customer.

Cyber crime atau kejahatan yang menggunakan teknologi informasi
juga merupakan salah satu fraud yang terkait dengan pembocoran
informasi. Aktivitas cyber crime antara lain berupa peretasan data
perusahaan, peretasan data instansi pemerintah, pengambilan data
nasabah perusahaan jasa keuangan tanpa izin, dan tindakan pencurian
data lainnya melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk
memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu melalui
tindakan penipuan dan pencurian dengan memanfaatkan data-data
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tersebut yang tentu saja merugikan pihak lain yang diretas atau dicuri
datanya.

Korups

Korups juga merupakan bentuk fraud yang paling banyak terjadi
dalam dunia bisnis dan pemerintahan. Korups adalah tindakan
penggelapan uang atau barang milik perusahaan, negara, organisasi,
atau pihak-pihak lainnya yang digunakan untuk kepentingan pribadi
atau kelompok tertentu. Dengan kata lain, korupsi adalah tindakan
mengambil segala sesuatu yang bukan haknya. Salah satu contoh
tindakan korupsi adalah melakukan mark up anggaran suatu proyek,
atau mengganti spesifikasi barang yang digunakan untuk suatu
proyek dengan spesifikas yang lebih rendah atau lebih murah,
dengan maksud mengambil keuntungan selisih harga barang tersebut
untuk kepentingan pribadinya. Hal ini tentu sga merugikan
perusahaan atau lembaga penyelenggara proyek, dan juga merugikan
masyarakat umum jika proyek tersebut merupakan proyek untuk
keperluan sipil, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan,
gedung, dan fasilitas umum lainnya karena kualitas barang yang
digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.
Penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau kekuasaan (power abuse)
untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya juga merupakan salah
satu contoh tindakan korupsi, termasuk di dalamnya yaitu tindakan
penyuapan (bribery). Tindakan penyuapan adalah upaya pemberian
uang, barang, atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak yang berkuasa
dan memiliki wewenang dengan maksud untuk memengaruhi
keputusannya agar mempermudah dan memperlancar penyelesaian
urusan-urusan tertentu, antara lain perizinan usaha, kelancaran usaha,
perkara-perkara hukum, serta prosedur-prosedur birokrasi lainnya.
Sebagai contoh, pihak supplier yang melakukan entertain atau
memberikan gratifikas kepada pihak pengambil keputusan
pengadaan barang di suatu perusahaan dengan maksud agar proyek
pengadaan barang tersebut dapat diberikan kepadanya. Ha ini
tergolong fraud karena perusahaan berpotensi mengalami kerugian
akibat pengambilan keputusan yang tidak dilakukan secara objektif
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dan adil berdasarkan kualitas barang yang ditawarkan. Dalam kasus
penyuapan, semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik yang
memberi suap maupun yang menerima suap, dinyatakan bersalah dan
melanggar hukum.

4. Mengurangi Timbangan atau Takaran Produk
Bentuk fraud lainnya dalam kegiatan bisnis adalah melakukan
pengurangan timbangan atau takaran produk dari jumlah yang
seharusnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dari
selisih nilai timbangan atau takaran produk yang dijual tersebut.
Fraud dalam bentuk ini merupakan kejahatan yang dilakukan oleh
penjual untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar namun
merugikan pihak pembeli yang telah membayar sejumlah uang sesuai
dengan nilai timbangan atau takaran tertentu yang diinginkannya,
namun pada kenyataannya jumlah timbangan atau takaran yang
diterimanyatidak sesuai dengan yang diharapkannya.

5. Wanprestasi (false promises)
Wanprestas sering disebut sebagai false promises atau kegagalan
dalam pemenuhan janji juga merupakan salah satu bentuk fraud yang
sering terjadi dalam bisnis. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap
prinsip  GCG, vyaitu accountability dan responsibility karena
menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab atas kewajiban
yang harus dipenuhinya. Contoh tindakan ini adalah nasabah atau
customer yang tidak menepati janji membayar pada waktu yang telah
ditentukan. Untuk mengantisipasi hal ini, baik perusahaan yang
bergerak dalam bidang jasa keuangan maupun non-jasa keuangan,
harus menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) yang cermat
dengan penerapan seleksi yang ketat dalam pemberian kredit untuk
menghindari terjadinya risiko gagal bayar atau kredit macet dari para
nasabah atau customer. Contoh lain fraud dalam bentuk wanprestasi
yaitu supplier yang tidak menepati janji memasok barang dengan
jumlah dan waktu yang telah disepakati. Hal ini tentu sgja membawa
kerugian bagi customer yang telah mempercayakan kebutuhannya
kepada supplier tersebut.
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11.4 Teori-teori Fraud

Terdapat tiga teori yang menerangkan mengapa seseorang atau sekelompok
orang melakukan tindakan fraud. Ketiga teori tersebut yaitu Fraud Triangle
Theory, Fraud Diamond Theory, dan Fraud Pentagon Theory.

11.4.1 Fraud Triangle Theory

Teori fraud yang pertama dikemukakan olen Donad Ray Cressey di tahun
1953 dengan nama Fraud Triangle Theory. Peda teori ini Cressey
mengemukakan bahwa ada tiga hal yang menjadi motivas orang untuk
melakukan fraud, yaitu Pressure, Opportunity, dan Rationalization (Cressay,
1953). Fraud Triangle digambarkan sebagai berikut:

Pressqire

Opyortinity \

FRAUD

Rathoesd imationi

Gambar 11.1: Fraud Triangle (Cressay, 1953)

Pressure menerangkan bahwa motives seseorang melakukan fraud karena
adanya tekanan atau sesuatu yang terjadi ddam kehidupan pribadi berupa
kebutuhan yang mendesak dan menimbulkan stress sehingga mendorong
orang tersebut melakukan fraud. Hal ini berkaitan juga dengan kebutuhan
untuk mencapal daus tertentu atau mempertahankan Satus yang telah
dimilikinya (Machado and Gartner, 2018). Tekanan ini dapat bersfat finansa
maupun non-finansid, namun sebagian besar tindakan fraud dimotivas oleh
tekanan finansa (Abdullahi and Mansor, 2015).

Opportunity berarti kesempatan yang mendorong individu melakukan fraud.
Seseorang akan melakukan fraud pada saat ia telah menduduki suatu posis
yang memungkinkan dirinya melakukan fraud. Ha ini menunjukkan
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lemahnyainterna control dan governance system yang tidak efektif (Machado
and Gartner, 2018); (Abdullahi and Mansor, 2015).

Rationalization menerangkan motivas seseorang melakukan fraud karena
judifikes dan pembenaran (excuse) atas tindakan pelanggaran yang
dilakukannya. Seseorang yang melakukan fraud merasa memiliki aasan tepat
yang dapat menyebabkan tindakannya bisa dianggap benar, antara lain alasan
bahwa perusahaan tempat ia bekerja juga berlaku curang kepadanya, sehingga
bukan merupakan pelanggaran jika ia melakukan fraud pada perusshaan
tersebut. Alasan pembenaran lainnya yaitu bahwa banyak orang lain yang juga
melakukan kecurangan, maka tidek ada masdah jika dirinya melakukan hal
serupa (Cressey, 1953).

11.4.2 Fraud Diamond Theory

Teori fraud yang kedua dikemukakan oleh David T. Wolfe dan Dana R.
Hemanson di tahun 2004. Fraud Diamond Theory merupakan
penyempurnaan dari Fraud Triangle Theory dengan penambahan satu elemen
lain, yaitu capability. Dengan demikian, ada empat motivas yang mendorong
seseorang meakukan fraud menurut Fraud Diamond Theory, yaitu
incentive/pressure, opportunity, rationalization, dan capability. Elemen
capability adalah kemampuan dan keterampilan pribadi seseorang yang
membuat dirinya mampu melakukan fraud. Seseorang mampu melakukan
fraud karena berada pada poss dan fungs yang memungkinkan ia
melakukannya (Wolfe and Hermanson, 2004). Berikut ini adalah gambar
Fraud Diamond:
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Gambar 11.2: Fraud Diamond (Wolfe and Hermanson, 2004)
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11.4.3 Fraud Pentagon Theory

Teori fraud yang ketiga adalah Fraud Pentagon Theory yang dikemukakan
oleh Crowe Horwath di tahun 2011. Teori ini merupakan penyempurnaan dari
Fraud Diamond Theory dengan menambahkan satu elemen baru, yaitu
arrogance. Fraud Pentagon Theory menerangkan bahwa ada lima elemen
yang dapat memotives seseorang melakukan fraud, yatu pressure,
opportunity, rationalization, capability/competence, dan arrogance (Crowe
Horwath LLP, 2012). Elemen arogance menerangkan bahwa seseorang
melakukan fraud karena dirinya merasa memiliki wewenang, kekuasaan, hak,
dan superioritas tertentu sehingga ia menganggap bahwa peraturan-peraturan
perusahaan dan pengendaian internal yang ada di perusahaan tidak berlaku
bagi dirinya(Danuta, 2017). Berikut ini adalah gambar dari Fraud Pentagon:
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Gambar 11.3: Fraud Pentagon (Crowe Horwath LLP, 2012)

11.5 Pencegahan Fraud

Implementas pringp-prindp GCG dan GCG enforcement perlu mendapat
perhatian besar untuk mencegah terjadinya fraud di berbagai aktivitas bisnis
demi mencapai GCG compliance di sduruh sektor maupun skaa bisnis.
Upaya-upaya pencegahan fraud dapat dilakukan antaralain dengan:

1. Meningkatkan efektivitas peran Dewan Komisaris
Dewan Komisaris atau Board of Commissioners (BoC) adalah salah
satu organ GCG atau governance board yang memiliki peran penting
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dalam penyelenggaraan corporate governance. Tugas utama dari
Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap
berjalannya bisnis yang dikelola oleh para managers dan Dewan
Direks atau Board of Directors (BoD). Jika fungs pengawasan
berjalan secara efektif, maka mekanisme kontrol juga akan berlaku
secara ketat, sehingga tindakan fraud akan dapat dicegah secara
optimal.

2. Meningkatkan kinerja dan integritas auditor
Auditor, terutama auditor keuangan, baik internal maupun eksternal,
bertugas melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dan
memberikan opini hasil pemeriksaan tersebut secara tepat dan akurat.
Jika auditor bekerja secara profesiona dan menjunjung tinggi
integritas, maka ia akan memberikan opini hasil auditnya secara jujur
dan objektif, sehingga jika terjadi fraud di perusahaan, akan dapat
segera terdeteksi dan tertanggulangi sebelum fraud tersebut meluas.
Hal ini untuk menghindari terjadinya fraud secara berulang dalam
jangka waktu yang panjang dan mencegah kerugian besar bagi
banyak pihak.

3. Mekanisme reward & punishment
Mekanisme reward & punishment bagi para stakeholders yang
dijalankan secara objektif dan rasional, serta menjunjung tinggi
integritas dan keadilan akan menciptakan sistem kontrol yang baik
bagi lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Semua pihak
akan menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik karena
pemberian reward akan didasarkan pada kontribusi yang diberikan,
dan setiap kesalahan yang dilakukan akan mendapat konsekuensi
sanks sesual aturan yang berlaku. Mekanisme ini akan mendorong
seluruh pihak untuk bertindak sesuai aturan dan menimbulkan efek
jerabagi para pelaku pelanggaran.

4. Menggerakkan mekanisme whistleblowing
Whistleblowing adalah salah satu mekanisme pencegahan fraud
melalui tindakan pelaporan yang dilakukan oleh seseorang maupun
sekelompok orang ketika pertama kali mendeteks adanya indikasi
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tindakan fraud di lingkungannya. Kesadaran untuk melakukan
whistleblowing perlu digerakkan agar semua pihak memiliki
kepedulian untuk saling menjaga dan mengawasi demi pencegahan
fraud yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi banyak pihak.
Perlu dilakukan pula upaya perlindungan bagi pihak-pihak yang telah
beritikad baik melakukan whistleblowing agar seluruh pihak tidak
takut untuk melakukan whistleblowing jika menyadari adanya
indikas tindakan fraud di sekitarnya.

Melakukan internalisasi nilai secaraberkala

Perusahaan perlu merancang program-program internalisasi nilai dan
sosialisas code of conduct yang efektif secara berkala agar seluruh
pihak selalu ingat dan paham akan adanya aturan-aturan yang
mengikat untuk menegakkan integritas dan demi upaya
meningkatkan kepatuhan akan prinsip-prinsip GCG.
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